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ABSTRAK

Nama : Ingrid Vera Mour
Program Studi : Megister Kenotariatan
Judul : Analisa Yuridis Atas Penetapan Kuorum RUPS Perseroan

Terbatus oleh Pengadilan Negeri (studi kasus atas Penstapan
No. 240/Pat P/ 2008/PN.JKT.Sel.)

Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak
terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas
membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan
kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahernya 1) Apa yang menjadi dasar
diterimanya permohonan tersebut olech pengadilan negeri? 2 Apa yang dapat
dilakukan pemepang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini
merapakan penelitian eksplanatoris, dengan mengpunakan data selunder, Dari
hasil penelitian penulis, diketabui bahwa daser diterimanya permiohonan adalah
ditentukan dart jawaban termohon, tetpenuhinya syarat nommaiif pelsksanasn
RUPS, serta manfaal penclapan. Sedangkan, pemepgang saham karema ikut
menjadi pihak dalam permohonan maka ia juga terikat dengan hadil penetapan.

Kata Kunct
Kuorum, RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham.
ABSTRACT
Name ¢ Ingrid Vera Mour
Study Program @ Magister in Notary
Title : The juridical analysis on the determination of the GMoS’s

quorumn of limited liability company by the Distriet Court
(case study on the Determination No.240/Pdt.p/
Z008/PNJKT . Sel.)

General Meeting of Shareholders (GmoS) must be performed in accordance with
the previsions, concerning the quorurn. When the gquerum is not fulfilled, then the
GMaS could not be perfirmed, The Indonesian Company Law, allow a company
fo ask te the district comts for the determination, regatding the third GMaR's
gquonim. The questions are 1) what are the basic reasons, therefore the request of
guorum determination is granted by District Couwrt? 2) what could be done by
shargholders, when the tesulls of such determination did not satisfy them? This is
a explanatory research, using the secondary data. This research explaing, that the
request is accepted, depending on the respond of the defendant, normative terms
and conditions, smd the bensfil of the determination. Meanwhile, since the
shareholder is also the party of the request, then he also legally bounded with the
determination from the district court.

Key words:
Quorum, General Meeting of Sharcholders.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dati dua kata, vailr perseroan dan
terbatas. Persercan memjuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdin dan
saham-sabam, Sedangkan kata terbatss merujuk kepada tanggung jawab
pemegang saham yang lassnya hanya ferbatas pada nilal nominal saham vang
dimiliki pemegang saham. Dalem Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas', discbutkan pengertisn Perscroan Terbatas sebagaimana
berikut:

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupskan persekutuan

modal, didirtkan herdasarkan perjanjian, melakukan kepgiatan usahg

dengan modal dasar yang seluruhaya ferbagi dalam saham dan memenubi

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta perafuran

pelaksazzazzyaz

Dari pengertian tersebut terlibat bahwa para pendici dalam Perseroan
Terbatas sepakat untuk menyisihkan kekeayean mercka schagai modal awal
perseroan, Atas modal yang disstorkan oleh para peadiri, perseroan mengelvarkan
saham. Jadi sabam merspakan bagian pemepang saham di dalam perseroan.
Saham adalah surat tanda bukti jkut sertenya dalam persercan. Saham ifw
menunjukkan hak dan kewajiban serta bhubungan hukom astara pemiliknya
dengan perseroan dan pemiliknys mewakili scbanding dengan jumiah besamya

saham yang dimilikinya dalam modal persercan terbatas itu.’ Pemilik saham

} Selsnjutnya discbut UL Perscroan Terbatas,

? indonesia (8), Undang-Undung Perscrogs Terkates, 1) Mo, 48 Tahun 2007, LN No,
106 Fahom 2097, TLN Mo. 4756, Pasat I anpka |,

* Rochmadi Usman, Divensi Hukunt Perseroan Terbaras, {Bundung: Alsmei, 2004), hal,
133, “Sahar biass juga diselag sueat andil, surst poseria alay surst persers.”
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disebut Pemegang Saham. Pemepang saham berkepentingan untuk mendapatkan
keuntungan dari modal yang ditanamkan di dalam perseroan.

Sebagaimana disebutkan dalem definis! perseroan di atas, dikatakan
bahwa perseroan adalab badan hukum. Pada dasarnya, badan hukum adalah suatu
badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban untuk melskukan suatu
perbuatan seperti manusia. Badan hukum adalah rekayssa manusia untuk
membentuk suatu badan vang memilild siatus, kedudukan, kewenangan vang
sare soportt manusia,

Sebzxgéi badan hukum Perseroan Terbatas tidak memiliki wujud fisik
seperti manusia.® Oleh karena itu, agar Perseroan Terbatas dapat bertindak seperti
halnya manusia, diperlukan orpan sebapai alat bagi persercan unfuk menjalin
hubungan bukum dengan pihak ketiga dan mewujudkan eksistensinya secara
nyata untak menjalankan usaha,

Dalam sistem  hukom kita, dikenal 3 (tiga) organ dalam Perseroan
Terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham’, Direksi® dan Dewan Komisaris’,
Dari ketiga organ tersebut, RUPS memiliki peranan yang cukup penting, karena di
dalam RUPS, pemepang saham berhak memperoleh segala keterangan yang
berkaitan dengan kepentingan perseroan dasi Direksi dan Dewan Komisaris. *
Dalam penulisan ini akan dibahas lebih dalam mengenai RUPS,

‘RZ??S dalam persercan ferbatas merupakan organ perseroan  yang
mempunyat wewenang yang Hdak diberikan kepada Direkst atou Dewan
Fomisaris dalam batss yang ditentukan Undang-Undang Persercan Terbatas
dan/atau anggaran dasar.” RUPS berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara

¥ Chidir A, Badan Fakeen, (Bandung: Alumni, 2005}, hal. 20 “Perscroan Terbatas yang
merupakan badan hukom adalab sublek hulcur yanz nyata sceare yuridis teiapi sk nyasta seoara
fistk sepertl manusia yang dapat melakukan perbuatan hukumnya secara langsung.”

F Untuk selanjutnya disebut RUPS,

® Indonesia {a), ap. cit. Pasal 1 angka 5. “Direksi adatah Orpgan Perseroan yang
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perscroan untuk kepentingan persercan,
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar,”

T ibid., Pasal 1 sagka 6. “Dewan Komisaris adalzh Organ Perseroan yang bortugas
melzkukan pengawasan secars wmum davw/atsn khusus sesuai dengan anggaran dasar serta
membert nesibat kepada Dirclesi.,”

¥ Usman, op. cit., hal. 132,

* ndonesia A{a}, ap. vit, Passl | angha 4.
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menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris
atas atiran main yang telah ditetapkan. 0 RUPS merupakan wadah bagi pemegang
saham untuk menentukan operasional dari suatu perseroan dalam mempengaruhi
dan mengarahkan perserean,

Dengan memperhatikan bahwa RUPS adalah organ yang mewakih
kepentingan pars pemepang saham, wmoka sudah sewsjamya bahwa semua
keputusan yang berkaitan dengan struktur organisasi Perseroan dan kepentingan
para pemegang saham, misalnya perubahan anggaran dasar, permohonan agar
Perseroan dinyatakan pailit, pembubaran Perseroan, penambahan modal Perseroan
dan pengeluaran saham baru dan penggunaan laba Persercan adalah wewenang
RUPS.

UU Perseroan Terbatas mengatur scoara detall proses yang harus dilalui
dan dipenvhi dalam menyelengparakan suatu RUPFS. Agar RUPS dapat
dilaksanakan dan dapat mengambil keputisan yang mengikat, RUPS harus
memenuhi kotentuan mengenal kworum RUPS, Kuorum RUPS adalah jumbsh
minimum pernegang saham dengan hak suara yang sah vang haru.s hadir dalam
rapat. Jumlah ini dihitung roenurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang
dikuasakan kepadanya, scbagaimena yang ditentekan dalam anggaran dasar
danvatau perataran perundang-undangan'’, Jika jumiah kuorum tidak terpenuhi,
rapat Hdak boleh mengambil keputnsan apapun,

Dialam LU Persercan Terbatas disfur mengenat besamya kuorom sualy
RUPS. Besamya kuorum suate RUPS terpantung dari apa yang aken dibahag
dalam RUPS atau agenda dari RUPS yang bersangkutan. Jadi kuoruma RUPS yang
satu dapat berbeda dengan kuorum RUPS lainya, Selain ditentukan dalam UlJ
Perseroan Terbatas, anggaran dasar perseroan juga dapat menentukan kuorwm
vang berbeda dari yang ditentukan dalam UV Persercan terbatas. Namun,
anggaran dasar itu tidak boleh menentukan kourm yang lebih kecil dani kuorum
yang ditentukan oleh UU Persercan Terbatas.

* Gunawan Widiaja dan Abhmad Yani, Seri Hukum Biois: Persercan Terbatas (Jekana:
FT Rajn Grafindo Persada, 2003}, hal 77.

Y Ridwan Khairandy, Perseroan Terbutas Dokivin, Peraturan Perundang-undangan dan
Yurisprudensi, eet. 1, (Yogyakarta: Total Mediz Yogyakarta, 2009, hal, 194,
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Dalam hal pemegang saham tidak hadir seluruhnya, schingge kuorum
RUPS tersebut tidak tercapai, maks RUPS tidak dapat dilanjutkan. RUPS hanya
menghasilkan notulen rapst vang monerangkan RUPS fidak dapat dilanjutkan
karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat dilakukan pemanggilan RUPS
yang kedva. Dalam pemanggilan RUPS kedua ini harus disebutkan bahwaz RUPS
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.”

RUPS kedua ini pun memiliki ketentuan mengenai kuorum kehadiran
pemegang saham yang harus dipenuhi. Ul Perserosn Terbatas jugs mengatur
besarnya kuorum RUPS kedua. Besamya kuoram RUPS kedua juga bermacanm-
macam, terganting pada apa yang menjadi agenda pembicaran dalam RUPS
terkait. Selain UU Perseroan Terbatas, angparan dasar perseroan fugs dapat
menentiukan kuorum yang berbada dengan kefentuan vang terdapat dalam UL
Perseroan Terbatas tesebul, namun Hdak boleh Jehih kecil dadd ketentuan yang
ditetapkan oleh UU Perseroan Terbatas,

Jika selanjuinya RUPS keduz kembali idak mencapai kuorum, RUPS
tetap dibuka dan kemudian ditutup dengen membuat notulen RUPS yang
menperangkan bahwa RUPS kedua fidak dapat dilanjutkan karena kuoruss tidak
tercapai. Kemudian menjadi pertanyaan, bagaimanakeh dengan nasib apenda
RUPS yang bersangkutan. Apakeh dengan gagalnya RUPS kedua maka otomatis
agenda RUPS tersebut tidek dapat dileksanakan? Bagaimana bila agenda RUPS
tersebut penting dan mempeagaruhi kelangsungan perseroan?

UU Perseroan Terbatas memberikan jalan pada kebuntuan tercapainya
kuorum inl. Agar RUPS dapat tetap begjalan, perscroan dapat mengajukan
permohonan kepada kefua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan perseroan agar ditetapkan kuorem untuk RUPS ketigs. Dari
permohonan tersebut kemudian dibesilkan penetapan ketua pengadilan negerl
mengenai besarmya kuorum untuk RUPS ketiga. UU Perseroan Terbatas mengatur
hal inl untuk wmenghindari kebuntusn pengambilan keputusan vang dapat

mengakibatkan terhambatnyva kegiatan perseroan, Pencfapan ketua pengadilan

2 Indonesia (2), op. o, Pasal 86 ayat {3). “Dalam pemanggilan RUPS kedus ini horus
disebutkan babwa RUPS pertams felah dilsugsonplan dan tidak mencapai kuorum.”
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mengenai kuoram RUPS tersebut bergifat final dan mempunyzai kekuatan hukum
yeng tetap,'s

Scoara logika, dengen gagalnys RUPS pertama dan kedua karena tidak
terpenuhinya kuorom maka dapat diperkirakan bahwa pengadilan negeri akan
menetapkan suate kuorum RIUPS ketiga yang lebih rendah dibandingkan dengan
kuorum RUPS sebelumnya, Hal ini dibutuhkan agar RUPS dapat terlaksana.
Penurunan jumiah kuorum inilah yang sangat berpotensi menjadi sengketa,

Permasalahannya terjadi pada saat pemegang saham lain yang tidak datang
dalam RUPS ketiga mengatakan bahwa mereka telah dirugikan dengan keputusan
RUPS vang diambil tanpas adanya kehadiran mereka. Dengan penetapan
petnan kuotiim oleh pengadilan ini, apakah keputusan yang diambil dafam
RUPS ketign kemudian sudah dapat mengakomodasi kepentingan semua
pemegang saham atan hanya segelintir pemegang sabam.

Dalam tesis ini, penulis mengambil contoh Penetapan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan No. 240/PdtP/ 2008/PN.JKT. Scl. yang menetapkan kuorum
RUPS Luar Biasa ketiga PT. BS. RUPS Luar Biasa pertama dan kedus PT BS
tidak dapat dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang mengikat, karena tidak
terpenuhinya kuorum kehadiran pemegang saham, Salah satu pemegang saham
PT BS yaity PT SMS, tidak fuga hadir dalam RUPS Luar Biasa pertama dan
kedua PT BS, walaupun sudah dipangpil secara patat oleh direksi PT BS, Karena
agenda yang akan dibahas dianggap penting, maka PT. BS, diwakili oleh
direksinya, memohon kepada pengadilan nepgeri sctempat univk menstapkan
kuorum RUPS yang lebih rendah, yang memungkinkan antuk dipenuhi. Menarik
untuk melihat bagaimana permohonan penctapan kuorom ketiga ni, karena

herbeda dengan permohonan pada umumiya.
1.2 Pokok Permasalshan

Sebagaimana uraian di atas, RUPS mempunyai fungsi vang sangat penting

dalam hukum perseroan di Indonesia dengan sgjumlah  kewenangan vang

® thid., Pasal 86 ayet 7. “Penciapan ketua pengadiisn negeri mengenai kuorem RUPS
sebagaimena dimaksed pada ayet (5) bersifat fingl dan mempunsyal kekuatan hukuen wiap.”
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diberikan kepadanyanya yang diatur dalam UUJ Perseroan Terbatas, RUPS sebagai
salah satu organ Perseroan Terbalas dapat menjadi penentuy bagaimana perseroan
itu zkan dijalankan, dan tindaken apa saja yang akan diambil dslam rangke
mendukung tujuan, dan Kepentingan perseroan tersebut. Pada prinsipnya
gebagaimana ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas, yang merupakan organ
perusahaan adalabh bokan pemegang sahamnya tetapi Rapat Umum Pemegang
Saham tersebut, sehab dalam banyak hal pemegang saham hanys dapat bertindak
lewat mekanisme RUPS,

Menjadi permasslahan bagl persercan jika RUPS tidak dapat dilaksanakan
karena adanya kendala dalam memenuhi kuroum sebagaimana yang ditentukasn
U Perseroan Terbatas dan angparan dasar. RUPS tidak dapat diselenggarakan
karena salah satu atau beberapa pemegang saham tidak hadic dalam RUPS,
schingga tdak terpenuhinya syarat kuorum RUPS tersebut. Sesungguhnya, bils
melihat pengertian darf perseroan terbatas yang merupakan perjanjian, sehavusnya
tejadi kerjasama yang baik antac pemegang saham sebagai pihak yang memiliki
kepentingan untuk memperoleh keuntungan dati investasinya. Dalam hal RUPS
tetap gagal dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum, usaha yang dapat
dilakukan oleh perseroan adalah meminta pengadilan untuk turut campur tangan
menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan latar belakang scbagabmana
tergebut di ates, penulis lertarik untuk mengana!i‘sa lebih langut, bagaimana dalam
praktiknya permohoanan ind ditanggapi oleh pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah yang akan dianaligis
adalah:

1. Apa vang menjad] dasar diterimanya permohonan penetapan kuorum RUPS
oleh pengadilan negeri?

2. Apa yang dapat dilakokan pemegang saham, bila ternyata hasil penstapan
pengadilan negeri tersebut tidak memuaskan bagi pemegang saham?
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1.3 Metode Penelitian

Penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data,
pengolahan data, analisis data dan konstruksi data, yang sermnuanya dilaksanakan
secara sistematis dan konsisten.'*

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan
ilmiah, seperti penelitian, dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data
atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Data adalah
gejala yang akan dican untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil
pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.'

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian
eksplanatoris. Penelitian ini bertujuan menjelaskan atau menggambarkan lebih
dalam mengenai penetapan kuorum RUPS ketiga oleh Pengadilan Negeri, yaitu
tentang alasan dikabulkannya permohonan penetapan dan apa yang dapat
dilakukan pemegang saham bila tidak pués dengan hasil penetapan, dengan
mengambil contoh hasil penetapan tersebut, untuk selanjutnya dianalisis dengan
berpedoman pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
permasalahan yang diajukan.

Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan, apa saja yang harus dipenuhi
pemohon, . agar permohonan penetapan kuorumnya dapat dikabulkan oleh
pengadilan negen setempat. Nantinya akan terlihat bahwa penetapan dikeluarkan
dengan penuh pertimbangan, karena menyangkut kepentingan seluruh pemegang
saham dan kelangsungan perusahaan. Dalam pertimbangannya, hakim harus
melihat seluruh prosedur pelaksanaan RUPS yang telah dilakukan dan turut
mendengarkan seluruh pihak yang berkepentingan yaitu seluruh pemegang saham.

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang
digunakan adalah metode normatif yaitu penelitian kepustakaan. Data yang

dipergunakan adalah data sekunder, yang dalam penelititan ini, meliputi:

' Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, Peran Penggunaan Perpustakaan di Dalamn
Penelitian Hukum, (Jakarta: PDHUI, 1979), hal, 2,

'% Ibid., hal. |.
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a.  Bahan Hukum primer, yaitu dokumen vang berisi pengetahuan/fakta vang
diketahul.'® Dalam penulisan ini, yang digunakan sntara lain, Undang-
Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.
171895 dan produk pengadilan berupa Penetapan Pengadilan Nepger Jakarta
Selatan No. 240/PALP/Z008/PNIKT Sel.

b.  DBahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer, yaitu buke, artikel,
tesis yang memuat pemikiran atau pendapat hukum maupun non hukum

vang berkaitan dengan penelitian ini,

1.4 Sistematika Penulisan

Bab ] Pendahulvan
" Bab ini berisi garis besar dari penulisan tesis ini termasuk pengortian-pengertian
umum yang mendasan peneliian dan penulisan, termasuk gambaran singkat dari
masalah yang diangkat. Sisternatika Pab I adalah sebagai berikut::
1.1, Latar Belakang,
}.2. Pokok Permasalahan,
1.3, Meiode Penelitian dan

1.4. Sistematika Penulisan,

BAR Il Pembahasan
Bab ini berisi teori dar pewsfuran serta analisa atas permasalahan vang telah
dikemukakan dalam Bab 1. Teori disini adalah teori yang mendukung analisa
penulisan. Sistematika pada Bab Il adalah sebagai berikat:
2.1, Perseroan Terbatas dan Organ Rapat Umum Pemegang Saham

2.1.1. Tinjavan Umum Perseroan Terbatas

2.1.2. Pengertian, Kewenangun dan Prosedur Penyelenggarasn RUPS

£.1.3. Kuormum RUFPFS

' 8ri Mammudji, ct. al. Metode Penclition don Pemidisan Hidum, (Jakerta: Radan Penerbit
Fakulizs Hukam Universilas Indonesia, 2008), bal. 11,
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2.2.Permochonan Penetapan Kuorum Kepads Pengadilan Negeri menurut Teord
dan Praktik
2.2.1. Pengertian Permohonan dan Dasar Permohonan Penstapan
2.2.2. Pemeriksaan Permohonan dan Upays Hukum atas Penetapan

2.3. Penctapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ne. 240/Pdt. P/ 2008/ PNJKT.
Sel. wentang Pepetapan Kuowm RUPS ketiga
2.3.1. Latar Belakang Digjukannya Permohonan Penetapan Kuorum RUPS

ketigs oleh PT BS

2.3.2. Analisa atas Penetapan No. 240/Pdt. P/2008/PN KT Sel.

BAB III Kesimpulan dan Saran
Berisi saripati tulisan yang ada dan merupakan hasil yang depat diambil dari

proses penelitian dan pengamatan yang felah dilakukan dan dibarapksn dapat
memberikan spatu saran dari permasalaban yang ada,
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BAB X1
ANALISA YURIDIS TERHADAP
PENETAPAN PENGADILAN ATAS PERMOHBONAN PENETAPAN
KUORUM RUPS KETIGA PERSEROAN TERBATAS

2.3 Perseroan Terbatas dan Organ Rapat Umum Pemegang Sabam,
2,11 ‘Tinjauan Upiam Perseroan Terbatas

Dilihat dari ssjarashnya, badan hukum Perserpan Terbatas berzsal dard
hukum dagang Belanda (Wethoek van KoophandelWvK) dikenal sebagal
Naamloze Vewnotschap siau disingkat NV, yang arfinyz adalah asosiasi atay
perkumpulan.” NV dimsknai sebagai badan hukum vang dididkan denpan
penyorahan saham yang terbagi dalam modal dasar dimana pemegang saham tidak
berfanggung jawab secara pnbadi. terhadap kerugian yang diderita perseroan,
kecuali hanya sebatas modal yang disctor.

Secara estimologi, Perseroan Tetbatas terdinl dari dua suku kata, yaitu
perseroan dan terbatus. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatag yang
terdiri darl sero-sero atan saham-saham. Sedangkan kata terbatas meryjuk pada
tangpung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal
semua saham yang dimilikinya,

Dibandingkan dengan bentuk usaha lain, maka bentuk Perseroan Terbatas
lebih mudah datam mengumpulkse dana untuk modal wsaha. Hal ini karena
pemilik dana {nvestor) menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam
melakulkan nvestasi,

Definisi otentik Perseroan Terbatas ditemukan dalam Pasal 1 angka § UU
Perseroan Terbatas. Pasal int menyebutkan babwa “Perseroan Terbatas merapakan
badan hukum vang merspakan persckutuan modal, yang didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

torbagi dalam ssham.”

¥ 4G, Ral Widiaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Jakarta: Megapoin, 2003},
hal. 1,
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It

Dari definisi ifu dapat ditarik unsus-unsur yang meiekat pada Perseroan
Terbatas, yakni:
« Perseroan Terbatas adalah badan hukum;

Pada dasarnya, badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-
hak den kewajiban-kewajiban untuk melakukan suate perbuatan seperti
manugia, memiliki kekayasn sendiri, dan digugat dan menggugat di depan
pengaditan,

Di dalam hulasm, istilah person {orang) mencakup makhluk pribadi, yakni

manusia {matirlijk perspon) dan badan hukum (rechispersoon)y Keduznya
adalah subjek hukem sehingga kedvanya adalsh penyandang hak dan
kewajiban hukum. :
Karena badan hukum adalah subjek, maka badan hukum merupakan badan
yvang independen atau mandini dari pendiri, anggota atau penanam modal
badan hukum  tersebut. Seperti baloya manusia, badan hukom dapat
melakukan kegiatan bisnis atas namanya sendii.” Dengan kematian
pendidrinya, harta kekayaan badan hukum terscbut diharapkan masih
bermanfaat oleh orang lain. ’

Persercan Terbatas merupakan baden hukum yang oleh hokum diskul
secara togas sebagai badan hukam. UU Perseroan Terbatas menentnkan bahwa
untak dapat disebuat sebagai badan bukum, maka Persercan Terbatas it harus
memenshi syarat dan kriteria tertentu, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7
ayat {(4) yakni harus telab mendapatian pengesaban dard Menteri Hukum dan
Hak Asast Manusia Republik Indonesia.'”

+ Perseroan Terbatas adalah persekutean modal;

Perseroan Terbatas adalsh porsekutuan modal merupakan penepasan

bahwa “Perseroan Terbatas fidak mementingkan sifat kepnbadian par

pemegang sahiam vang ada di dalamnya.”*

8 Ridwan Klairandy, op.cit hal. 5.

¥ mdonasia (), op. iz, Pasal 7 ayaw {4). “Persercan mempernlch statws badan hubum
pada taopgsl diterbitkanays Keputusan Menter! menpgenal pengesaban badan hekwn Perseromn.”

* Ridwan Khairandy, op. ¢it. hal. 23,
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Persekutuan perdata, termasuk firma dan persekutuan komanditer terdiri
atas dua orang atau lebih yang masing-masing saling mengenal secara pribads,
misalnya, antar sandara giau sahsbat Meskipun di dalam persekutuan ada
peraturan fentang keluar maguknya sekuty, tetapi tidak boleh mengurangi sifat
kepribadian pada persekutuan tersebui. Lain halnya dengan keadaan dalam
Perseroan Terbatas, tujuan utarpanya adalah pesumpukan meodal sebanyak-
banyakrnya. Bagi Persercan Terbatas pada umumnya tidak peduli stapa yang
akan memasukkan modalnya dalam perseroan, mereka dapat saja saling fidak
kenal. Jadli, dalam Perseroan Terbatas ini tidak terdapat sifat kepribadian.”

Walaupun demikian, kenyataannya tiduk semua Perseroan Tethalas
mengabaikan sifat kepribadian atau bubungan pribadi pemegang sabam. Di
dalam Perseroan Terbatas yang tertutup, hubuagan pribadi para pemegang
saham masih divtamakan. Antar pemegang ssham ssling mengenal secarz
dekat dan tidak banyak jumlshnya. Berlainan kondisinya dengan Perscroan
Terbatas Terbuka atzu Ferseroan Terbatas Publik. Dalam Perseroan Terbatas
Terbuka yang divtamskan memang menghimpun modal sebanyak mungkin
dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Mereka dapat saja
saling tidak mengenal satu dengan vang lain.

« Didirikan berdasarkan perjanjian;

Perseroan Terbatas didirikan somata-mata karena adanya perfanjian antars
dua orang atau lebih dengan suatu akfa notanis yang dibuat DBahasa
Indonesia.”. Ketentuan untek dituangkanaya perjanjian dalam akta notaris
merupzkan syarat muilak untuk mendirkan perseroan ferbatas. Tanpa adanya
akia otentik tersebut akan meniadakan eksistensi Perseroan Terbatas, sebab
akta pendinian yang dibuat oleh notaris inilab yang akan disahkan cleh
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manisia Republik Indanesia.

Dalam Peniclasan Pasal 7 ayat {1) dikatakan babwa ketentuan tersebut
menegaskan prinsip yang berlakn berdasarkan {JU Persercan Terbatas bahwa

# HMN, Purwosutjipto, Pengertian Pokok Fhikon Dagang Indonesia, Jilid 2., {Jakartas
Djanbacan, 1982), hal 17.

2 Indonesia {5}, op. cit., Pasal 7 ayat {1).
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pada dasarnya sebagai badan hukum, perserosn didiikan berdasarkan

petianiian karena iy mempunyai lehth dar 1 {satu} orang pemegang saham.
Oieh karena Persercan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum vang

didiriken karena adanya perjaniian, maks pendinian Perseroan Terbatas harus

pula tunduk kopada persyaratan sabmya perjanjizn yang ditentukan dalam

KUHPerdata, Pasal 1326 XUHPerdata menentukan adanys 4 {empat) syarat

sahnya suvaty perfanjian, yakni:

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatican dirinya;

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

Harus suatu hal tertenty; dan

a o & B

Barus ada suatu sebab (causa} vang halal.

Kesepakatan mendinikan perseroan Terbatas dituangkan scoara tegas
dalam akta notaris, yaite dalam suate akta pendirian. Seiak akia pendirian
tersebut ditandatangani sleh para pihak dihadapan notaris maka hubungan
komntrakiual yang artinya bahwa apa yang mereka tandaiangani tersebut baru
berupa perianiisn yang me:ngikaz para pihak.

. Melakukan kegiatan usaha;

Menginpgat Pemsercan Terbatas merupakan persckutzan modal, maka
tuinan Perseroan Terbatas adaiah mendapat keuntungan. Untuk mencapai
fujuan ity, Perseroan Terbatas harus melakukan kegiatan usaha.

Pasal 18 THJ Persercan Terbatas mengharuskan Perseroan Terbatas untuk
memiiiki maksud dan tujuan, seria kegiatan usahs yang dicanturskan dalam
anggaran dasar perscroan geswai dengan kefentuan perundang-undangan.
Dalam Penjelasan Pasal I8 UU Pemseroan Terbatus disebutkan bahwa
“maksud dan juan”™ merspakan usaha pokok persercan. Sedangkan “kegiatan
usaha” meyupakan kegiatan yanp dijalankan oleh persercan dalam rangka
mencapal maksud tujuannys, vang harus ditdnci secars jelas dalam anggaran
dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertententangan dengan anggaran dasar,
. Modalnya Dasar terdiri daci saham-saham.

Untuk keperluun suatu badan hokum berinteraksi dalam pergaulan hukum,
seperti membuat perjanjian, melakukan kepiatan ussha tertentu, maka
diperlukan modal. Moda! awai badan hukum itu berasal dari kekayaan pendid
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yang dipisahkan, Modal swal itu menjadi kekaysan badan hukum, terlepas
dart kekayaan pendirl, Dalam UU Perserosn Terbatas modal terdin dard modal
dasar, modal ditempatken dan modal disetor,

Modal dasar merapakan modal maksimum yang dapat dikelnarkan suafo
perseroan Terbatas yang selurshnya terbagi atas sabham-saham, Modal dasar
inifah yang sering dipakai sebeagal kniteria agar sualu perscroan dapal
digolongkan ke dalam kategori tertenty, vaitu apakah perseroan inf termasuk
dalam golongan perusahaan kecll, menengah stau besar.

Modal ditempatkan adalah saham vang telab diambil dan scbenarnya telah
terjual, baik kepada pendivi maopun pemegang saham perseron, Para pendin
telah »manyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sgjumlab terfentu
dari saham perseroan dan karepa itu dia mempunyai kewajiban untuk
melakukan penyetoran kepada perseroan,

Modal disetor adalah sabam yang telah dibayar penuh kepada perseroan
yang meﬁjadi permyataan atau penyetoran saham riil yang telah dilakukan baik
oleh para pendiri maupun para pemegang saham perseroan Dengan demikian,
modal dasar yang telah disefor merupakan kekayaan sendiri yang il milik
perseroan yang pada mulanya berasal dam para pendiri yang dibuktikan
dengan saham yang telah diambilnya,

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perseroan Terbatas menentukan, “Setiap
pendin perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perserpan
didirikan.” Pengambilan bagian saham merupakan perwujudan pernyataan
kehendak dari para pendint ketika rembuat perjanjian mendirikan Perseroan
Terbatas.

Jenis-Jenis Perseroan Terbatas
Suate Perseroan Torbatas dapat dikiasifikasikan ke dalam beberapa
bentuk vang dilihat dari beberapa kriterfa, yaitu
Dilihat dari banyaknya pemegang saham:
" Perusahasn Tertutup, yaitu perosahaan terbatas yang belum pemah
menawarkan sabamnya kepada publik melalai penawaran umum dan

Jjumlal pemegang sahamnya belum sampzi pada jumlah pemegang saham
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dari suste perusshaan publik, Kepada perusahaan ini berlakn UU
Perseroan Terbatas,

. Perusahaan Terbuka, yaitn Perseroan Terbatas yvang melakuken
penawaran umum atas sshamays siau telah memenuhi syarat dan telah
memproses dirinya menjadi perusahsan publik, sehingga telah memiliki
pemegang saham publik. Terhadap perusshaen terbuka ini berlaku baik
UL Perseroan Terbatas maupun Usndang-Undang Pasar Modal,

. Perusabaan Publik, ysitu perusshasn dirnana keterthukaaonya itu tdak
melalui proses penawaran umum, tetapi melaui proses khusus, setelah ia
memonuhi syarat antuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumiah
pemegang sahamnya sudah mencapai jumlah tertente.”  Terhadap
perusahaan publik berlaku Ut Persercan Terbatas dan UL Pasar Modal,

Dilihat dari jenis penanaman modal

¢ [Perusshaan Penanamen Modal Dalam Negeri (PMDN), vaitu perusahaan
vang didalamnya terdapat penanam modal deri sumber dalam neged dan
perusahaan tersebut telsh diproses menjadi PMDN sehingpa berhak atas
fasilitas-fastlitas terients dar Pemerinteh yang tidak skan di dapat bagi
pernshazan yang bukan PMDN. Untuk PMDN berlaku Ul Perseroan
Terbatas dan Ul Penanaman M;Jdai,

» Penanaman Modal Asing {PMA), yaita perssroan terbatas yang sebagian
stay selurub modal sabamnya berasal dari luar negeri, schingga mendapat
perlakuan khusus dati pemerintah. Untuk PMA im berlala UL Perseroan
Terbatas dan Ut Penanaman Modal,

» Peruszhaan non PMA/PMDN, yaitu perusahaan domestik yang tidak
memperoleh status scbagai pervsahaan PMDN, schingga tidak mendapat
fasilitas darl pemerintah. Pada perusshean ini berlaku UU Perseroan
Terbatas.

# tndonesia {b), Undang. Undang PasarModal, Ut No. & Tahun 1995, LN Ne. 64 Takm
1995, TLN No, 3608, Pasal 1 angka 22. “Persercan Publik adalah Persercan yang sehavmys telah
Simittk sckurang-kurangnys 300 (tiga ratus) pemcgang saham dan memiliki modal disstor
sekwrang-kurangnya Rp. 3.008.080.000.000,- {tigs milvar rupish) stae suatu jumlah pemegang
saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Femerintah,™
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Dilihat dari keikutsertaan Pemerintah

» Peorusahaen swasta, yaity selurnh sahamnya dipegang oleh pihak swasta
tanpa ada ssham pemerintah di dalamnya,

+ Badan Usaha Milik Negara {BUMN), vaitu suatu perusabaan dimana
terdapat saham yang dimiliki oleh Pemerintah. Selein berlaku ketentuan
UU Perseroan Terbatas juga berlaku YU BUMN.

» Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), adalah salah saty vanan dan
BUMN, Hanya saja wsur pemeriniah yang memegan saham perusahaan
ini adalah Pemerintah Daersh setempat Oleh karena ilu, terhadap
perusahaan inl berlaku ketbjakasanaan dan Perda setempat. a4

2.1.2 Pengertian, Kewenangan dan Prosedur Peayelenggaraan RUPS
2.1.2,1 Pengertian RUPS "

Sebagaimana dijelaskan di atas, Perceroan Terbatas scbagai badan hakum
tidek bisa melakukan kegiatannye sendiri. Namun, Hidak seperti manusia,
Persercan Terbatas sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak dan
kesadaran sendiri, Dalam bertindak, Perseroan Terbatas harus bertindak dengan
perantaraan orang alamiah yang menjadi pengurus Persercan Terbatas. Untuk itu,
dalam Perseroan Terbatas terdapat orgsn-ofgan perseroan unfuk mengurns
kepentingannya., Ada tiga organ dalam Perseroan Terbates, vaity Rapst Unoom
Pemegang Saham, direksi dan dewan komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham, atau vang senng disingkat dengan RUPS,
dalam Bahasa Inggris disebut dengan General Meeting of Shareholders, dan
dalam Bahasa Belanda disebut Algemene Vergadering van Andeclhouders®
Dalam tesis ind, zkan dibicarakan lebibh jauh mengemai RUPS, khususnya
mengenai permehonan kepada pengadilan negernt untuk menyelenggarakan RUPS,

Para pomegang saham dalam suatu perseroan terbatas bukanleh organ
perusahaan, karena dalam banyak hal, permegang saham hanya dapat berindak

* Dhbaniswara K. Harjono, Pembartiun Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap
Undang-Undang No. 40 Falun 2007 tentang Persercan Terbatas, cel. 1, {(Jakarta: PPHBU, hal.
181-184.

¥ Ridwan Khuirandy, op.cif., hal. 178,
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Tewat mekanisme RUPS,” para pemepang saham merupakan pihak yang paling
berkepentingan dalam soatu perseroan terbatas, dalam menyalurkan kepentingan
para pemegang saham diadakan organ yang dinamakan RUPS, sedanghan
menurut Rochroat Soemitre, "RUPS adalah rapat dani pemegang-pemegang
saham ™%

Menumut 1.G. Rai Widjaya, RUPS adalsh rapat yang diselenggarakan oleh
Dirskst Perseroan setiap tahun dan setiap wakiu berdasarkan kepentingan
perssroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesual undang atau anggaran
dasar.?® Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam
batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atan Anggaran Dasar.”?

Herdasarkan bebempa definisi yang dikemukakan di atas mengenai RUPS,
dapat disimpulkan bahwa RUPS mempunyal wewenang yang sangal penfing yaitu
menentukan arah dan fmjuen df dalam suatu perseroan fermasuk juga
mengevaluasi secara vutin apakah Direksi dan Dewan Komisaris menfalankan
perseroan sesual dengan garis yang telah ditetapkan di dalam RUPS. Namwn
demikian, kewenangan RUPS tersebut mempunyai batasan-batasan, yaitn
UlPerseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, sehingga RUPS dalam
membuat suatu keputusan harus selalu mengutamakan kepentingan persercan
bukan kepentingan pemegang saham. -

Selain itw, RUPS bukanlah crgan vang lebih tinggi dibandingkan dengan
dua organ iainnya, direksi dan dewan komisaris. Kareganys, RUPS tidak dapat
bertindak sewenang-wenang erhadap organ perseroan lainnva., termasuk tidak
dapat membatalkan transaksi yang dilakukan direksi, dalam hal ternyata direksi
melakukan tindakan tersebut hanya demi tujuan dan kepentingan perseroan.
RUPS hanya memiliki wewenang yang tidak diserabkan kepada direksi atau
dewan komisaris. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula, untuk direksi atau

* Muniz Puady, Hubum Perusahaun Dalon: Poradigma Fakan Blsnis (bandung: PT
Citra Adityn Bakli, 2062}, hal. 43.

¥ Rochmat Soemitvo, Penunivn Perscroon Terbatas deagan Undong-Undang Pajak
Perseraan, (Jakarta-Bandung: PT. Ereseo, 1983), hal. 63,

1. G. Rai Widjaya, op. ¢it., hal 287,
¥ Indonesia (2}, op. cif., Pasal 1 syl (4
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dewan komisarls mempunyal wewenang yang tidak dapat dipengarshi oleh
RUPS.

2.1.2.2 Macam RUPS

Dalam UU Persercan Terbatas, ada 2 {dua) RUPS yang dikenal, vaitu:
a. RUPS Tahunao dan

b, RUPS Jainnya,”

4. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan (dnnuad General Meetings) wajib diadakan dalam jangka
wakiu paling lambat 6 (cnam) bulan setelah tahun buku berakhir.®' Dalam RUPS
Tabunan, semua dokumen dart laporan tahunan™ perseroan harus diajukan.
Adapun RUPS Tahunan antata lain bertujuan untuk menilai dan memberikan
keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan perseroan pada tahun yang

{ampau dan rencana kegiatan direksi pada tabun berikutnya.”

b. RUPS Lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

RUPS lainnya i adalah apa yang di dalam masyarakat atau praktik
dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Extra Ordinary
General Meetings). Bila RUPS Tahunan diadakan setabun sekali, maka RUPS
lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luear Biasa (RUPS Luar Biasa) dapat

W thid, Pasal 78 avat (1),
W bid., Pasal 78 ayac (3).

% Laporan Tahiman sekurang-korangrys memuat:
Lapsran kevsngan,
Eapovan kegiatan prrserodn;
Laporan pelaksanaan langgong javwebs sosial dan linglungan;
Rincian masalsh yang dmbal selame tahun buka yaop mompengarshi kegiatan ussha
pErSeroan;
Lagaran awagenat tuges pengawsssn vang telah dilakganakan oleh dewan komisaris selama
fabun buloy vang lempey;
& Nama snggods divckst dan dowan Komisaris;
7. G, turgangan bagl sopgota diceksi dan dewsn homisaris perscrean eatuk tahun yang
lampau,

B Aniitus Amenat, Pembahasan Undanp-Undang Perseroan Terbatas 1995 Dan
Penvrapannya Dolom Akte Notaries, (Jakarta: Ralawali Press, 19963, hal, 106-107.

A
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diadakan sefiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.’
Biasanys, RUPS Luar Biasa diadakan untuk mmembahas dan mengambil keputusan
atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan
segera. Jika tidak segera dilakukan penanganan terhadap permasalah tersebut,

akan menghambat operasionalisasi perseroan,

Dialam praktek seringkali ada kesalahan dalam memahami kedua bentuk
RUPS tersebut. Seringkall sebuah Perseroan Terbatas menyelenggarakan kedua
RUPS tersebut pada hari yang sama, Pertama diadakan RUPS Tahunan, kemudian
diadakan RUPS Luar Biasa. Misalnya, dalam RUPS diagendakan acara laporan
perfanggungjawaban direksi atas jalannya perseroan tehun buku dan laporan
keuangan perushaan vang telah disdit, kemudian RUTS Luar Biesa diagendakan
acara lentang peningkatan modal dasar perseroan. Disini sehenarnya tidek ada
wrgensinva penyelenggaraan RUPS Luwe Biass, karena tidak ade masalah
meadadak yang harus segera diputus. Jadi kedua mata acara tersebut dapat
dijadikan sate dalam RUPS tahunan saja.

2.1.2.3 Tempat Penyelenggaraan RUPS

RUPS diselenggarakan di icmpat kedudukan perserosn afsu tempat
perseroan melakukan kegiatan usabanya, stau ferhpat perseroan meiakukzn'
kepiatan usabanya yang ufams sebagaimana ditentukan dalam angparan dasar
Fka dalam RUPS hadir danvatau diwakili semua pemegang saham dan semua
pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS
dapat diadakan di manapun. Namun, ketentuan itu tetap mengacu bahwa tempat
diadakannys RUPS haruslah di dalam wilayah negara Republik Indonesia.”

Sekavang inl, denpan perkembangan teknologi elektronik dan komunikasi,
para pemegang saham tetap dapat menyelenggarakan RUPS, walaupun secana
fisik tidak berkumpul dalam sty ruangan. Pemegang saham  dapat
menyelenggarakan RUPS, melalui media telekonferensi, video konferensi atau

sarana media elektronik lainmya. U Perseroan Terbatas mengakomodasi

 Indonesia (a}, op. cit., Pasal 78 ayat {33
*% tsid., Pasgs! 76 avat (3).
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penyelenggaraan RUPS tersebut, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 77 ayat
{n

Seizin penyelenggaraan RUPS scbagaimena maksed dalam Pasal 76,
RUPS dapat jugs dilakukan melalui media telskonferensi, video
konferensi atau sarena media elektronik lainnya vang memuogkinkan
serua peserta RUPS salin% melihat dan mendengar secars langsung serta
berpartisipast dalam rapat.”

Hal ini merupskan hal vang bary dalam UU Perseroan Terbatas, karena
sebelumnya dalam UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, hal ind tidak
digtur.

2.1.2.4 Kewenangan RUPS
Perseroan Terbatas pada hakikatnya adalah wadah kerjasama dari para
pemilik medal atan pemegang saham yang dijelmakan dalam RUPS. Oleh
karenanya adalah wajar jika RUPS mempunyat kekuasaan dan kewenangan vang
tidak dimiliki olch organ Persercan Terbalas yang lain. Pasal 75 ayat (1) UU
Perserpan Terbatag menyatakan bahwa RUPS menupakan organ perseroan yang
mermpunyal wewenang, yang tidak dibenkan kepada direksi atau Konsrsaris dalam
batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dari
ketentuan ini dapat distmpulkan bahwa RUPS bukanlah orpan terfinggi dalam
perseroan. Organ ini hanys memiliki kewenangan eksklusif yang Hdak diberikan
kepads dircksi atsy dowan komisans,
Kewenangan yang diberikan oleh Ul Perseroan Terbatas kepada RUPS
adaish:
- Mengubah anggaran dasar perseroan,”’
- MambeH kembali saham yang telah dikeluarkan perseroan.*®
- Menambah modal perseroan.?

- Mengurangi modal perseroan.®

% 1bid,, Basal 77 ayat (1),
¥ Ihid., Pasal 19 ayat {1). "Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUJPS.”

*F Ibid, Pasal 38 ayat (1), “Pembelian keribali suhuen sebagaimana dimaksud dalam pasal
37 avat {1} san pengatibannya febih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan perssiujuan RUPS,
kecusli diientukao jain dalam peraturan perundang-undangan di bidan pasar medal.”

¥ Jhid., Pasal 41 avat {1} "Penpmbrhan modal penercan dilskukan berdusarkan
persctujuan RUPS”
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- Menyetujui rencana kerja tahunan ¥

~  Menystujui laporan tahonan dan menyerahkan laporan keuengan,**

- Menentukan jumlah penyisihan dana cadangan.®

- Meminta segala keferangan yang berkaitan dengan perseroan

- Mengangkat anggota diveksi®™

- Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dircksi dan
menentukan gajinya.®®

- Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan
utang seluruh atav sebagian besar kekayaan perseroan.’®

- Memberi persetujuan untuk mengajukan permchonan pailit kepada
pengadilan negerl,”’

- Memberhentikan anggota direksi. ®

- Memberhentikan anggota direksi untuk sementara ™

- Mengangkat komisaris™

® Ibid,, Pasal 44 nyut {13 “Keputusan RUPS untok pengarangan madal porseroan adalal
sal: apsbia dilskukan dengen memperhstikan persvaraian ketentuan kuornm dan jumdsh suse
setju unink perubahan snggarsn doser soseal keteatumn dalam undang-undang Ind danfaluu
angearan dasar”

“ Ihid., Pasal G4 myar (2). “Anggacan dasar dapat menentukan reacana kerja yang
disampaikan oich direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus mendapat persetuinan Dewan
Komisasris atan RUPS, kecuali ditentukan iain dalam perandang-undangan.™

2 Ibid, Pasal 68 ayat (3). "Laporan atas hestl audit akuntan publik sebagaimane
dimaksud pada ayat (1) disaropailkan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.”

“ Ibid., Pasal 71 ayat (1). “Penggunaan laba bersih termasuk pencntuan jumibsh
penyisiban votik cadangan sebagaimang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh
RUPS.™

Vibid., Pasal 94 ayat €1). “Angeota Direksi diangkat oleh RUPS.”

# Ihid, Pasal 96 ayat {1). “Keteotuan tentang besamya gaji dan tunjangan snggote Direksi
ditetupkan erdasarkan keputussn RUPS ™

% Ioid., Pasal 102 avat {13, “Divekst wailb memina persetujusn RUPS untuk:
#.  Mengalibkan keluvaon Peosorons stng
b, Menjadiken Jaminnn utang kekayean Persergan™

*? hid. , Pazal 104 ayst {1}, *Direksi tidak berwenang mengajukas pormohonsn patli stus
persercan sondinl kepuds pengadilan niaga sebclum momperoleh persemsjvan RUPS dengan ddak
menmeangl  kelentoan schagslmens dintur dolsm undang-undang testong  kepailitan dan
porundezn kewajiben pembaysran uteng.”

* Ihid., Pasal 105 ayat (1), “Anggota Dircksi dapat diberhentikan sewakto-wakiy
berdasarkan keputusan RUPS dengan menycbutkan alasannya™

* 1bid, Pasal 106 ay £4). “Dalam jengka wakin paling lambat 30 Qige puluk) Bari
setelah tanggsl pemborhendisn sementass harus disengparakan RUPS.Y Jo. ayat (6 “"RUPS
mencebut atau mengoatkan kepuhssan pemberhentian sementarz tersebul.”
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- Memberhentikan komisaris baik tetap atau sementara.’!

- Menyetujui rancangan pengpabungan, peleburan atau pengambil alihan, >
- Meomberikan keputusan tentang pembubaran perseroan.>

- Menerima pertanggungjawaban likuidator. >

2.1.2.5 Penyelenggaraan RUPS

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan RUPS  adalah  proses
terlaksananya RUPS, baik findakon fisitk maupun  administrasinya, darl awal
sampai akhis, yakni dan proses pemanggilannys sampal dengan pembuatan
risalah rapat dan penandatangannya

Penyelenggara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah direksi.*
Tetapi, dalam hal-hal tertentu (bils direksi berhalangan atau ada pertentangan
kepentingan antara direksi dengan perseroan) sesuei dengan ketentusn anggaran
dasar, rnaka pomanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisars.

?ﬁnyeienggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luaer Biasa dapat dilakukan
atas peprniniaan: :
a. Satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10

{satu persepulnh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara vang

P i, Pasal 111 ayat {13 "Asgpats Dewan Komisan's drangkat oleh RUPS”

¥ bid., Pasal 119, “Keteniuan mengenai pemberhamian zaggotz Direksi sebagaimana
dimaksud datam Pasal 105 mutatis muiaodis berlaky bagi pernberhentian anggsta Bewan
Komissris.”

# Ibid., Pasal 123 ayat (3). “Raucangan penggabungan schagaimana dimaksud pads ayzt
{2} setelgh mendapat persetjuan Rowan Kemisars darf setiap Perseroun diajulean kepada RUIPS
masing-masing sntuk mendapat persotejuen.”

Pasal 125 syt {4}, “Penguminiebiban veng dilakukon oleh badan hukum berbonisk
Perseroan, Ddireksi sebelum melakukan perbustas hukem pengsmbilciiban hams berdasarkan
keputssany  RUPS  yang momstiohl Ruorem kehadirun dan ketenwan tenlang  persyamtae
pengasubilan keputazan RUPS sebagaimuna dimaksud dalam pasat 892

% thid., Pasal 142 ayat (1) poin &, “Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan keputusan
RUPS.™

S Ibid,, Pasal 152 ayat (1). “Likuidator berlanggunpiawab kepadas BUPS atap pengadilan
yang mengongkatnya atas Bhuidast Perseroan yang dilskuksn.”

*% Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, {Bandung: PT Citra Adityp Bgkii,
2003}, hal, 135,

*® Indonesia {a}, ap. cir., Pasal 79 ayat (1) “Direksi menycionggarakan RUPS Tahunat
sebagaimana dimaksud dalam Pagal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya scbagaimana dimaksud datam
Pusal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
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sah atau suaty jumlah yang lebih keeil, bila diperbolehkan oleh anggaran dasar
perseroan.

b. Dewan komigans.

Penmintaan tersebut diajukan kepada direksi, dengan surat tercatat, dizerizi
dengan alasan diajukarnnya permintaan penyelenggaraan RUPS fersebut. Surat
tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham juga menyertakan tembusannya
kepada dewan komisaris. Alasan yang menjadi dasar permintaan diadakannya
RUPS, antara lain karena direksi tidak mengadakan RUPS Tabunan sesuat dengan
batas wakiu yang telah ditentukan, atau masa jabatan anggota direksi dan/atau
anggota dewan komisaris akan berakhir.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS, dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hag, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan
RUPS diterima. RUPS ini akan membicarakan masalah-masalah vang berkaitan
dengan alassn-alasan permintaan RUPS yang diajukan dan acarg apat lamnyva
yang dipandang perlu oleh dirsksi.”

Apabila direksi tidak melzkukan pomanggilan RUPS dalam jangka wakiu
tersebut di atas, maka:

z. Dalam: hal permintaan penyelenggarsan RUPS diajukan atas permintaan

pemegang ssham, maka harus dizjukan permintaan penvelenpparaan RUPS
kembali kepada dewan komisaris,
Atas permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebut pada poin a di
atas, dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS, dalam jangka
waktu paling lambat 15 Qima belag) hart techitung sejak tanggal permintaan
peayclenggaraan RUPS diterima.

b. Dsalam hal permintsan penyelsoggaraan RUPS diajukan gtas perminiaan
dewan komisaris, maka dewan komisaris melakuken pemanggilan sendiri
RUPS. RUPS tersebut hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan
alasan dari permintaan diselenggarakannya RUPS.

Pemanggilan RUPS dilakekan dalam jangka waktu paling lambat 14
{empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadskan, dengan tdak
memperhitungkan  fanggal pemanggilan dan fanggal RUPS, Pemanggilan

* 1bid., Pasal 29 ayai {8).
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dilakukan dengan surat tereatat dan/atau dengan iklan dalam sorat kabar > Jangka
wakbs 14 han adalah Jangka wakiu minimal untuk memanggil rapat. Oleh kargna
itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka wakin lebih singkat dani
14 hari kecuali antuk RUPS kedua atan RUPS ketiga sesusi dengan ketenfuan
UUPT.

Untuk pemanggilan RUPS kedua dan ketiga, dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 7 {tujub) hari sebelum RUPS kedus atauw RUPS ketiga
dilangsungkan” RUPS kedua dan/atay RUPS ketiga dilangsungkan dalam
jangkz waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (tua puluh satu}
hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.®®

Ist panggilan RUPSE, sedikitnva mencantumkan:

a. Tanggal panggilan

b. Waktu akan dilaksanakannya RUPS

c. Tempat akan ditangsungkannya RUPS
d. Mata Acara RUT'S

e. Pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tewsedia
di kantor mulai pemanggilan sampai hari RUPS diselenggarakan. Salinan
atau copy bahan rapat wajib diberikan secara cuma-cuma oleh perseroan.
Untuk panggilan RUPS kedua atau RUPS ketiga harus disebutkan bahwa

RUPS sebeluwmnya (RUPS pertama danfatau RUPS kedua) telah dilangsungkan

dan tidak mencapai kuorum.®
Untuk RUPS pada Persemw Terbuka, penyelenggaraan RUPS nya tunduk

pada ketenfuan UU Perservan Terbatas, sepanjang peraturan perundaog-undangan

di bidang pasal modal tidak menentukan lain. Termasuk didalamnya hal ketentuan

mengenai pemanggian RUPS, Scbelumn pamanggilan BUPS dilakukan, wajib

didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS.

Pengumuman inl dirnaksudkan untuk memben kesempatan pada pare pemegang

saham, bila ingin mengusutkan penambahan acara RUPS kepada direksi

* Ihid., Pass! 82 ayat {1}
*® I5id,, Pasal 89 ayat {8},
® 1hid., Pasal 89 ayat (S1
*! thid., Pasal 86 ayut (3}
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Pengumuman tersebut dilakuksn délam jangka waktu paling lambat 14 {empat
belas) hari sebelum pemanggilan RUPS,

Dalam hal pemanggiian tidak sesuai dengan ketentuan di atas, keputusan
RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atan diwakili
dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.® Apabila sudah
dapat diperkirakan bahwa selurvh pemegang saham akan hadir dalam RUPS,
maka panggilan RUPS dapat diabaikan, Arinya, panggilan RUPS tdak wajib
dilaksangkan, apabila selurvh pemepang saham dengan hak suara yang sah hadir
atau diwalali dalam RUPS, atau dengan kata lain apabila seluruh pemegang
saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka
panggilan sebelum RUPS dilaksanakan tidak menjadi syarat dan RUPS dapat
mengambil keputusan yang sah dan mengikat,

Dalam setiep penyclengparaan RUPS harus dibuat msalah RUPS-nya
Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit
I {satu) crang pemegang saham yang ditunjuk dad dan oleh peserta RUPS,
Penandatanganan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran ist
risalah RUPS tersebut. Bila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris, maka tanda
tangan tersebut tidak disyaratkan,

Selain pengambilan keputusan dengan mengadakan RUBRS, Pasal 81 UU
Perseroun Terbatas juga memberikan kesempatan kepada pemegang saham untok
mengambil keputusan tanpa mengadakan RUPS, Dalam hal ini, pemegang saham
dapat mengambil keputusan vang mengikat dilear RUPS dengan syarat semua
pemegang saham dengan hak suara menyetujui  secars  tertulis  depgan
menandatangant usul yang bersangkutan, Pengambilan keputusan yang demikian
dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular
resolution),

Cireular resohution meyupskan cara pengambilan  keputusan para
pemegang saham tanpa mekikukan RUPS secara fsik. Keputusan diambil dengan
cara menginim secara tertulis usul yang akan diputuskan kepads semua pemegang

saham, dan usul tersebut disetwjui secara tertulis oleh selurub pemegang saham,

% Ibid., Pasal 82 ayat {5).
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Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan mengikat, sepert halnya keputusan
RUPS.

RUPS dengan cara cireular resolution atsu circular Ieiter bukan
merupakan bentok RUPS tersendiri, seperti RUPS Tahunan dan RUPS Luar
Biasa. Ini hanya merupakan cars untuk melaksaogkan RUPS. Cara ini dapat
diterapkan untuk pelaksansan RUPS Tahusen atau RUPS Luar Biasa.

2.1.3 Kaoram RUPS
Korum RUPS adalah jurslah minimum pemegang saham dengan hak suara
yang sah, yang harus badir dalam rapaf. fumlah ini dibitung menumt banyaknya
saham vang dipegangnya atap yang dikuasakan kepadanya, sebagaimanas vang
ditentukan dalam anggaren dassr dan/atan peraturan perundang-undangan. Jika
kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apapun. Seteiah
kuorum terpenuhi, rapat dapat dilanjutkan, dan dapat mengambil keputusan. >
Kuorum yang dicapai bagi sabnya suatu RUPS berdasarken undang-
undang berbeda-beda, menurut materd atan masalah vang akan diputuskan. Begitu
juga besarnya jumlah pemegang sabam yang harus memberikan persetujuan agar
putusan menjadi sah.
Dilthat dari besar kecilnya persyaratan suatu kuorum, kuorum RUPS dapat
dibagi ke dalam empat katepon sebagai benkut:
#,  Kuorom mutiak; ‘
Kuorum routlak adelah suatw RUPS yang baru dikatzkan sah dapat
mengambii keputusan jika sclurub pemegang saham dengan hak seara yang
sah hadir dalam rapat tersebot. Kuorum semacam ini tegjadi seperti dalam
RUPS yang pemanggilannya tidak seswai dengan ketenfuan dslam UU
Perseroan Terbatas, tetap dapat menganmbil kepufusan vang sah jika semua
pemegang saham hadir dan disetujui dengan suara bulat.
. Kuorom mayoritas super;
Kuorum mayoritas saper adalah suate RUPS yang bars dinyatakan sah dan
dapat miengamnbil kepintusan manakala presenfase tertentu dengan hak suara

yang sah hadir datam rapat, Contohnya kuorum untuk perubahan anggaran

 Ridwan Ehairandy, op. eit., hal. 194,
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dagar. RUPS untuk membah anggaran dasar bare dapat dilaksanakan jika
dibadiri 2/3 {dua pertiga) bagien daf jumlsh pemegang saham dan
keputusan seh jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dasd suara
yang dikeluarkan.

¢ Kuorom mayorilss simpel; dan
Kuorum mayoritay simpel {foayorilas bissa) adalsh suafu RUPS yang banu
dinyatakan ssh dan dapst menpambil keputusan jikz lebih sefengah
pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut.

¢, Ruorum pon mayoritas,
Kuorum non mayoritas adalah suate RUPS yang sudah dinyatakan sah dan
dapat mengambil keputusan meskipun fidak sampai lebih dant ¥ pemegang
sabarn dengan hak suara yang sah yang badir adalam rapat tersebut. o

Kuorum RUPS dalam UU Perseroan Terbatas
Dalam Pasal 86 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, diatur besarnya kuorom
RUPS, yaita sebagai berikut:

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam dalam RUPS lebih dan 4 (satu
perdua) bagian dari jumlah selomuh saham dengan hak suara hadir atan
diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan
jumlah kuorum yang lebih besar.®

Dalam hal kuorum RUPS di atas tidak tercapai, dapat dilangsungkan
RUPS yang kedua, Kuorurn RUPS kedua ini ditentukan lebih kecil dari kuorum
RUPS pertama. Ketentuan kuorurma RUPS kedua terdapat dalam Paszl 86 ayat (4),
yang berbunyi demikian,

RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 173 (satu pertiga}
bagian dari fumlah selunsh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
kecuali anggaran dasar menentukan jumiah kuorum yang lebih besar.*
Suste Perseroan Terbatas tidak boleh menentukan kuorum vang lehik rendah

daripads Kuorum yvang ditentukan oleh UU Perseroan Torbatas,

# Ridwan Khalrandy, op. oft,, hal. 196,
** Indonesia (a), op. ¢ib, Pasal 86 ayat {1}
9 thid., Pasal B avat (4),
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Jika RUPS kedua kembali tidak tercapai kuorwm, dapat dimohonkan
kepada Ketua Penpadilan Negerd, vang daerah hukvmnya meliputi fempat
kedudukan perseron, untuk menstapkan kuorum RUPS ketiga, Disini diperlukan
penciapan ketus pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS kefiga.

Selain menetapkan mengenal kuorum untuk RUPS dengan agenda yang
umum, U1 Perseroan Terbatas juga menetapkan kuoram RUPS untuk mengubah
anggaran dasar, ©’ sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 ayat (1) UU Perseroan
Terbatag:

RUPS untuk mengubah angparan dasar depat dilangsungkan jika dslam
rapat paling sedikit 2/3 {dua pertiga) bagien dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadiv atau diwakili dalam RUBS dan keputusan adalah
sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara
yang dikelvarkan, kecoali anggaran dasar menenfukan kuorum kehadiran
danfatggu ketentuan ientang pengambilan keputusan RUPS vang lebih
besar.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS unfuk mengubsh anggamn
dasar tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua
sah dan bedhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 {tiga
perlima) bagian dari jumlah seloruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
dalam RUPS. Keputusan RUPS gah jika disehajui paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
bagiann dari jumlah spara yang dikelvarken, kecuall jika onggaran dasar
menentukas kuorum dan/aiau kelentuan tentang pengambilen keputusan RUPS
vang lebih besar.™

Sedangkan untuk tindaken-tindakan khusus, yaitu penggabungan,

peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan kepailitan

* Anggaran dasar sekurang-kursngnys memuat:

namu dan iompat kedudukan perseroun,

mazksud dan tujuan serto kopiatan ussha petsersan,

jampks wakiu berdinmya perseroan,

besarnys jumnibah modal dasar, medal ditempatkan, dan madal disetor,

jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah sabiam untuk tap klasifikasi hak.
hal yang melekat pada sctiap saham, dan nilai nominal setiup saham,

awrs fbetan dan jumlah anggot direksi dan dewsan komisaris,

penctapan tempat dan iala cara penyeionggarsan RUPS,

tata cars penganpkaton, peaggantien, pemberhientisn anggota dirskas dan Dewen Komisaris,
tata cars penggunaan laba dun pembagine dividen,

SN e

=

* Indonesia {a), op. eit., Pasal 88 ayat (1)
® Ihid., Pasal 88 ayat {3).
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perseroan, perpanjangan jangka wakty berdiri perseroan dan pembubaran

perseraan, ULT perseroan Terbatas mengatur dengan besaran kuorum vang lebih

besar, yaite 3% (tiga perempat), schagaimana yang tercanfum dalam Pasal 89 ayat

(Ix

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat
dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit % (ligs perempat) bagian
dari jumlah gelurnh sabam dengan hak suam hadir atau diwakili dalam
RUPS dan keputusan adalah seh jika disetujui paling sedikit % (tiga
perempat) bagian dan jumiah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran
dasar menentukan kuorum  kebadiran dan stau  kefentuan  tentang
persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebil besar. ™

Dalarn hal kvorum kehadian dalam RUPS pertama tidak fercapai, dapat

diselenggarakan RUPS kedua, sebagaimana diatur dalam Pagal 89 ayat (3) UU

Perseroan Terbatas

RUPS kedos scbagaimana dimsksud pada avat {2) sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
bagian dari jumlab selurvh saham dengan hak suara hadir atay diwakili
dalam RUPS dan keputusan adalsh sah jika disetujui oleh paling sedikit %
(tiga perempat) bagian dari jumlah suarm vang dikeluarkan, kecuali
anggaran dasar menentukan kuourm kehadiran danfatauketlentuan tentang
persyaratan pengambitan keputusan RUPS yang lebih besar,” !

Selain ity, ketentuan kuorum schagaimana diatur dalam 89 UU Perseroan

Terbatas, juga beriaku bagi RUFS pntuk menyetujui Sndakan direksi sebagaimana
dimaksud Pasal 102 (1) jo. Pasal 102 ayat (3).

Pagal 102 (1) UU Perseroan Terbatas

Direksi wajb meminta persetujuan RUPS untuk:
a. mengalibkan kekayaan Persercan; atau

b. menjadikan jaminan uiang kekavasa Perseroan;

yang mempakan lebih dard 50% (Jima puluh persen) jumlab kekayaan
bersih Perseroan dalam | (satu) transaksi atau lebih, baik vang berkaitan
satu sama lain maupun tidak ™

Pasal 102 ayat (5):

Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan fentang pengambilan
keputasan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis

* 1bid, Yasal 89 ayat (1)
M Hhid., Posal 89 ayat (31
"2 fbid., Passl 102 ayat (1),
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berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Mekanisme keputusan RUPS didasarkan pada kuorum yang ditentukan
dalam anggaran dasar perseroan. Bila kuorum tidak tercapai, maka RUPS akan
gagal dalam mengambil keputusan. Penyimpangan atas ketentuan tersebut hanya
dimungkinkan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Walaupun kuorum suatu RUPS tidak tercapai, rapat tetap harus tetap
dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan
bahwa RUPS tersebut tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan
selanjuinya dilakukan pemanggilan RUPS kedua.

Konsekwensi tidak dapat terlaksananya RUPS dapat bermacam-macam,
tergantung dari agenda RUPS tersebut. Akibat macetnya penyelenggaraan RUPS
juga dapat berakibat pada kinerja perusahaan. Contohnya, dalam hal direksi
membutuhkan persefujuan RUPS untuk menjaminkan sebagian besar aset
perseroan guna memperoleh kredit dan bank. Bila RUPS mengalami kebuntuan,
dana yang seharusnya dapat diperoleh perseroan juga tidak bisa didapat, karena

tidak ada persetujuan RUPS. Hal ini tentu akan mempengaruhi kinerja perseroan.

2.2 Permohonan Penetapan Kuorum Kepada Pengadilan Negeri menurut

Teori dan Praktik
2.2.1 Pengertian Permohonan dan Dasar Permohonan Penetapan

Dalam hukum acara perdata, permohonan sering juga disebut gugatan
voluntair. Sebutan ini dapat dilihat dahulu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU
No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999, vang menyatakan
“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan
mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan
dengan yurisdiksi voluntair.”

Ketentuan Pasal 2, maupun penjelasan tersebut tidak diatur lagi dalam UU
No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai pengganti UU No. 14

tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, disamping kewenangan

™ Ibid., Pasal 102 ayat (5).
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badan peradilan penyelesaian masalah atay perkera yang bersangketan dengan
yurisdiksi confentiose yaitu perkara sengketa vang bersifat partai {ada pihak
penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelcsaian massiah atau
petkars voluntair yaitu gugaten permohonan secara sepihak tanpa ada pibak Iain
yang ditarik sebagai tergugat.

Permohonan atau gugatan voluwrair adalah permasalahan perdata yang
diajukan dalam bentuk permobonan vang ditandatangani pemohon atan kuasanya
yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Neger. ™ Cirf dari permohonan adalah:
a. Masalab yang diajukan bessifat kepentingan sepihak semata (for the bengfit of

one pariy only}, maksudnya:

~  Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang
sesvatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum.

- Pada prinsipnya, apa yang Jdipermasalabkan pemohon tidak terkaft dengan
hak dan kepentingan orang lain.

b. Permasalaban yang dimohon penyesuaian kepads Pengadilan Negeri, pada
prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Berdasarkan ukuran ini, tidak
dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atu
pemiliken maupun penyerahan Serts pembayaran sesuatu oleh orang lain atau
pihak kstiga. :

¢. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi

bersifat ex-parte.”

Fundamentum petendi atau posita’® (disebat jugs positunt) permohonan,
tidak serunit dalam gugatan perkars contentiosa. Landasan hukum dan peristiwa
vaug menjadi dasar permiohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan
hukum {rechtsver houding) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum

vang dipersoalkan. Pada prinsipnya, fundamentum petendi atau  posita

 thid, hal. 110 angka § huraf (a).
- ™ Benar berar momi don mualak satu pihak.

* Dkt vang menggambarken adanys hubungan vang meniadi daser ataw uralsn dan
saalg bt '
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permohonan didasarkan pada ketenfuan pasal undang-undang yang menjadi alagan
permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang
dthadapi pemohon.

Dalam UL Perseroan Terbatag, dideskripsi apa saja yang dapat dijadikan
dasar hukum (rechtsgrond, basic law) permohonan secara voluntair, antara lain: '
a. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan pasal 7 ayat (6)°.

Dimana otang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan
pembubaran ke pengadilan negeri atas alasan apabila telah lewat enam bulan
pemegang saham kurang dari dua orang;

b. Permohonan izin melakukan senditd pemanggilan RUPS kepada Ketua
Pengadilan Negerl berdasarkan Pasal 80 ayat (1), yaitw dimana pemegang
saham yang meminta penyelenggarasn RUPS dapat mengajukan permohonan
kepada ketua pengadilan meged yang daersh hukumpya melipotl tempat
kedudukan perseroan untuk mneiapkar; pemiberian izin pada pemohon
melakukan senditi pemanggilan RUPS tersebut ™

¢. Permohonan kepada ketwa Penpadilan MNegeri untuk menetapkan kuorum
RUPS ketiga, apabila kuoram RUPS kedua tidak tercapal. Sesual dengan pasal
86 ayat {8} UL Perseroan Terbatas,

™ Indonesia (a), ap.cit. Pasal 7 ayat (8). “Dalans ha! jangka wakws sehagaimana dimaksud
pada ayat (3} telak Jilarapevi, pomoypng saham tetap korang dori 2 (dua} srang, pemegang scham
bertanggung jawab scoara pribadi s sepala periketan dan kerugizn Perseroan, dun otas

pormohonzn pibak yang berkepentingan, pengadilun negeri dapsr membubarian Perseroan
tersehut.”

8 Ihid., Pasad 80 avat (1) “Dolam hmd Direksi dan Dewan Komisaris tidak melokodkan
pemangpilan RUPS dalam jangks waktu sebagaimmsg dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3} dan ayat
{7), pemegang saham yang memints penyclenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonpan
kepada ketus pengadilan negert yang dasrah hokumnys meliputi tompat keduduken Parsercan

untuk menetapkan pemberian dzin kepads pemohon melekukan senditd pemanggitan RUPS
fersebut.” -
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d. Permohonan pailit oleh direksi secara voluntary petition (atas permohonan
sendir) berdasarkan pasal 104 ayat (1) asalkan peomohonan fersebut
berdasarkan putusan RUPS?;

e Permohonan pemeriksaen oleh Pengadilan Negerdd mengenai perbuatan
melawan hukum yang dilakukan perseroan atau yang dilakukan direksi
maupun dewan komisaric vang merugikan perseroan, berdasarkan pasal 138
ayat {21.%

f. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negen unfuk menetapkan penggantian
seluruh atau sebagian blaya pemeriksaan perseroan kepada pemohon, direkss,
atau dewan komisaris, berdasatkan pasal 141 ayat (3).*

g Pormohooan pembubaran perseroan kepada Penpadilan Negeri berdasarkan
Pasal 146 avat (1),

h. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat likwidator
baru dan menghentikan likuidator lama berdasarkan pasal 151 ayat (1)* atas
alasan tidak melaksanakan tugas.

 thid, Pasal 104 ayat (1. "Dircks tidek berwenang mengajkan permohonsn pallit stas
Perseroan sendit kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleb persetujuan RUPS dengan tidak
mengurangt ketenivun schapnimans distur delam Undang-Undeng {entesg Kepailitan dan
Penundsan Keowsiiben Pembayaran Utang ™

2 Jhid., Pasal 139 ayat (2). “Pemeriksaan sebagaimana dimaksad pada ayvat (1) dilakukan
dengan mengajuksn psomohonan secars lertulis beserta slasannya ke pengadilan pegeri yung
dagrsh hukumnyns meliputl tompat kedudukan Perseroan.”

¥ 1hid., Pasal 181 ayer (3). “Keiua pengadilan negeri atas permobonan Perscroan dapat
membchankan penppentian selureh alaw sebagion biays pemeriksaan sebagaimans dimslsud pads
ayat {2} kepada pemohon, saggaots Dircksi, danfatau anggota Dewan Komisaris.™

W bid., Pasal S0 ayat {1}. “Dakim hal likeidator tidak dapat melaksanakan kowajibannys
sebagaimana dimeksud dalem Pasal 149, atas permohonan pibak yang berkepentingan ataw atas
permohonan kejaksaan, kelua pengadifan negeri dapat meaganpkat likuidator haru dan
mentharhentikan Hkaidaos R ™'
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2.2.2 Pemeriksaan Permohonan dan Upaya Hukum atas Penetapan
2.2.2.1 Pemeriksasn Permohonan

Qleh karena yang tertibat dalam permohosan hanya sepihak, yaitu
pemohon sendir, proses pemeriksasn permohonan hanys secara sepibak aau
bersifat ex parte. Pihak yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan
hanya pemohon atau kuasanys, €idak ada pihak lawan atau tergugat. Pemeriksaan
sidang benarbenar hadir uniuk kepentingan pemohon. Oleh karenanya, yang
tertibat  dalam  penyclesaizo  pormesalaban hukum, hanya sepibsk  yaitu
permohon.®

Pada prinsipnya proses ex-parte bersifat sederhana, yaitu
a. Hanya mendengar keterangan pemohon atau kussanya schubungan dengan
permohonan,

b. Momeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohan, dan
¢ Tidak ada takap replik duplik dan kesimpulan.

Jika permohonan umumnya bersifat ex-parie, bagaimana halnya dengan
permohivnan penctapan kuorrs RUPS ketiga? Jika Kita Yhat Iebih datam, meka
gugatan volunfair Oslam masalah perseroan biasanya tidak hanya melibatkan satu
pihak saja, tetapi juga melbibatikan pthak lain. Sebagai contoh, permohonan
penetapan kuorwm RUPS keofiga suatu persercan. Palam permohonan penefapan
kuorum ketiga, ada kepentingan piliak lain, yaitu pemegang saham yang tidak
hadir dalam RUPS pertama dan KUPS kedua,

Kargna menyangkut kepentingan pihak ketipa, tentulah pemerikssanys
tidak dapat disamakan dengan perroohonan peda  umumnya.  Mengenai
pemeriksasn atas permohonan penctapan kuomum RUPS ketiga, Mahkamsh
Agung Republik Indonesia sudah mengakemodastkannya dalam Pedoman Teknis
Administrasi Jdan Teknis Peradilan Pesdata Umum Edisi 2007, yang selengkapnya
berbunyi:

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabuolkan
permohonan apabila hal ifu difentukan oleh peraturan perundang.-undangan.

¥ Yahya Horahap, Hukum Acera Perdata tentang Gugaian, Persidangan, Penyitaan,
Ponibuldian dun Putsisan Pergadifan, (Jekarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 38,
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Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang
akan dilakukan oleh pengadilan atas pemohonan dari pihak yang
berkepentingan antara lain sebapaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-
Undang 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa,
Pasal 110 dan 117 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebapai perkara voluntair
yang diperiksa secara ex parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang
lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu
pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, schingga
asas audi et alteram partem terpenuhi.*

Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum
Edisi 2007 tersebut, diatur bahwa walaupun dalam undang-undang disebutkan
sebagai permohonan, namun tidak dapat diartikan permohconan tersebut akan
diperiksa secara ex-parte. Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, disebutkan beberapa contoh pasal mengenat
permohonan ini yang ada dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Antara lain adalah Pasal 110 dan 117. :

Pasal 110 UU No. 1 tahun 1995, berisi mengenai permohonan ke
pengadilan negeri bila ingin melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, dalam
hal adanya dugaan bahwa perseoan atau anggota direksi atau komisaris yang
melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham.®
Sedangkan Pasal 117 UU No. 1 tahun 1995, mengenai permohonan kepada
pengadilan negeri unfuk membubarkan perseroan.®
Pada prinsipnya, sama dengan yang dimaksud dalam Pedeman Teknis

Adminisirasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, permohonan
penetapan kuorum RUPS ketiga ke pengadilan neged juga melibatkan pihak lain

% Mahkamah Agung Republik Indoncsia. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradilan Perdata Umum Buku IT, (MARI, 2007), hal.44.

# Indonesia (c), Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. | Tahun 1995, LN No. 13
Tahun 1995, TLN No. 3587, Pasal 110 ayat (1), (2) dan (3).

% Ibid., Pasal 117 ayat (1). “Pengadilan Negeri dapal membubarkan Perseroan atas:
a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum
b. permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1710 (satu persepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sab;
¢. permohonan kreditor berdasarkan alasan:
(1) perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
(2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah
pernyataan pailit dicabut; atau
{3) permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam
Alkta Pendirian Perscroan.”
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yang berkepentingan, selain pemohon. Dengan mengacu pada Pedoman Tekmis
Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum di atas, makz dapat
disimpulkan, bahwa walaupun diajukan dalam bentuk permobonan, tidak dapat
diartikan permohonan penetapan kuomm RUPS ketige hanya dipenksa secara ex-
parte. Karena adanys kepentingan pihak lain, selain pemochon, sudah sewajarmnya
pengadilan negeri juga mendengarkan pihak-pihak vang berkepentingan, dalam
hal ini pemegang sabam persercan, terutama pemegang saham yang tidak datang
dalam RUPS pertama dan kedua, sehiogga asas audi et alteram parten”
terpenuhi. Dengan mendengar dari pihak lain, selain pemohon, diharapkan hakim
dapat melihiat, dengan obyektif, latar belakang tidak tescapainyz kuorum RUPS
pertama dan kedua,

Hakim harus dapat melibat, apakah ada itikad baik dan si pemohon vang
meminia penurunan kuorum RUPS kentiga, dengan tojuan dapat mengambil
keputusan RUPS tanpa kehadiran pemegang ssham ferfentu. Hakim dapat
mempertimbangian aIasama}asaﬁ ini dengan cars mendengarkan keterangan dari
pthak yang berkepentingan, yaitu pemepang seham lain yvang tidak hadir dalam
RUPS pertama dan RUPS kedua.

2.2.2.2 Upaya Hukum Terhadap Penetapan

Dalam hal permohonan penefapan kuorum tersebut dikabulkan olch
pengadilan negeri, apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan olch pihak
yang borkepentingan ftersehut? Unfuk meniawab pertanyasn tersebui, akan
difelaskan hal-hal berkenaan dengan penetapan, scbagai berikut:

a. Penctapun ates permohonan meripakan putusan tingkat periama dan terakhir.
Hal ini tentu sesual dengan dokirin dan praktik yang berlaku, dimana
penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau
voluntair, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama
dan terakhir,

¥ Awii ot alteram partem mernpaban ssys veng dikenal dalom pemeriksaan gupatun
conientiosa, dimar pemeriksaan persidangen bharus meodengsr kedur belah pihak sgowpra
seimbong. Yahys Harshap, Fukum Acare Perdoia temang Gugatan, Persidangan, Fenyiteow,
Pombrkiton dan Patusan Pengadifan, (Jekara: Sinae Grafiks, 200%), bal 72,
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b. Terhadap putusan peradilan tingkat pertama vang bersifat pertama dan
terakhir, tidak dapat diajukan banding.
Terkadang, undang-undang sendiri secara tegas mengatakan, bahwa penetapan
atas permohonan itu, bersifat tingkat pertama dan terakhir. Namun, ada juga
yang tidak secara tegas mengatakan terhadap penetapan yang dijatubkan atas
permohonan, tidak tunduk pada peradilan yang lebih tinggi.
¢. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah kasasi.
Kebolehan mengajukan kasasi terhadap penetapan atas permohonan merujuk
secara analogis kepada penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985,
tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan UU WNo. 5 tahun
2004.
Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985, mengatakan bahwa “permohonan
kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah
menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang."“ Penjelasan pasal tersebut berbunyi “Perigecualian dalam ayat (1)
pasal ini diadakan karena adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang
oleh UU tidak dapat dimohon banding,”’
Dengan memperhatikan penjelasan pasal di atas, maka disimpulkan bahwa
oleh karena penetapan yang dijatubkan terhadap permohonan tidak dapat
dibanding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi
berdasarkan pasal 43 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut.
Bagaimana bila penetapan yang dihasilkan itu merugikan pihak lain yang
turut berkepentingan dengan hasil penetapan? Menurut Yahya Harahap, dalam
bukunya disebutkan, apabila terjadi peristiwa pengajuan permohonan atau
gugatan voluntair yang keliru, pihak yang dirugikan dapat mengoreksi dengan
cara:

1. Mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses
pemeriksaan berlangsung.
Perlawanan ini sangat bermanfaat untuk menghindani terbitnya
penetapan yang keliru. Dengan demikian, memberi hak kepada orang
yang merasa dirugikan kepentingannya:

% Indonesia (d), Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73
Tahun 1985, TLN No. 3316, Pasal 43 ayat {1).

* Ibid., Penjelasan Pasal 43 ayat (1).
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o Pihak yang meraga dirugikan tersebut bertindak:
-sebagai pelawan
-sedang pemohon ditartk sebagai terlawan

» Dassr perlawanan, ditujukan kepads pengajuan permohonan
gugatan vohuwtair tersehut,

2. Mengajukan gugaten perdata.

Apabila ist penetapan mengabulkan permohonan dam pibak yang

merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan

penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan
perdate biasa. Dalam hal ini:

» Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat, dan
pemohon ditarik sebagai tergugat;

s  Dalil gugstan bertitik tolak dard hubungan hukum yang terjalin
aptara dirl pengguget dengan permasalahan vang  digjukan
pemahon dalam permohonan.

3. Mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas
penetapan.
4. Mengajukan upaya Peninjanan Kembali (PX). %

Menurut pendapat penulis, upaya-upaya hukum terscbut di atas merupakan
hal-hal yang dapat dilakukan pihak yaog disugikan atas permohonan penctapan
pada umumnya. Sebagaimana diketahui, permohonan pada umumnya bersifat ex-
parte, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Sedangkan dalam
permohonan pepetapan kuoram RUPS, ada pihak yang ditarik sebagal pihak
termohon, vaitn pthak vang berkepentingan, dalam hal ini pemepang sabam
perseroan vang menjadi termohon. ;

Dengan adanya pernegang saham sebagai pihak dalam permohonan, maka
hakim pengadilan negeri juga akan mendengarkan jawaban, alasan ketidak
hadirsn dan pendapat dari para pemegang sahamn mengenai diajukannya
permehonan  penetapan ite oleh pesseroan. Oleh karenanya, dapat terjadi
pemeriksaan vang seimbang, dari sisi pemohon dan termohon,

Selanjutnys vang menjadi pertanyaan, apakah alas penetapan kuorum
RUPS ketiga juga dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana disebut di atas?
Uniuk melitiat kemungkinan apa yang dapat dilakukan oleh pihak lain atas
penetapan, maka harus melihat kemball pada peraturan yang mengator pengajuan
permohonan ferscbut Umguk melihat bagaimana aturan mengenal pemohonan

% Yahya Harahahap, ap. cit., hal, 44-45.
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penetapan RUPS ketiga, dapat dilihat pada Pasal 86 U Perseroan Terbatas yang
menjadi dasar dapat dilakuksnnys permohonan ind,

Dalam Pasal 86 ayat {7) UU Perseroan Texbatas, disebutkan dengan tegss bahwa
Penctapan ketus pengadilan negen wengenai kworum RUPS scbagaimana
dimaksud pada avat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum fetap.
Tentang aps yang dirosksud bersifat final, dan mempunyei kekuatan hukum vang
tetap, dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 86 ayat {7) UU Persercan Terhatas,
yaity bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi alen
peninjauan kembak”' Sehingga, bila permokonan ditolak, maka pemohon fidak
dapat melakukan banding atan pun kasasi atau peninjavan kembali.

Bila, memang pemegang sabam fidak dimasukkan sebagai pihak dolam
permohonan penetapan ini, maka pemegang saham yang merasa dirugikan dengan
hasil penetapan, dapat wengajukan upaya hukum atas penetapan ini. Upaya
hukum tersebut adalah dengan rengajukan peslawanan terhadap permohonan
selama proses pemeriksaan berlangsung, mengajukan gugatan  perdata,
mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan,

dan mengajukan upaya peninjauan kembali, sebagaimana disebutlcan di atas.

2.3.  Penctapan Pergadilan Negeri Jakarta Selatan Neo. 240/Pdt.P/ 2008/
PN.JKT. Sel., tentang Penetapan Kuerum RUPS ketiga PT BS

Para pitak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakartz Selatan No. 240/Pdt P/

2008/PN KT, Seladalale

Pemohan (FTBS

Termohon : PT SMS

Turut Termohon: TL (M) Sdo. Bhd.

231  Latar Belskang Diajukannva Permohenan Penetapan Kusrum
RUPS ketiga oleh PT BS

Latar belakang diajukannya permohonan penetapan kworum ini dapat

dilibat dalam Permohonan yang diajukan oleh PT BS, yang telah terdafiar di

¥ sadunesia {a), op. oir., Penjelasan Pasal 86 ayat {73
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Kepaniteraan Pengaditan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 2008
dibawah Register No, 240/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. PT BS adalah suatu perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. PT BS
merupakan perusahaan PMA™ yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa
sawit.

Pemegang saham terakhir PT BS, berdasarkan Akta Pernyataan tentang
sebagian Keputusan Rapat Usnum Pomegang Saham Tahunan Persercan No, 6
tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat dihadapan H. Paclindungan L. Tobing, SH.,
Notaris di Jakarta, adalah:

1. TL (M) Sdu. Bhd.” selaku pemegang 1.249.411 (satu juia dua ratus empat
pulub sembilan empat rafus sebelas) saham, atan seluruhnya mewakili 56%
(lirna puldeh soan persen) dart jumlah total modsl yang telah dilempatkan dan
dizmbil bagian dalam FT BS.,

2. PT $MS,* selaku pemegang 581,679 (sembilan ratus delapan puiwh satu ribn
enam ratus tujuh puluh sembilan) saham, atau selurshnya mewakili 44%
(empat pulub empat persen) dar jumlah total modal yang telah ditermpatkan
dan diambil bagian dalam PT ES.

Jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor pada PT BS adalah

2.231.09¢ (dua juta dua atus tiga puluh gatu ribu sembilan puluh) saham.

Dengan lahimya UU Pemseroan Terbatas, PT BS bermaksud untuk
menyesuaikan anggaran dasar PT BS dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.
Sebagaimana diketabui, UL/ Perseroan Terbatas mewajibkan seluruh persercan
vang telah mempersleh ststus badan hukum untuk menyesusikan anggaren

“ PMA merupakan singkatan dari Ponaoaman Moda! Asing. Menurut Hulman Panjaitan,
dan Anner Mangatur Sianipar, PMA adalah susty kegiatan penanaman yeng di dalamny terdapst
uAsur asing {foreign elenrent), unsur auing wana dapel dilentukan oleh adenya kewargancgarasn
yang berbeda, asal modal dan scbagainye, Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar,
FHukum Pernananan Modal Asing, {fakare OV Indhill Co, 2008}

 Suatw perusahaan yaog didivikan berdasarken Mafaysian Companies Acr 1963, dibawaly
nomor seistrasi 312715, berkedudukan di Tiara Labuan, Jalan Tanjung Batu, §7000 F.T. Labuan,
Malaysia.

* Suaw Perseroan Terbatas yang diditikan menurut dan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia, berkedudukan di Jekarta, berkantor di Gajah Mada Tower, lantai 20, Suite 01,
Jalan Gzjah Mada No. [9-26, Jakarta Pogat,
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dasarnya dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.” Penyesuaian mana harus

dilskukan paling lambat tangpal 16 Agustus 2008.

Untuk melskakan penyessaian anggaran dagar tersebut, maka periu
dilakukan perubshan anggaman dasar PT BS. Keputusan untuk melakukan
perubahan anggaran dasar wajib difetapkan oleh RUPS. Karenanya, PT BS
bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Luar biasa. Untuk keperluan RUPS
Lvar Bissa ini, direksi PT BS telah melakukan pemanggilan kepada pars
pemegang saham PT BS. Pemanggilan dilakukan dengan mengirimkan surat
tercatat/undangan tertangpal 29 Juhi 2008 yang ditujukan kepada pemegang saham
PT BS, dengan agenda yaitu penyesnalan Anggaran Dasar PT BS dengan UU
Perseroan Terbatas. RUPS Luar Riasa tersebut akan dilakekan pada tanggal 14
Agustus 2008,

Pemanggitan untuk menghadirt RUPS tersebut, telah memenuhi ketentuan
yang disyaratkan dalam UU Perseroan Terbatas, vaitu pasal 81 ayat (1) dan
Pasal 82 ayat (1), {2}, (3} dan (4),”’ dimana permanggilan untuk RUPS Luar Biasa
PT BS telah dilakukan scbagai berikut:

a. Pemanggilan RUPS Luar Biasa pertama FT BS dilakekan direksi PT BS
dalam wakiu fangka wakiu 14 {empat belas) hari sebelum RUPS Luar Biasa
pettama diselenggarakan.

b, Pemanggilan dilakukan dengan cara mengiriskan surat tercatat

¢. Dalam surat {ercatatundangan telah dicantumkan tanggal, waktu, tompat dan

maia acara rapat; dan

* tndenesia (1), op. cit., Pasal 157 (3}, “Perseroan yang tokah memperoleh statiss badan
hukum: burdusarkan peraturan perundang-undangan, dalam janghka wakeu 1 (satu) tahun setelah
berlakunya undang-undang ini wajib menyesuatkan anggaran dasarnyn dengan ketentuan undang-
undang i

¢ Ihid., Pasal 81 ayat {I). “Direksi melokukan pemanppilan kepada pomegang seham
schelum menyeionggaraken RUPS

* Hbid,, Pasud 82 syar{ 1), (2), (3) den {4).

(1} Pemanggilan RUPS dilakukan daiers mogka walty paling lambat 14 {gmpat belag} han
gebelum ianggal RUPS disdakan, dengan tidak memporbitungkan tanggal pemanggilan dan
tangeal RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surst Tereatat dundatsy dengan ikian dalam Swrat
Fabar

{3} Delsm panggilan RUPS dicantumkan fanggal, wakiy, tempat dan mats acars rapa diserlai
pemberitahuan babwa bahan yang skan dibicarakan dajam RUPS wersedia di Kantor Perseroan
seiak tanggal diakukan pemanggilas RUPS sampai dengan tanggal RUPE diadakan;

{4) Persercan wajib memberiksn salinan bahan sebagaimana dimaksud pads syat (3) kepada
pemegang saham secarz cuma-cuma jika diesing”
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d. Bahan RUPS Luar Biasa Pertama telah dikironkan dan diferima oleh para
pemegang sabam, yaitu PT SMS dan TI. (M) Sdn. Bhd.

Namun, pada hari pelaksansan RUPS Luar Biasa tersebut, tanggal 14
Agustus 1008, tidak seluruh pemegang sabam hadic, Meskipon seluruh pemegang
saham telah dipanggil secara patut, RUPS Lusr Bigsa PT BS hanya dibadird oleh
satuy pemegang sabamnya, vaitu TL (M) Sdn. Bhd,, selaku pemilik dan pemegang
1.245411 (satu juta dua ratus empat polub sembilan ribu empat ratus sebelas)
saham atau scbesar 56% (lima puluh enam persen) dart fotal modal vang telah
ditempatkan dan diambil bagian djalam PT BS. Sedangkan pemegang saham yang
lainnya, yaitu PT 8MS, tidak hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut.

Berdasarkan pasal 25 ayat (1) buref s angparan dasar PT BS, RUPS untuk
menpubah angparan dasar hanya dapat dilangsungkan jika dalam apat paling
sedikit dihadivi oleh 2/3 (dua pettiga) bagian atan 66,6% (enam puleh enam koma
enam persen) dexi jumlah seluruh sabam, dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua
pertiga) bagian atau 66,6% (emam puiuh enam koma enam persen) dari jumiah
seluruh saham,

Meskipun kvorum kehadiran pada RIUPS Luar Biasa terscbut tidak
tercapai, namun RUPS Luar Biasa PT BR, tanggal 14 Agustus 1608, tetap diluka
dan kemudian ditutup, Sclanjotnya, dalam notulen mpat, dicatal mengenai tidak
tercapainya kuorum kehadizan. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Fasal 86 ayat
{2) U Perseroan Terbatas.”

Karena knorum kebadiran pada RUPS Luar Biasa pertama tidak tercapai,
maka PT BS bermaksud kembal menyelengparakan RUPS Luar Biasa vang

** Pasal 25 ayat {1} huruf a Anggaran Dasar FT BS.

“Perubiahan anggaraa dasar harus diputuskan berdasarkan suate kepeiusan Rapat Umam
Pemeguny Naburn Lugr Blasa, yang dihadinl olch psra pemegang szhem danfotou kusse pars
pomegang ssham yang mowakili paling sedikit /3 {dus pertigs) bagian dan jumiah seluruh saham
vang telah dikelasrkon dengan hak suavg vang sah, dan kepuiusen harus diambil berdasarkan soars
sehgy paling sedikit 273 {dua per tiga bagian dari fumiah selureh saham yang dikelusrkan denpan
hak suara yang sab”

¥ Indonesia ), op. cit, Penjelasan Pasal 86 syat {2), “Dalar hal kuorury RUPS pertama
tidak tereapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutap dengan membuat notulen rapat yang
menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat ditanjutkan karena kuorum tidak tereapai dan
selanjutnya doput disdakan pemanggilan RUPS yang kedua.™
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kedua, Unituk keperluen penyclenggaraan RUPS Luar Biasa kedua, PT BS

melakukan pemanggilan dengan cara mengirimkan surat tercatat, terianggal 20

Agustus 2008, yang ditujukan kepada scluruh pemegang saham PT BS. Selurch

pemegang saham PT BS diminta agar hadir dalam RUPS Luar Biasa kedua,

dengan agenda rapat yang sama, yaitu penyesuaian anggaran dasar PT BS dengan

ULJ Perseroan Terbatas. RUPS Luar Biase kedua PT BS akan disclenggarakan

pada tanggal 28 Agustus 2008.

Pemanggilan unfuk menghadiyi RUPS kedua int telah memenohi ketentuan
pasal 81 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (1), (2), (3) dan (4} UU
Persercan Terbatas dan Pasal 86 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, karena
pemanggilan RUPS Luar Biasa kedua PT. BS telah dilakukan dengan cara:

a. Pemanggilan RUPS Luar Biasa kedua dilakukan direksi PT BS dalam jangka
wakty 14 {empat belas) hari sebelum RUPS [war Biass kedua
diselenggarakan;

b. Pemanggilen dilakukan dengan cara mengirimkan surat tercatat;

c. Dalam surat tercatatfundangan telak dicantumkan tanggal, wakw, tempat dan
mafa acara rapal; dan

d. Baban KUPS Luar Biasa kedua telah dikirimkan dan diterima oleh PT SMS
dun TL (M) Sdn. Bhd ;

e. Dalam surat zez:catzzfzmdangazz diberitahukan bahwa bahen RUPS Luar Biasa
kedua tersedia di kantor PT BS sejuk tangpal pemangpilan RUPE Luar Biasa
xedua; dan

f Dalam surat tercatatundangan disebutkan bahwa RUPS Luar Biasa pertama
telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.,

Namun, scpert halnya dengan RUPS Luar Biasa pertama, meskipun telah
dilakukan pemanggilan secara patut kepada seluruh pemegang saham PT BS,
RUPS Luar Biasa kedua PT BS hanya dibedin oleh satu pemegang saham yaitu
TL (M) Sdn. Bhd., pemegang 1.249.411 (satu juta dua ratus empet puluh sembilan
ribu empat ratus sebelas) saham atau sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari
total modal yang telah ditempatkan dan digmbil bagian dalam FT. BS. Sedangkan
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pemegang ssham lainnya, yaitu PT SMS, tidak hadir dalam RUPS Luar Biasa
kedua tersebut.

Berdasarkan pasal 88 ayat (33 UL Perseroan Terbatas,'™ maka RUPS Luar
Biasa kedsa, dimanz berfujuen untuk mengubah enggaren dasar, dapat
dilanpsungkan jika dalam repat paling sedikit dihadiri oleh ¥/5 (figa pedima)
bagian atau 60% (enam pulul persen) dari jumiak seluruh saham dan keputusan
disetujui oleh 2/3 (dua per tiga} bagian atau 66,6% (enam puluh enam kome enam
persen} dari jumiah sslurah suara yang dikeluarkan, Karena henya dthadin oleh
36% (lima puluh enam persen) dari jumlah selorah saham PT BS, maka RUPS
Luar Biasa kedua PT BS kembali tidak dapat dilanjutkan,

Dengan melihat kuonem kehadiran yang tercapai pada RUPS Luar Biasa
perfama dan kedua hanya schesar 56% (lima puluh enam persen) dac jumlah
selurub saham dengan hak svara badir atau diwakitkan, maka apabila RUPS Luar
Biasa ketiga diselenggaraken tanpa ditetapkan kuorum yang lebih kecil, dan PT
SMS tidak juéa hadir, maka RUPS Luar Biasa ketiga vang akan disclenggarakan
tetap tidak dapat dilangsungkan maupun mengambil keputusan. Pada akbimya,
PT BS tidak akan pernah dapat menyesuaikan anggaran dasamya dengan UU
Perseroan Terbatas. Padahal, penyesuatan ini wajib dilakukan oleh setiap
perseroan fermasuk aleh PT BS,

Oleh karena itu, agar penyesuaian anggaran dasar PT BS tidak terhambat
karena fidak fercapainya kurowm kebadirsn, maka PT BS mengajukan
permohonan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apar ditetapkan
kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang lebih kecil yaitu:

~ 50% + 1 (Hima puluh persen plus sate) bagian dart jumlsh selumh saham
dengan hak suare hadir atau diwakill dalam RUPS Luar Biasa ketiga

{kuorum kehadiran}, dan

*® tndonesia {8}, op. cif, Pasal 82 ayat {3}, "RUPS kedua sehagaimana dimakeud pada
ayat £2} sabh dan berhak mengemdi] keputusan fka dalans repat paling sedikit 3/3 (tiga per lima)
bagian dari jumiah selursh ssham dengse bk suses badie atau diwakill dulam RUPS dan
kepaiusan adaizh sah jika disetujul pating sedikit 23 (dun pertiga) baglen dard fumiah suara vang
dikeluarkan, keeuali angearan dusar monentukan kuorare kehadiran yang lebib begac

LY
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- 50% -+ 1 (lima puluh persen plus satu) bagisn deri jumlah svare vang
dikeluarkan secara sah dalam RUPS Luar Biasa ketiga (kuorum pengambil
keputusan),

Alasan Ketidak Hadiran Pemegang Saham (PT SMS) Dalam RUPS Luar
Biasa PT BS
Walsupun sudah divndang secara patut oleh direksi PT BS, PT SMS
berpendirian untuk tidak datang dalam RUPS Luar Biasa PT BS. Alasan PT SMS,
Presiden Direktur dan anggota dircksi PT BS serta anggota komisaris FT BS,
diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan PT BS yang tidak sah, dan RUPS
Tahunan yang dasar hukum penyelengparsannya adalsh cacat hukum, dengan
penjelasan szbagai bertkaf
a. Bahwa Keputusan RUPS Tahunan PT BS tanggal 15 Juni 2007, vang
memutuskan mengangkat anggota direksi dan komisaris PT BS yang
sekarang, sebagaimana dimaksud dalam akta notaris nomor 6, dibuat
diliadapan notwris aji Parlicdungan Lumban Tobing, SH., adalah
keputusan RUPS yang tidak sah, karena:

al Dalam Pasal 10.1 anggaran dasar PT. BS vang berbunyi “Direksi
terdiri atss 7 {ujuh) orang anggota, meliputi 4 (empat} orang
anggota warga negars aéing dan 3 (liga) orang sngpola Wargs
Negars Indonesia, dengan susunan sebagst berikut:
= 1 {saty} orang Presiden Direkinr;

- I {satu} orang wakil Presiden Divekiur, dan
= % {lima} vrang Dirchtur.”

Hal ini tentu bertentangan dengan keputusan RUPS Tahunan terscbut

karena direksi hanya terdini dari 4 {empat) orang direksi dan seluruhnya

adalah Warga Negara Asing dan tidak ada seorangpuin direksi yang Warga

Negara Indonesia,

b) Dalam pasal 13.1 angparan dasar PT. BS yang berbunyi * Dewan
komisaris terdir atas 7 (tujuh} crang anggota, melipntl 4 (empat}
orang anggola warga Negara asing dan 3 {figa) orang anggota
wargs Negars Indonesia, dengen susuman sebagal berikut 2}
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seorang Presiden Komisaris; by 1 (satu) orang wakil Presiden
Komisaris, dan ¢} § (lirna) orang komisans.” Hal ini bertentangan
dengan keputusan RUPS Tahunan tersebut, karena hanya diangkat
4 {empat} orang dan seluruhnya sdalab Warga Negara Asing dan
tidak ada seorsngpun Warga Negara Indonesia.

2} Dengan berubahnya jumish anggota direksi dan komisaris yang

diangknt berdasarkan RUPS Tahunsn itu, muake PT SMS menila
bahwa keputusan vang dikeluarkan dalam RUPS Tahunan itu
merupakan keputusan yang merubah anggaran dasar perseroan.
Menurut Pasal 88 UU Perseroan Terbatas jo. Pasal 75 UU Ne. |
Tahun 1995 jo. Pasal 25 Anggaran Dasar PT BS, kuorum
kehadiran untuk mengubah anggaran dasar adalah 2/3 (dua pertiga)
bagian dari jumlah selursh ssham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan dan pengambilan keputusan sah apabila disetujui
oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagien dari jumlah seluruh
suara yang dikehuarkan.
Pada kenyataannys, keputusan RUPS Tzhunan tersebut hanya
dihadid oleh TL () Sdn. Bhd., pemegang saham sebesar $6%
{lima pulvh enam persen), dengan demikisn keputusan RUPS
Tahunan tersehut adalah tidak sah;

b Hahwa RUPS Tahunan tertanggal 15 Juni 2007 tersebui, dilaksanakan
berdagarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer
68/Pdt F2007/PNJKT.PST tertanggal 16 Mei 2007."%  Terhadap
Penetapan MNomon 68/PdeP/2007PNIKT.PST ini. PT SMS telzh
mengajukan upaya hukum sebelum RUPS Tahunan fersebut dilaksanakan.
Upaya hukum tersebut adalah depgan mengajukan gugatan perbuatan
melawan hukumn di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan saat ind sedang
dalam fahap banding d¢ Pengadilan Tinggi DKI Jakartz,

""" Isi penetapan ini adalah mengabulkan permohonan TL (M) Sdn. Bhd., sebagai salah
saty pemnegang saham dalem PT BS, sntuk meminta disefenggarakannya RUPS Tahunan PT BS,
karena sefak tahum 2002 hingga 2007, PT BS [uluf menyelonggarakan RUPS Takunan.
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c. Bahwa yang menjadi keberatan PT SMS terhadap Penetapan Nomor:
68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST ini:

- Karena, menurut PT SMS, Penetapan Nomoeor:
68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut dikeluarkan berdasarkan
bukti-bukti palsu dan hasil rekayasa dan TL (M) Sdn. Bhd.

- PT SMS dan komisaris PT BS tidak pemah dipanggil dan didengar
keterangannya dalam perkara permohonan penetapan Nomor:
68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut. Hal ini, menurut PT SMS,
bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.
01/Tuada Pdt/2007 tentang permohonan yang diajukan berdasarkan
pasal 67 Undang-Undang No. 1 tahun 1995.'%

d. Bahwa, dengan telah diajukannya upaya hukum oleh PT SMS melalui
gugatan perbuatan melawan hukum, maka Penetapan Nomor:
68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut belum berkekuatan hukum tetap
sampai dengan putusan atas gugatan perbuatan melawan hukum tersebut
memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum tefap. Dengan
demikian, menumt PT SMS, RUPS Tahunan yang dilaksanakan
berdasarkan Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST adalah tidak
sah dan secara otomatis pula keputusan yang disahkan dalam RUPS
Tahunan tersebut adalah tidak sah pula atau tidak mengikat bagi PT. SMS.

Jawaban TL (M) Sdo. Bhd.

Atas permohonan yang dilakukan PT BS, TL (M) Sdn. Bhd., juga
menyampaikan jawabannya. Pada intinya TL (M) Sdn. Bhd., tidak keberatan atas
permohonan PT BS dan mohon agar hakim memeriksa permohonan tersebut agar
menetapkan kuorum rapat, schingga PT BS dapat menyesuaikan anggaran
dasamya dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas. Dengan demikian, PT BS

dapat melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2 Menurut surat Mahkamah Agung No. 0i/Tuada Pd1/2007, para pihak yang
berkepentingan dalam permohonan penyelenggaraan RUPS harus didengar keterangannya di
persidangan. :
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Pertimbangan Bakim

Dalam menanggaepi alasan ketidak hadiran PT SMS dalam RUPS Luar Biasa
pertama dan kedua PT BS, maka hakim:

Mempertimbangkan keberatan PT SMS dengan alasan, bahwa PT BS diwakili
oleb Presiden Direktur yang tidak memiliki kualites (Jegal standing) untuk
mengajukan permohonan ini, Schabnya, karena Presiden Direktur PT BS tersebut
beserta angpota direksi lainnya serta anggota komisaris PT BS diangkat
berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang tidak sah. RUPS Tahunan tersebut
diselenggarakan atas dasar penctapan Pengadilan Tinggi yang mengabulken
permohopan TL (M) S8dn. Bhd., sebagal pemegarg saham PT BS, uniuk
menysienggarakan RUPS Tahunan. Untuk i, PT SMS telah mengajukan gugatan
perbuatan melawan bukom di  Pengadilan Negeni Jakarta Pusat No.
213/P4t. G/2007/PN. Jkt. Pst., guna membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat vang menjadi dasar pelaksanaan RUPS Tahunen fersebut. Gugatan
perbuatan melawan hokum Hu sendin telgh éizzy&tzkén dilolak cleh Majelis
Hakim Pengadifan Neger Jakaria Pusat dengan putusannya tertanggal Maret
2008. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat imi, PT SMS sebagai
penggugat, melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakasta,

Atas hal ini hakim menimbang, bahwa sepanjang belum ada pembatalan
dan perubahan tentang kepengurusan direksi dan komisaris PT BS, baik
berdasarkan suatu keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa PT BS maupun suatu
keputusan  Pengadilan yang telah berkekunatan hukum vang fetap, maka
kepengurusan diveksi dan komisaris PT BS sebagaimma yang ada pada saat
adalah tetap berlaku. Oleh karena itu, direksinya dapat dan berkualitas bertindak
untuk den ates mama PT BS sebagaimans keleptwan Pasal 98 UU Perseroan
Terbatas.

Selanjuinys hakim mempertimbangkan fakia-fokiz bukum sehubungsn
dengan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT BS yanp periama dan kedua yang
diperoleh dari bukti-bukti yang diberikan pemohon dan termohon sebagai berikut.
1) Mempertimbangkan bahwa PT BS, dengan suramya tertanggal 29 Juli 2008

telah mengundang para pemegang saham PT BS, yvakni:
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s PT SMS, selaku pemilik 44% {erpat puluh empat persen) saham dalam
PT BS dan,
= TL (M) Sdn. Bhd,, selaku pemilik 56% (lima pulub cnam persen) saham
dalam PT BS,
untuk mengadakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 Agustus 2008 dengan
agenda tapat pomberian persetujunn atas perubahan angaran dasar PT BS
sesuai dengan UL Perseroan Terbatas.
Mempertimbangkan isi pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
B8 {1} UU Pemeroan Terbatas yang menyatakan bahwa RUPS untuk
mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dihadini paling sedikit 2/3
bagian dari jumiah seluruh sabam dan kepotusan disetujui ofeh sekurang-
kurangmya 2/3 bagian atau 66,6% dari jumlah suara yang dikeluarkan.
bahwa ternyaia pada RUPS Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2008 tersebut
kuorum kehadiran pemegang salam hanyalah sebaganyak 56% (lima puloh
enam persen) schingga rapat tidak dapat dilanjutkan;
bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuzn anggoran dasar PT BS Pasal 25
ayat {4) maka PT BS dengen suratmya tertanggal 20 Agustus 2008 telah
mengundang kembali selurgh pemegang saham PT. BS uwntuk mengadkan
RUPS Fuar Biasa kedua pada manggal 28 Apustus 2008. Tetapi, kuorum
kehadiran pemegang saham sebesar 2/3 bagian dari jumlah selurah saham PT
BY juga tidak terpenuhi karena yang hadir hanyalah TL (M} Sdn. Bhd.
{pemilik 56% saham), sedangkan PT SMS (pemilik 44%) tidak hadir dalam
RUPS Luar Biasa kedua tersebut.
bahwa oleh karena itu PT BS berdasarkan ketentuan Pagal 88 avat 4 UU
Perseroan, mengajukan permohonan kepads Ketua Pengadilan Negeri Jakaria
Selatan untuk mengadakan RUPS Luar Biasa ketiga dengan kuourm kehadiran
sekurang-kurangnye 50% + 1 dar jumlah selurch saham yang diterbitkan oleh
PT. BS dengan suars yang sah dan keputusan adalab sah jika disetujui olch
sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah svara yang dikeluarkan.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan aturan yeng mengalur mengenai syarat

dimohonkannya penetapan kuorwm RUPS ketiga dalam anggaran dasar perseroan

dan ULl Perseroan Terbatas, scbagaimana dapat dilibat di bawah ini:
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Menimbang bahwsa untuk rapat/RUPS ketigs, Pasal 22 ayat (6) ULl anggaran
dasar PT. BS meneptukan schagat berikut:
“Apabila kuorum yang disyaratkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua
tidek tercapai maka atas permintaan Perseroan, kuorsm akan ditentukan oleh
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahoya meliputi tempat kedudukan hukum
perseroan.”

Menimbang bahwa ketentuan Anggaran Daser PT BS, sejalan pula dengan
Pasal 88 ayat (47 UU Persercan Terbatas yang menyebutkan babwa ketentuan
sebagaimana dimaksed dalam Pasal 86 avat (5}, {6) dan ayat (7) dan ayat (8) dan
ayat (9) mutatis mutandis berlaku ﬁag‘i RUPS untok mengubah anggaran dasar.

Hakim juga menimbang, bahwa memperbatikan permohonan dihubungkan
dengan pasal 157 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, dimana bila amanat dan
perintah  Undang-Undang  tersebut  tidek  dilaksanakan, wmaka Perseroan
sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat {4) dapat dibubarkan Apabila PT BS
dibubarkan, maka dapat dapat terjadi kerugian yang lebih besar dan hsas,
Kerugian mana fidak hanya terhadap para pemegang sabam yakai termohon dan
turut termoho, tetai jups terhadap karyawan dan pihak ketiga lainnya yang
mempunyai hubungan kerja dan hubungan hukum dengan PT BS.

2.32 Analisa atas Penctapan No. 240/P46. P/ 2008/PNJKT Sel
2.3.2.1 Dasar Dikabulkannva Permehonan Peoetapan Noo 240/Pdip/
2008/PN.JKT Sel
Dalam menerima pernmohonan  penetapan  kuorum  RUPS  ketiga,
Penpadilan Negeri tidak hanya dapat mengabulkan, namun juga dapat menolak
permohonan. Hal ity tergantung dari dapat daknya pemobon membuktikan dasar
permohonannya, dan apaksh permohonan mempupyal alasan hulkum, yaitu bahwa
pemohon mempunyal kepenfingan yang wajar untvk diselenggarakannys RUPS.
Untuk melihat apa vang menjadi dasar suatu permochonan diterima oleh
Pengadilan Negeri, kita dapat melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam
Penetapan No. 240/Pat P/2008/PN.IKT Sel. Pada dasarnya, pertimbangan hakim
dalam penetapap ini terbagl dalam 3 {tiga) bagian, vaitu pertimbangan terhadap:
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1. Jawaban termohon, yaitu PT SMS, yang isinya fakta-fakta atau alasan ketidak
hadirannya dalam RUPS pertama dan kedua.

2. Alasan normatif, yaitu aturan hukum yang menjadi dasar dikabulkannya
permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga.

3. Asas kemanfaatan atas hasil penetapan, yaifu sehubungan dengan

kelangsungan hidup perseroan.

2.3.2.1.1 Pertimbangan atas fakta-fakta dari Termohon

Seperti telah diuraikan dalam bagian pengertian mengenai permohonan,
salah satu ciri permohonan secara umum adalah bersifat voluntory yurisdiction
dimana mengikat dan mempunyai akibat hukum hanya terhadap pemochon,
sehingga tidak mengikat pihak ketiga. Dasar pemeriksaan permohonan adalah
prinsip ex-parte, yaitu pemeriksaan hanya mendengar keterangan sepihak, dengan
memandang bahwa esensi dari gugatan tersebut dilakukan untuk kepentingan.
sepihak semata (kepentingan pemohon).

Namun, jika kita lihat lebih dalam lagi, terhadap permohonan penetapan
kuorum RUPS ketiga dari suatu perseroan, pada pokoknya tidaklah bersifat
sepihak, sebagaimana perkara permohonan pada umumnya. Permohonan
penetapan kuorum RUPS, berkaitan dan mempunyai hubungan serta mempunyai
akibat hukum terhadap para pemegang saham, terutama bagi pemegang saham
yang tidak hadir dalam RUPS pertama dan kedua. Dengan demikian, sifat
permohonan yang demikian bergeser, dari yang bersifat hanya untuk kepentingan
sepihak semata, menjadi bersifat contentiosa, yaitu mengandung sengketa.
Karenanya, dalam permohonan ini, harus ada pihak lain yang ditarik menjadi
pihak dalam permohonan, yaitu sebagai termohon. Hal ini sejalan dengan prinsip
persidangan yang adil dan tidak berpihak (impartial) berdasarkan azas Plurium
Letis Consorsium.'®
Dari hasil pengamatan penulis, proses pemeriksaan penetapan tersebut

adalah sudah tepat. Dalam mengajukan permohonan penectapan No.

193 Azas Plurium Letis Consortium, merupakan asas yang dikenal dalam gugatan perdata
berbentuk contentiosa, dimana pihak yang bertindak sebagai tergugat atan yang ditarik sebagai
terpugat harus lengkap, jangan sampai kurang pihak. Kekelirvan tersebut dapat mengakibatkan
tidak terpenuhinya syarat formil, dan lebih lanjut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Yahya
Harahap, op. cit., hal 112-113.
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240/Pdt. PA2008/PINIKT Sel., PT SMS (pemegang saham vang tidak hadir dalam
RUPS Luar Blasa perfama dan kedua PT BS) dan TL (M} 8du. Bhd. {Hpemegang
szham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa pertama dan kedua PT BS), telah
dimasukkan menjadi pihak dalam permohonan sebagai termohon dan furut
termohon. Dengen kehadiran pihak yang berkepentingan tersebut, maka hakim
dapat mendengarkan dan mempemieh informasi dengan scimbang, dari sisi
pemohon dan termohon, Termohon dan turet termohon diberikan kesempatan
untuk memberikan jawaban atas permohonan pemoton. Dengan kesempatan ini,
maka termohan dapat menjelaskan alagan Ketidak hadirannya, memberikan fakia-
fakta yang fidak diberikan permochon, menyangkal fakta-fakia yang diberikan
pemiohon atav menyatakan segala sesuatu yvang dapat membenarkan tindakannya
untuk tidak datang dalam RUPS perseron Dengan demikian, penstapan yang
dihasilkan dikarapkan adalah penetapan yang benac-benar adil.

Pada intinya, pemegang Sabam, schagei pihak vang berkepentingan
dengan permohonan itw, harus dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan.
Bila dalam permohonan penetapan kuorum RUPS kefiga, pemegang saham tidak
dimasukkan menjadi pihak, maka Pengadilan Neger dapat menolak permohonan,
karena tidak memenubi syarat formil, Hal tersebut, penulis libat dalam Penstapan
No, 223/Pae.P2008/PN.Jkt.Sel. Dalam Penetapan No. 223/Pdt. P/2008/PNJkt Sel,
hakim pengadilan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak
memenuhi syarat formil. Tidak terpenuhinya syarat formil, adalah karens didak
semua  pomegang saham  dimasukkan sebagai pihak (ermohon) dalam
permohonan tersebut. '

Dalam Permohonan Penetapan No. 240/Pdt. P/Z00S/PN.TKT Sel., PT SMS
dijadikan pthak dalam permohonan sehingga FT SMS mempunyai kesempatan
unfuk merjawab atau merespon permohonan yang digjukan PT BS. Dari jawaban
PT 3MS, maka dupat diketahui adanys keberatan PT SMS atas legalitas direksi
dan komisaris PT BS. Menanggapi keberatan PT SMS ind, hakim menilsi bahwa
sepanjang belum ada pembatalan dan perubahan tentang kepengurisan direksi dan

komisaris FT BS, maka kepengurusan direksi dan komisaris sebagaimana yang

"™ Pengadifsn Negeri Jukaria Scintan, Penetapan No, 223/Pdt B/2008/PN. Tkt Sel, tanggal
13 November 2008, haf 12.33.
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ada saat ini adalah (otap berlaku, Hal ini dinyatakan dalam pertimbangan hakim

sebagaimana berikut:
Menimbang, bahwa sepanjang belum ada pembatalan dan perubahan tentang
kepengurusan, direksi dan komisaris PT BS, taik berdasarken suatu
keputusan RUPS/RUPS-LB PT BS maupun berdasarkan keputusan
Pengadilan vang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka kepengurugan,
direksi dan komisaris PT BS sebagaimana yang ada saat ini adalah fotap
berlaku dan direksinya dapat dan berkualitas bertindak untuk dan alas nama

Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 98 UUJ No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. '

Menurut penulis, memang gugaten yang diajukan oleh termohon (PT
SMS) berkenazn dengan dasar pengangkatan direksi dan komisaris PT BS, belum
memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap {iwkvaht van gewiidsde)
schingga tidak mempengarohi hasil pengangkatan direksi dan komisans yang
dipitih dalam RUPS Tehunan PT BS. Hakim dalam hal ini lebih seemilib votuk
meltihat dad segl manfaat vang dapat diambil dengan dilaksanakanya RUPS Luar
Biasa ketiga PT BS.

2.3.2.1.2 Pertimbangan Normafif
Pertimbangan normatif disini yaitu melihat bagaimana atoran hukom yang
menjadi  dasar dikabulkannya penmohonan. Pertama, hskim melihat secara
seksama proses dan persyaratan yang harus dipenuhi, dalam pelaksanaan RUPS
Luar Biasa pertama dan kedua, Hakim mempertimbangkan prosedur yang telah
dilalui oleh RUPS Luar Biass pertama dan keduz dan membandingkan dengan
aturen dalam soggaran dasac PT BS dan U Perseroan Terbatas,
Dalam Penctapan 240/P¢4P./2008/PN.Jkt. Sel, hakim telah mempertimbangkan:
1} Cara pemanggtlan untuk pelaksanaen RUPS Lear Biasa pertama, termasuk di
dalamnya jarak wakiu pemanggilan dengan acara RUPS Luar Biasa,
bagaimana pemanggilan  dilakukan, apa  sajs  vyang  ads  dalam
panggilan/undangan,
2} RUPS Luar Bissa pertama yang tetap dilangsungkan dan difetup dengan
dibuktikan oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemepang Saham Luar Biasa

1 pengaditss Negeri Jakarta Sefatan, Penctapan No. 240/PdLP/2008/PNJKT.8¢,
inngeal 25 September 2008, kal 25,
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PT BS No. 8 tangpal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh H. Parlindungan L.
Tobing, SH., Notaris di Jakarta.

3y Cara pemanggilan untuk pelaksansan RUPS Luar Biasa kedua, termasuk di
dalamnys jarsk wakiv pemanggilen dengan acara RUPS Luar Biasa kedns,
bagaimana pemanggilan dilskukan, gpa saja  yang ada  dalam
panggilan/undangan.

4) RUPS Luar Biasa kedva yang tetap dilanpgsungkan dan ditufup dengan
dibuktikan oleh Akfa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sabham Luar Biasa
PT BS No. 22 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat oleh H. Pardindungan L
Tobing, SH., Notaris di Jakara.

Sepgala ketentuan dan syarat-syarat untuk melaksanakan RUPS, yang diator
dalam UU Perseroan Terbatag, schagaimana ditulis dalam bagian 2.1 tesis ini,
harus terpenubi. Bila salab satn fidak ferpenubs, maka sudah scpaniasnyva
Pengadilan Negeri menolak permohonan tersebut. Confohnye, bila pemanggilan
RUPS pertzma kurang dari 14 {empat belas) han ataz Perseroan {anpa
melaksanakan RUPS kedua, karena RUPS pertama tidak terpenuhi kuorum,
langsung mengajukan permohonan penetapan kuorurn ke pengadilan negeri.

Sctelah melihat baguimoana proses berlangsungnya RUPS Luar Biasa
pertama dan kedua, selanhuinys bakim melihat, spakah memang ada aturan yang
dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permchonan ini. Dalam hal inj
aturan yang dilihat adalah UU Persercan Terbatas dan anggaran dasar PT BS,
Sebagaimana dijelaskan di bagian 2.2.1 tesis ini, permohonan hanya boleh
dilakukan terhadap masalah yang vang ditentuksn seadiri oleh undang-undang,
yang menjadi dasar pasmohonan. Dalam bal i, pemohon felah memasukkan
Pasal 86 ayat (8) UU Perseroan Terbatas sebagai dasar permohonan penetapan.
Dengan melihkat bagaimena pelaksanaan RUPS perfama dan RUPS kedug,
permohonan untuk meminta penetapan kuorum ind telah memenuhi semua

persyaratan dalam UU Persercan Terbatas dan anggaran dasar PT BS.

2.3.2.1.3 Asas Kemanfaafan
Dalam penetapan ini, yang juga menjadi pertimbangan hakim schingga
mengabulkan permohonan PT BS, adalah kepentingan dari diselenggarakannya
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RUPS itu sendiri. Pasal 86 ayat (6} UlJ Perseroan Terbatas, tidak menghanskan
bahwa RUPS ketiga harus dilaksanakan. Hanye saja, dikataken dalam Pasal itu
bahwa perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilen negeri sstempat untuk
menetapkan kuorum kefiga. Jadi pilihan untuk meneruskan melakukan RUPS
ketipa ada di tangan perseroan. Tentu saja, pilihan untuk melakukan RUPS ketiga,
berhubungan dengan urgensi RUPS itu sendiri. PT BS menilai agenda BUPS Luar
Biasa yang akan dilakukan PT BS sangat peating bagi kelangsungan perseroan.

Dalam Penetapan No. 240/PdtP./2008/PN Jit. Sel., Penulis melihat hahwa
Hakim secara tegas mencantumkan dalam pertimbangan hukumnyz mengenzi
kepentingan (urgensi} sgenda RUPS Luar Biase PT BS. Untuk mengetahu
urgensi agenda RUPS tersebut, kita harus mengetalnd apa akibatova bila agenda
RUPS tersebut tidak dapat digalankan, dalam hal ini penyesuaian anggaran dager
perseroan dengan UU Persercan Terbatas,

Scbelum lahimys UU Perseroan Terbatas, UU No. 1/1995 tentang
Perseroan Terbatas telah menpatur tentang pengertian Persercan Terbatas sebagai
badan hukum.'® Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbams menurut UU No.
1719835, telah diatur jelas dalam anggaran dasar yang termuat dalam akts pendirian
pendirian persercan terbatas,'”’ Diengan demikian, anggaran dasar yang termuat
dalam akta pendirian persercan terbatas, menurut UL No.1/1895, menjadi sah
ketika angparan dasar perseroan tersshut telah dilaporkan kepada menteri dan
didaftarkan dalam dafiar perusahaan.'™ Dengan sahnya akta pendirian Perscron
Terbatas terschut maka status hukum Perseroan Terbatas sebagei badan hukum
sah, sesual dengan UU No. /1885,

Berdasarkan UU No. 171995, PT BS merupakan perscroan terbatas yang
telah memperoleh status badan hukum. Dengan lahirnys UU Persercan Terbatas,
yang menggantikan UU Ne.l/1995, badan hukum Perseroan Terbatas vang
anggaran dasamys sudah miengikedt ketentuan UU No. 1/1995, diberikan

¢ Indonesia {c}, op.cit., Pasal | ayat {1}, “Perseroan Terbatas yang selanjvinya discbut
perseroan adatah baden  hokum yang didiclkan berdasarkan pedjanjian, melakikan kegiatan ussha
dengan modsl dsar yanp selorshnya terbagi dalam ssham, dan memenubi persyaratan yang
ditetapkan dalam wadanyg-ondang ini serta peratyren pelzksananya.”

5 thid,, Pasal 8 ayat (1)
198 rhid, Pasal 21.
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kesempatan dalam batas wakiu satu ishun, untuk melskukan kewajiban
menyesuaikan anggaran dasarnya, sesual dengan ketentuan UU  Perseroan
Terbatas. '®® Oleh karena itu, dalam batag wakfu penyesuaian anggaran dasar
kurang dari satu tahun, maka anggaran dasar Persercan Teorbatas vang telah
memperoleh status badan hukum yang masih mengikutl ketentuan UU No,1/1995
masih dianggap tetap berlaku sepaniang tidak bertentangan dengan UL Perserocan
Tezbatas.

Selanjutnya, bagaimana hila sampai pada hafas waktu, perseroan tidak
kunjung menyesuaikan anggaran dasamya dengan UU Perseroan Terbatas? UU
Perseroan Terbatss telah mencntuken akibat hokum vang tmbul lerhadap
Persercan Terbatas vang belum melakokan kewaltbannys uniuk menyesuaikan
anggaran dasamnyz dengan ketentuan yang baru. Perseroan Terbatag yang tidak
menyesuaikan anggaran dasamya dalam waktu satu tahun,'’® dapat dibubarkan
berdasarkan putusan pengadiian negeri, atas permohonan pihak kejaksasn atau
pihak yang berkepentingan.''' Hal ini berbeda dengan Undang-undang Perseroan
Terbatas yang lama, vaitu UlJ No. 1/1993 Pasal ’125 ayal {3}, dimana kewajiban
penyesualan anggaran dassr perseroan fanpa sdanya sanksi/ancaman sankst
apapun. :

Apabiia PT BS dibubarkan, maka dapat teriadi kerugian vang lebih besar
dan lebih luas, yang tidak hanya berdampak terhadap para pemegang saham yakni
PT SMS dan TL (M) Sdn. Bdn. Kelangsungan hidup suatu perseroan, dalam hal
ini sebuah PMA, berdampak dan menguntungkan bagi banyak pihak, diantaranya:
» Para pemegang sahafit perseroan,

Dengan dibubarkannya perseroan, para pemegang saham tidak dapat lagi
melakukan usaba, melalui perseroan yang memberikan keuntungan bagi

pemegang sahau,

' Indonesia (a), op oif, Pasal 157 aywt (3). "Perseroan yang telah memperoleh sfams
badan hukem berdasarksn peratuesn gerundangeandangan, dalam jangks wakty | (satu} tabun
sctelah berlskunya Undsng-Undang inl wafih menyesusikan anggaran dasarnya dengan Retentusa
Undapg-tndang ini,”

% Batzs wakto terakhir penyesuaion yang dismanatkan menungt LU Persercan Terbatas,
adaiah tanggal 16 Agustus 2008, yeilu saty tahuo sejak diundungkannys UL Porserosn Terbatas,
tanggal 16 Agusms 2607,

Y1 indonesia (g}, op. off, Pasal 157 (4).
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s  Hubungan kelapgsungan hidup perseroan dengan lapangan ketis,
Dengan masuknya modal asing, maka ferbuka kesempatan kerja yang lebih
luas, sehingga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran.

s  Pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dan hubungan hukum
dengan perseroan,
Contohnya, sepertt kreditur. Bila parseroan dibubarkan maka kreditur akan
kesulitan dalam meminta penyelosaian kewajiban perseroan.

+  Hubungan dengan perekonomiat negara
Dengan masuknya investasi asing ke Indonesia, maka dengan sendirinya
akan dapat meningkatkan ekspor Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya
penerimanaan negara dari sumber devisa, yang nantinya akan dipergunakan

sebagai biaya pembangunan nastonal,

Selain hal-hal sebagaimana discbut diastas, Perseroan Terbatas yang belum
melakukan penyesuaian anggacan dasamya dengan UL Perseroan Terbatas dalam
waktu yang ditetapkan UU Perseroan Terbatas, maka nama persercannya tidak
akan terdaftar lagi dalam dara base Dircklorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Departemen Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia. Akibatnya,
nama Perseroan Terbatas yang belum melakukan penyesuaian ife dapat dimohon
lagi oleh pitak lain dan dapat dikabulkan olch Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia ¢q. Direktorat Jenderal Administrast Hulum Umum.'"” Bila hal ini
teriadi, tentu akan merugikan perseroan yang fidak melakukan penyesvaian ita.
Akan banyak waktu vang tersita uhtuk mengurusnya, belum lagi biayva-biaya yang
harus dikeluarkan karena masalah tersebut. Jadh sebaiknya perseroan yang belum
menyesuaikan anggaran dasamya dengan UU Perseroan Terbatas, harus gegers
disesuaikan sehingga menjamin kepastian hukum bagi perbuatsn hukum vang
zkan dilakukan olsh Perseroan tersebuf agar tidak bertentangan dengen UU
Perscroan Terbatas.

Disini peongadilan negerd berperan dalam melindungt kelanjutan/cksistensi

soaty perseroan. Dalam proses lahimya hukum, hal ini dikenal sebagal asas

" Helena ¥, Saragih Sitio, “Dampak Dari Belum Dipenuhinya Kewajiban Melakulkan
Penyesunian Anggaran Dasar Berdasarkan Undaog-Undang No. 40/2007,” Tesis Universinag
Indoniesia, Dispok, 2007, hal. 45,
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kemanfaatan. Artinya, bahwa hukem dibuat berguna untuk orang banyak dan
masyarakat, “Penckanan azas Kemanfaatan, lebih bernwansa ekonomi. Dasar
pemikirannya adalah bahwa hukuom adalah untuk manusia atau orang banyak, cleh
karena itu twjuan hukuwm harug berguna untuk manusia atas orang banyak
tersebut.”'

Dalam Penetapan No. 240/P4tP/2008/PN.Jkt. Sel, Hakim Pengadilan
Negeri mempertimbangkan babwa banyak pihek vang bergantung pada
kelangsungan PT BS, sehingpa akhimya hakim berpendapat babwa terdapat
kepentingan yang wajar dari pemobon untuk diselengparakannya RUPS Luar
Biasa PT BS,

2.3.2.2 Upaya Hukom Termmohon

Sebagaimana telah dijelaskan pada awal bagian ini, whwa permohonan
penctapan kuoram RUPS ini meropskan permohonan yang diselesatkan secara
contensiosa, dan tidak bisa secars ex-parie. Oleh karenanya, dengan ditariknya
pihak yang berkepentingan dalam permohonan maka sesungguhny:a pemegang
saham yang tidak hadir dalam RUPS tersebut dapat mengemukakan jawaban atan
alasannya sebagai pertimbangan bakim.

Dalam penetapan ini, T 8MS, scbagai pihak yang berkepentingan dengan
hasil penetapan, juga menjadi bagian dalam pemohonan ini scbagai pihak
termobon. Sehingga, fakta-fakis yang dikemukasken okh PT SMS, sebagal
termohon, dapat didengar dan menjadi pedoman hakim pengadilan negeri dalam
mengeluarkan penetapan ini. Jadt pada prinsipnya, telah ada posisi yang adil,
antars. pemohon dan termohon. Oleh karenanya, penctapm vang dihasilkan
tentunya diharapkar pula memberikan rasa keadilan bagi pemohon dan iermohon.

Namun, bila permohonsn dikabulkan, den dimsakan tidak adil okeh
termohon, apakah afas peneiapan kuorum RUPS kefiga juga dapat dilakukan
upaya hulaim? Untuk menjawab i, maka kembali harus dilihat bagaimana aturan

mengenai pernohonan ini diatur dalam UU Perseroan Terbalas. Masing-masing

9 Lintong ©O. Siahasn, “Peran  Hakim  Aguag Dalam  Penemuan  Hukum

{"Rechigvinding™) dam Persiptsan Hukwm {“Rechisschepping”)} Pada Bea Roformasi dan
Fransformasi,"” {Tulisan disampatkan uniak memenuhi salah saty synest meagikudi selekst Calon
Hakim Agung, Jakarta, 6 Juni 3008}, hal. 13
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permobonan mendliki aturan sendiri sebagal landasan dapat diajukannya
permohonan, dan di dalam aturannya juge distur mengenai upaya hulkum yang
dapat ditempuh.

Landasan dapat digjukannya permohonan penetapan kuorum oleh
pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 86 UU Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 86
ayat (7) Ul Perseroan Terbatas dischutkan dengan tegas bahwa Penetapan ketua
pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersifat final dan mempunyai kekvatan hukum tetap. Tentang apz yang dimaksud
bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dilihat dalam
penjelasan 96 ayat (7) UU Perscroan Terbatas, yaitu bahwa atas penetapan
tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjawan kembali.'"
Sehingga, bila penmobonan difolak, mska pemohon tidak dapat melakukan
banding atav pun kasasi atau peninjeuan kembali. Lalo bapaimana halnya bila
permohonan dikabulkan?

Penulis menyimpulkan bahwa sehalikaya pun demikian, bahwa PT SMS,
dalam fzai int telah ditartk meniadi termohon, fidak dapat mengajukan banding,
kagasi atau peninjauan kembali atas penetapan ini. Ketentuan int dimaksudkan
agar pelaksanaan RUPS ketips fidak dapat ditunda lagi dengan alasan peneiapan
belum mempunyai kekuaten hukum yang tetap. Bila RUPS fertunda lagi, maka
zken berdampak padz keiahgsnngan perseroan, scbagaimana dibahas dalam
bagian 2.3.2.1.3 tesis ind, tentang asas kemanfaatan.

Bila PT 8MS, tidak dapat menerima hasil penetapan tersebut maka dia
dapat mengajukan gugatan perdata sendiri atag hal yang ditentangnya. Dalam hal
ini adalah mengenal keabsahan pengangkatan direksi dan dewan komisaris PT BS.
Gugatan perdata itu sendin telah dilakukan oleh PT SMS, dan sedang dalam tahap
baunding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sesungpuhya, antara pemegang saham yang satu dan yang lainnya telah
terjadi sengketa, sehingga sulit uniuk ada kerjasama yang baik, demi kemajuan
usaha perseroan. Secara Jogika, dilihat dar tujuan pemsgang saham untuk
berinvestasi dengan mendirikan Perssroan Terbatas, sepafuinya, diantara
petnegang saham ada rasa saling mendukung karena mercka mempunyail juan

4 tndonesia {a), g, off, Penjelasan Pasal 86 aymt (71
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yang sama yaifu, mempersleh keuntungan ded jalannya usaha perseroan. Jadi bila
ade ketidakhadiran pemegang saham dalam suatu RUPS, yang mengakibatkan
terharabatnya jalan dan kelangsongan hidup persercan, sulit untek mencruskan

jalarmya perseroan,
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PERUTUP

3.1 Kesimpalan

Dalam penelitian ini, penulis mengetahii bahwa dalam pemeriksaan permohonan,
tidak selalu hanya didasarkan pada kepentingan sepihak saja, atau kepentingan pemohon
saja. Tapi, dalarn perkara yang menyangkut perseroan terbatas, dalam hal ini permohonan
penetapan kuorum RUPS, pemeriksaan permohonan dilakukan dengen mefibatkan pihak
lain, vang berkepentingan dengan permohonan tersebut, Pihak yang berkepentingan
dalam permohonan i adalah pemegang saham perseroan. Qleh karera itu, dalam
mengajukan permchenan penetapan kuorum RUPS ketiga, para pemegang saham juga
hamas dijadiken pihak, vyaitu sebapali fermohon. Dari penelittan ind, penulis
menyimpulkan;

L. Permohonan penetapan kuorum RUPS, tidak serta merta dipenuhi oleh Pengadilan
Negen. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan atas Penetapan No.
240/Pat.P/2008/PN Jkt. Sel, maka apa yang menmjadi dasar diterimanya
permohonan, adalah sebagai berikut:

a} Tanggapan Pemegang Saham alas permohonan penetepan tersebut,
Pada inlinya disini adalah pemegang ssham hamus dijadiken pihak dalam
permohonan. Dengan posisinya sebagai pihak dalam permohonan, maka
pemegang seham juga dapat didengarkan informasinya oleh hakim. Bila dalam
permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga, pemegang saham tidak dimasukkan
menjadi pihak, maka Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan, karena tidak
memenuhi syarat formil. Dengan adanya pemegang saham sebagai pihak, maka
ada kesempatann baginya untuk menyampaikan alasan serta fanggepan atas

pengajuan permchonan tersebut. Dengan demikian informasi yang didapat oleh
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hakim Pengadilan Negeri dapat lebih seimbang, dan menghasilkan penetapan
yang lebih adil. '

Terpenuhinya syarat normstif, vaitu segala kefentuan yang digyarstkan dalam
pelaksanaan RUPS harug terpenuhbi dalam RUPS pertama dan kedua, Dalam
mengajukan permohonan penetapan kuorum ketiga, pemohon harus memastikan
bahwa segala tshapan penyelenggaraan RUPS pertama dan kedua yang
disyaratkan dalam UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan hatus
terpenuhi.

Adanya asas kemanfaatan dari terselenggaranya RUPS ketiga.

Disini pengadilan negeri berperan dalam melindungi kelanjutan/eksistensi suatu
perseroan. Dalam proses lahimnyva hukum, hal ini dikenal scbapai asas
kemanfastan. Artinya, bahwa bukum dibuat berguna untuk orang banyak dan

_ masyarakat. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum itu untuk manusia atau

orang banyak, oleh karena 1tu 2u§uaza hukum harus berguna untuk manusia atau
orang banyak tersebul, Terhalangnya peiaksanéan RUPFS Luar Biasa PT BS,
karena tidak terpenuhinya kuorum, dapat merugikan barnyak pihak, bukan hanya
pemegang saham PT BS.

Pihak vang berkepentingan dalam hal ini pemegang saham, telah ditarik menjadi
sebagail pihak dalam permohonan, yaitu sebagai termohon, maka dia pun tenkat
dalam hasil penetapan itu. Dengan dikabulkannya permohonan penctapen kuorum
RUPS ketiga, maka selain terhadap pemohon, penefapan inl juga mengikat
termchon. Untuk #tu, ketentuan babwa pepetapan kuorum RUPS bersifat final dan
mempunyai kekuatan hukum tetap, juga berlaku kepada termohon. Sehingga, bila
permmohonan diterima, maka termohon tidak dapat melakukan banding atan pun
kasasi atau peninjauan kembali, Dﬁlam UU Perseroan Terbatas, hal ini diatur
demikian agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Namun, bila termohon tetap tidek puas atas hasil pepetapan, atauy mcrasa
dirugikan, maka termohon dapal mengajukan gugatan perdata baru. Tentu saja
gugatan fersebut tidak zken menunds dileksanakannya RUPS ketiga, karena
kepentingan barryak pihak bergantung pada pelaksanaan RUPS tersebut.
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Dengan dernikian permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini sudah

terjawab. Babwa dasar diterimanya permohionan tergantung pada diterima atau tidaknya

alasan/iawaban pihak termohon oleh hakim, terpenuhinya syarat normatif, dan adanya

manfaat dikeluarkannya penctapan, Sedangkan atas penetapan ini, termohon fidak dapat

mengajukan banding atau pun kasasi atau peninjausn kemball, karena hasil penetapan

juga mengikat pemegang saham, sebagai termohon. Yang dapat dilakukan pemegang

saham yang tidak puas akat hasil penctapan adalah mengajukan gugatan baru.

3.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan vang telah dikemukakan di atas, penulis mepyarankan:

1.

Agar dalam permohonan penetapan kvorum RUPS, pemegang saham ikut
dimasukican menjadi pihak, Hal ini karena permohonan penetapan kuorum RUPS
tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair, tetapi harus dipandang sebagai
perkara conlenfiose. Maka, bila ingin mengaivkan permchonan penctapan
kuorum, pihak vang berkepentingan dalam hal ini, pemegang sabam juga
dimasukican menjadi pihak dalam permohonan, vaitu sebagai termohon. Karena
bila pemegang saham tidak ditarik sebagai termokhion, permohonan dapat ditolak
oleh Pengadilan Neger, atau pemegang saham dapat mengatakan, bahwa ia tidak

terikat dengan hasil penctapag tersebut, karena ia bukan pihak dari permohonan,

Agar RUPS selaly diselenggarakan sesuai dengan UU Persercan Terbatas dan
anggaran dasar perseroan. Karepa jika nanti ternyata kuorum RUPS tidak
terpenuhi dan harus mengajukan permohonan penetapan kuorum ke Pengadilan
Negeri, tidak ada cclah bagi pengadilan negeri untuk menolak permohonan, yang
disebabkan tidak terpenuhinya syarat normatif. Bila ada dalam proses
penyelenggaraan RUPS pettarna atay RUPS kedua vang bertentangan dengan UU
Perseroan Terbatas dan anggaran dasar, pemegang saham dapat menjadikannya

alasan agar hakim pengadilan negeri menolak permchonan tersebut,
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PENETALPAN
No. 240/PdLPTI008IPN.JKT Sal.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadien Negeri Jakarta Selgtan yang memeriksa dan mengadii perkara
permchoenan pada lingkat pertama, telah mambadkan Penelapan sgbagai berikut di bawah

iri atas pemchibnen dant

#1. BUMIPERMAI SURYALESTAR),

Suaty perserpan terbatas yang didirkan menurut dan berdasarkan hukum Negara
Regublik Indonesia, berkedudukan i Jakarta, yang daiam hal int memiih domisili
hukum di sfamat Kuasanya yaltu Agus Soetopo, SHMH., Advokat pada Kanlor
Hukum ADAMS & CO, Counselitrg.at Law, berkantsr di Wisma Burmni Putera,
Lantal §5, Jalan Jenderal Sudisman Kav, 75, fakana Selatan, berdasarkan Burat
Kuasa Khusus tangge! 28 Agustus 2008, selanjuinys disebit PEMOHON ;

#

MELAWAN :

L PT. SARIN MULTIAGRO SENTOBA,
Suate perseroan terbatas yvang didirkan menunat dan berdasarkan hukum
Negara Republk Indonesia, barkedudukan 4 Jskerta, berkanter df Gajah
Mada Tower, Laafai 20, Suite 01, Jaian Gajah Mada No. 19-26, Jakarta Pusat,

selanjulnys disebul TERBOHON ;

0. TENAGA LESTARI{M] Sdn. Bhd,,
Suatu perusahean yang didikivan berdasarkan Malaysion Companies Aot

1068, “ﬁibawah nomar registrasi 312715, berkedudukan ¢ Tiara Labuan, Jalan

. Tanjung B#ia, 57000 F.T. Labuan, Malaysia, melaiui Kuass Hukumnya yailu
David ML, Tobipg, SH.MKn., berkantor o Wisma Bumi Putera, Laniai 15,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakerta Selatan, seﬁan}u{nyé disebut
TURLY TERRMOHON ; N

Pengadilan Neget tersebul )

Telah membaca surat-surat datam berkas permobonan |

Telah ... 12

;; - é\
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Telah mendenger keterangan Pemohon, Termohon dan Turul Termohon di

persidangan

Telah mempelsfsr bukthbukdl tertulis yvang dinjukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbzang, bahwa Femohen melsiui Keasa Mukumnya telah mengajukan
Permohonan terfanggal 28 Agustus 2008, yang telah lerdaflar di  Kepaniteraan
Pengaditan Neger Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agusiug 2008 dibawah Register
Ne. 240/Pdl P/2008/PN.JKT Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut @

A. KEWENANGAN KETUA PENGADILAN REGER! JAKARTA SELATAN UNTUK
MENERIKSA PERMOHONAN AQUO

1. Bahwa PemohoniPerseroan adalah suatu perseroan ferbatas yang berdomisil
di Jakarta Selatan dimana domisili Pemohon/Perseroan tersebut berada datam
witayah hukus Pengaditan Neged Jakana Sefatan, Oleh karena itu, sesugi
dengan kelentusan Fasal 88 avat (8] junclo Pasal 88 ayvat {5} 1 PT,
permohionan a quo herus diniuken kepads Kelus Pengadilen Negsrd vang
daerah hukumnys melipull domisl Pemiohon, Dengsn demikian, Kelusg
Pengadilan Neger Jakarls Selatan berwenang untuk memerksa permohonan ;

Pasel 88 ayat (4) LU PT : )
(4} Ketentuzn sehagsimana dimaksud datarn Pasal 86 ayat (5), ayaf {i’:f}. ayet

{73, ayat (8L, dan ayat (8] mufalfs mutancks bedabu bagh RUPE
sehagaimsna dimeisud pads ayat (117 ’

Pazal 86 ayat (5} LU PT:
Y5 Datam hal kuorum RUPS kedua sabagaimane dimaksud pada ayst {4)

fidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepatta kefua pengadian
neger vang dagrah Hukumnva melipol {empal kegudukan Perserpan
atas pernchonan Perseroan agar difetepkan kuorum untuk RURPS kefiga”

i

8. SUSUNAN .. /3

ur
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8. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PEMOHON/PERSERCAN

2. Bahwa susunan torakhir pomegang saham Pemohon/Persercan berdasarkan
Akta Pernyataan Tentan) Sebenian Keputusan Rapat Urmsm Pomegang
Saham Tahunan Pergsroan Neo. § tanggal 18 Junl 2007, yang dibuat
(hadapan H, Parindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakaria, sebagaimana
ielah dan dicstal dalam Slsminbakum Menterd Hukem dan Hak Asasi R
tanggal 21 Juni 2007, dan telah mengdapatan pensrimaan pemberii&zhuamﬁéari
Manter Hukur dan HAM N"tz, W7.HT.01.10-8080 tanggal 21 Juni 2007, adsafah

ssbagai bariiet ;

g. Tenaga Lestar] (4] Sdn. 8hd., selaku pemegang 1.249.411 {8aty juta dua
ratus smpat puluh sembllan fbu empal ratus sebelas] saham, aizw
sefurutinya mewakil 563'% {ima puuh enam parses) darl jumiah totel modal
yang telah ditsmpatkan 'dan diambil baglan datam Pemohon/Persercan |
dan i

b

b. PT. Sadin Mulliagrs Sentosa, selaku pemegang 991878 (sembilan falus
delapan puiuh sal ribu enam ratus tujuh pulub sembiizn) saham, atau
sshurghnya mewakili 44% {empat paiuh empat persen}‘dari fumial otal
modal  ‘yang: telah  ditempatkan  dan  diambil  bagian  dalam
Pemahen/Perseroan " -

. €. FAKTA MUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN RUPS LB
; PERSEROAN

Penyesualan Anggaran Dasar Pergeroan

3. Bahwa segak Ut PT di&ndanggkan / ¢iberigkukan, UL PT pada Pasal 157 ayat
£33 telah mengaman&tga;#mewagibkan kepacia selurdh persernan yang teiah
memparcleh status badan hukum berdasarkan peraluran perundang-undangan

’.[termasuk Pemohon} urduk  menyesuvaikan  anggaran dasamya  dengan
“ketentuan UU PT. P'E)rzyeég}aian iy sendii harus dilekukan paling Tambat

L g b e g

sampal dengan tenggal 18 Agustus 2008 ;

e E e T e a —a ey

Passl ../ 4

' %
i F
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‘b
Pasal 157 ayai (3} UUPT
Y3 Persgran yang Jslah memperoish status badar hukum berdaserkan

peraluran perundang-undangan, dalem jangka wekiu 1 (sefy) iphun

sotelah berfakunys Undang-Undang ini weiib menvesuaikat 8ngoaran
desamva dengsn kelenluan Undang-Undang Inf";

-%

4 Bshwa untuk meiékakan penyesualan anggaran dasar ssbagamana
dimaksud Pasal 157 ayat (3) UU PT, maka harus dilakukan perubahan

anggaren dasar Pemohm@egggggaﬁ dimana keputusan untuk dilskukannya
perubahan it sendir wajib difetapkan oleh RUPS. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Fasal ‘EQ ayat {1} vang seiengkapnya menyatekan babwa
"Ferubahan angng:ran_dasar ditetapkan RUPS";

6, Bahwa agar Peﬁ'tohonfperseroan dapat melaksanakan/memenuhi amanat
LJ PT khususr;ya Pasal 157 ayat (3) UU PT, maka ‘Pemohon/Perseroan
harus terlebih -dahuly menyelenggarakan RUPS dimana RUPS tersebut
manyetujii untuk d;lakukannya pembahan anggeran dasar Pemohon/
Persercan yang disesuaikan dengan ketentuan UU PT;

Pamanggiian RUPS LB Pertama

8. Bahwa sesual dengan ketentuan Pasa{} 81 ayat (1) UU PT, Direksi Pemohon/
Perseroan wajib melakukan pemanggifon BUPS kepada para pemegang
saham sebelum RUPS LB Perlama diselenggarakan. Qieh karens I,
Pemohon/Perseroan  telah  melakukan  pemanggiian  dengan  cara
mengirimkan  surat  tercatat/undangan 2er§%anggai 28 Jufi 2008 yang,
ditujukan kepada pemegang saham Pemohon/Parseroan {in casu Termohon
dan Turut Termohon), agar Termohen dan Turut Termohon hadir dalam
RUPS LB Pertama dengan mata acarafagéncfa rapat vaitu penyesuaian
anggaran dasar Perseroan dengan UL PT, pada tanggal 14 Agusius

2008 ;

1™

Pasal 81 ayat (1) UU PT:
{1} Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum

nenvelengarakan RUPS”

Ay

7. Bahwa r 5
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. Bahwa pemanggilan RUPS LB Pertanm vang dilskukan itu sendid telah

sesuai dengan keteatuan Pasal 81 ayat (1) UU PT dan Pasai 82'ayat (1}, (2),

3

dan (4) LU PT.karena psmanggilan RUPSLE Pertama dilakukan dengan

Lara

f’emaﬁggiianlﬁi}f‘-’s LB Pertama dilekukan Direksi Pemohen/Perseroan
dalam jangka waklu 14 {empat belas} hari sebelum RUPS LB Pertama

diselenggarakan ;
?’emaaggiian dilakukan dengan cara mengirimkan suraf tercatat ;

Dalam surat tercatat/uriangan telah dicanturmkan tanggal, wakiu, fempat
dan maia acara rapat ; dan

Fahan RUFS LB Parama ielab dikirimkan dan diterima oleh Termobon

dan Tyrut Termohon ;

Dengan demikian, telab lerbukll bahwa pemanggilan RUPS LB Pertama
yang dilakukan oleh Pemchon/Perseroan telah sesual dengan Kelentuan
Pasal 81 ayat (1) UU PT dan Pasal 82 ayat (1), (2}, (3) dan @) UU PT ;

Pasal B2 GUPT .
1) Pemanggilan RUPS dzfakuk&:s‘, dalam jangks waklu paling lambet 14

{2

£

(4)

(5

diadakan, dengan lidek

mempemzzﬁngkan {awggef pemanggifan den langgef RUPS;
Pemanggilen RUPS difakukan dengan Surat Tercatel darvstau dengan
ikian dalam Sursf Kabsr;, 5

Dalam panggilan RUFS divanturmkan tanggal, waktu termpat dan mats
acara rapal disertal pembertahuan bahwa bshen yang aken
dibicarakan dalam RUPS lersedis df Kantor Perseroan sefek tanggal
ditakukan pemanggitan RUPS sampai dengan fanggal RUPS diadakan;
Perseroan wajib f@eméen’kan safinan bahan sebagzimana dimaksud
peda ayal (3] kepads pemsgang saham secara cuma-cuma fjika 1
ditrninta |

Dalam hal .....dst";

r
x
f

’ . Penyelenggerasn .../ &
‘ (
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Penyelenggaraan RUPS LB Pertama

& Bahwa RUPS LB Pertama felah diselanggarakan pada langgs! 14 Agustus
2008, ber{en;rpat di Kantor Notaris Parindungan L. Tobing, SH., Notaris di
Jakarla, sebagaimana dapat dibukiikan dengsn Akia Berita Acara No. 8
tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat oleh H. Pariindungan L. Tabmg, SH.,

Notans di Jakarla ;

8. Bahwa meskipun telah dilakukan pemanggilan RUPS LB Pertama, faktanya
pada RUPS LB Pertama hanya dihadini oleh 1 (saty} dan 2 (dua;} pemega;'ug
saham Pemohon/Perseroan yang ada yaitu Turut Termohon selaku
pemegang 1.248.411 (saty juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat
ratus sebelas) saham, atau seluruhnya mewakili 56% (lima puluh enam

; ~ persen) dari jumlah total modal yang telab ditempatkan dan diambil bagian

i dalam Pemohon/Perseroan. Sedangkan pemegang saham  Pemohon/

Persercan fainnya fidak hadir dalam RUPS LB Pertama yaitu Termohon,

gelaky pemegang 981.679 (sembilan ratus delapan puluh salu enam ratus

fufuh puluh sembiian) saham, atag seluruhnya mewakili 44% fempat puiuh
empal pessen} dari jumisly total modal yang telsh ditempatikan dan diambil
bagian dalam Pemahcnfperseroan

10.Bahwa cleh karena pada RUPS LB Pertama hanya dihadin 58% darl jumlah
selruhl sgham Pamohon/Perseroan dimans jumiah saham, seluruhnya
adalah 2.231.090 maka RUPS LB Perfama fidak dapat gilanjutkan. Ha! ini
dikarenakan Pasal 88 ayat (1) UU PT dan Pasal 25 ayat (1) huruf a
Anggaran Dasar Pemochon/Persgroan mensyaratkan bahwa RUPS unfuk
mengubsh anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paiing
. sedikit dihadir olel 273 (dua per tiga} baglan atau 88,6% dari jumiah sefuruh
-saham {kmm!im kéhadiran} dan kaputuzsaa d;satujm oleh 2/3 {dua per tiga}
baglan atau 66,6% dar jumlah seluruh .éaham (kuorum  pengambilan

kapulusan) ;

EUF TP T

Pasal 48 ayal (1} UU PT : .

‘1) RUPS urtuk mengubah enggaran dasar dapat d;'faﬁgs ungkan jika dalam
- . repst pa.!:ing sedikit 2/3 {dua perfiga) bagian deri jumiah seluruh seham
dangen hek suara hadir sfau diwakili dalam RUPS dan keputusan

adalah . f £7
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sdalah sob jke disstuji paling sedidt /3 (dua perlige} begian darf
jumizh suara yeng dikeluarkan, kecuali entggeran daser monsnfukan
kuorum kehadiran denfalau kelertusn fentanyg pengambilan keputusan
RUFS yang lebih besar”;

i’asai 25 ayat (1) hurdf a Anggaran Dasar Perseroan

‘Perubahan Anggeran Dasar harus diputuskan berdasarkan suafu keputusert
Rapat Umum Pemegang Seham Luar Biass, yeng dihadii oleh pera
pemegany saham dan/elau kuasa pera pemegany saham yang tmewakili
paling sedikit 2/3 {dus per Gga) bagian dari jurilah selunth saham yang telah
dikeluarkan dengan hak suera veng saf, dan keputusan harus diambil
berdasarkan suera seluju paling sedikit 2/3 (dua per tiga} bagian dani jurnlah
seluruh saham yang dikeluarkan dangar hek suara veng sah™;

’ 11. Babhwa meskipun kuorurn kehadiran pada RUPS LB periama ¢ tdak tefca;mi,
namun RUPS LB Pertama tetap dibuka dan kemudian ditutup se!an;utaya
mengenai tidek tercapainya kuonum kehadiran telah dicaiat dalam natulen
rapat, Hai ini sesugi dengan ketenfuan Pagal 88 ayét (4} juncto Pasal 86 UL}
PT, vang pada pokoknya menyalakan bahwa suatuy RUPS harus tata:p_ ‘

dibuka meskipun kuorum kehadiran tidak tercapal ;

Pased 88 ayat (4) UU PT ¢
(4} Ketentusn sebegaimana dimaksud dalam Passt 86 ayal (5, ayat (6,
syat {7}, ayal (6), dan syat {9) mutatis mutandis beraku bagi RUPS

: sebagaimanag dimaksud pada syat (1) ;

Pasal 86 DU PT: Penjelasan Pasal 86 OU PT
“t1) RUPS dapat dilehgsungkan.,..dst
{2} Dafems hal kuorum sebagaimana | (2) Dafam hal kuorum RUPS perfama

dimaksud peda ayal (1} tdak tidak tercapai, rapaf harus fetag

fercapai, dapat dladakan gibuks dan kemudizn  ditutup

pemangoifan RUPS K§dz:a ; dengan membiat notulen repat
vang mengrangkan batwa RUPS
Perfarme fidak dapalt dilanjutkan
" ’ karena kuorum fdak tercapai déﬁ
sefanjstnva depat  diadakarn
pemanggilan RUPS yang kedua" ;

{3} Dalam ... 7 8
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Pasal 157 UUPT :

*t3) Perserven yang lelah mempsroleh stefus badan hukum berdasarkan
psraturan perundeng-undarigan, dalarm fangke wakiy 1 {salu) tahiun

setefaf; berfskunya Undang-Undang ini waith menyssuaiken anqueren
gasarmve dengen kelentuan Ung{ana-ikzgﬂa inf";

808 - 3 arya datarn jengke
wakiis sebaga:mana dimaksud psda ayat (3) dapaf  dibubarkan
bardasarkan putusan pgngadian negen ates permohonan kejaksaan
afay pihak yang berfepentingan”; |

18. Bszhwa mengingat kuorum kehadiran yang iercapai pada Q{}PS LB Pertarnn
dan RUPS LB Kedusf bapya sebesar 56% dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau drwakilkan dalam kedua RUPS L8 lersebut, sedangkan
kuorum kehadiran RUPS L8 Pertama menurnul Pasal 88 ayat (1) UL PT dan

C Pasal 25 ayat (1) Anggaren Dasar Pemchon/Persercan adalah sebesar

i 86,6% dan ku?wm kehadiran RUPS LB Kedua menurut Pasal 88 ayat (3)

: UU PT adalah sebesar 60%, meka apabila RUPS L8 Ketiga diselenggarakan

tanpa ditetapkan kuorum yang tebih kecil dan Termohon tetap, tidak hadir:
RUFS LB Keliga yang akan diselenggarakan telap tidak ffapaf
difangsungkan maupun mengambi!kan kepuiugan dan pada  akhimya

. Pemohon/Persercan lidak akan pemall dapa! menyesusikan anggaran

dasesnya dengan UU PT. Padahal, penvesuaian zm wajib dilakukan Q{eh

L

seliap perseroarn termasuk Pemchon/Perseroan senﬁin

Dengan demikian, -agar penyesyalan anggaran dasar Pemoh&nf?eréeman
tidak terhamibat olsh karena disebabk’sﬁw lidak tercapainya Ruorum kehééimn,
maka Pemochan/Perseroan perly mengajukan permahonan untuk ditetapkan
kuorum kehadiran dan kugrum pengambilzn keputusan vang lebih kecil:
yaitu ; (B 50% + 1 (lirna puluh persen plus salu} bagian dar jumiah sefurub
saham derngan hak suara hadir atay diwakili dalar RUPS LB Ketiga (kusrum
kehagiran) ; dan (i) 80% + 1 {lima puluh persen plus saiu) bagian darf jumiah
suara yang dixalua;kan secara sah dalam RUPS LB Kefiga (kuorum
pengambd an k@musz&n} sehingga RUPS 1B Ket:ga yang akan da&mg
dapat - dilaksanskan dan mengambil keputusan urtuk dzsetu;umya
dilakukannya penyesuaian anggaran dasar Pemohon/Perseroan dengan

HIPT:

18. Bahwa 712
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19, Bahwa mengacu pada kelentuan Pasal 88 ayat {8) UU PT, RUPS LB Ketiga
harus diselenggaraken dalam jangka wakiu paling cepat 10 {sepuk}}}} hari
dan paling jambal 21 (dua puluh’saty) hard sefelah RUPS LB Kedua
ditangsungkan sehingge apablia mengecs pada kelentuan tersebut,
permanggilan RUPS LB Ketiga harus dilakukan paling lambat tanggal 10
September 2008 dan RUPS LB Ketiga sendir diselenggarakan paling lambat
pada tanggal 18 _September 2008, Dengan demildan, Pemohon berharap
agar Ketua Pengadilan Negeri Jokarta Selatan berkenan mengeiuarkan
penetapan atas permohonan aquo paling lambat tangga! 8 September 2008
{satu hari sebelun jangka waklu maksimal dilakukannya pemanggilan RUFPS

LB Ketiga} ;

Narmum, Pemohon jugs sadar gkan ketentuan hukdm acara petgzeﬁksaan
permohonan dimana pihak-pihak yang berkepentingan harus turut dipanggil
dan cleh karenanya proses pemerikssan akan memakan waktu meiebihi
angka waldy maksimal untuk diselenggarakannyas RUPS 18 Ketiga
! sebagaimam‘ ditentukan dalam Pasal 88 ayat {8) UU PT yaitu pﬁda tangoai
18 September 2008. Dengan demikian, apabila penctapan atas permohonan
anquo tidak dapat diberikan dalam jangka wakiv 10 (sepuluh) hari sebelum
RUFS LB Ketiga diselenggarakan mgka Pemohon memohon kepada Kelua
‘Pengadilan Meger Jekarla Selatan agar dalam smar penetapan ciz{etapkan

wekin gaimg cepat ?ﬁ t’senuluh} hari dan gallng ¥§mbat 21 (dua pulgh satu)

hari sejak tanggal penetapan atas pennchonan agud difetapkan ;

Berdasarkan urgian lemsebul di atas, Pemohon/Persercan dengan ini memohon
kepada Ketua Pengadiian Neger Jaekarta Belstan agar kiranya berkepan unfuk

memberikan amar Pensiapan sebagai berikut

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhaya |

2. Menstapkan kuorum kehadiran untuk dapat diselenggarakannya Rapat Umurn
Pamegang Szaham Luar Biasa PT Bumipermai Suryalestan Ketiga adalah paling
sedikit 50% + 1 {lima puluh persern plus satu} bagian dar jurnish selurub saham
dengan hak suara hadir atau diweki dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biaga farsebd
3. Menetapkan . F £13
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3. Menetapkan kuorum pengambilan kepulusan dalam Rapst Umure Pemegang
Saham Lugr Biasa PT Bumipermai Swryslesian Ketiga adalah paling sediit 50%
+ 1 (ima pulvh persen plugs sety} bagian dard jumish suara yang dikelugrkan
secara $ah datam Rapat Umum Pemegang Sabam Luar Biasa PT Bumipermai
Burydlesiyn tarseby ; ;

4. Menetapkan penyelenggaraan Rapst Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
Bumipermai Suryalestart Ketiga dengan kuorum  kehadian dan  kuorum
pengambiian kepuiusan berdasarkan Penelapan ini diselenggarakan daiaxm jangke
wakiu paling cepat 10 {sepuluh} hari dan paling lambat 21 {dua puiuh éa;izzj pian

1
3

sejak tanggst Penelapan ind |
5 Menystakan Rapat Umum Pemegang Saham lLuar Biasa PT Bumipermai

Survalestar Ketigs yang diselenggarakan dengan kusrum kehadiran dan kuorum
pengambdlan kepuiusan berdasarkan Penetapan ini adalah sah dan mengikat ;
6. Mensiapkan Diaya permohonan menund hukum

Apzbia Hakim yang memerniks2 permahonan ini berpendspat lain, mohon peneiapau
yang seadi-adinya {ex acaud et bono) | J | o

-

Menimbang, bahwa pada har persidangan yang telah diletapkan, Pemohon
hadir mehghaéap Kuasanya tersebid di atas, Termohon hadir kussanya bemama
Dantes Mutagaol, SH., berdasarkan Surat Kussa Khusug terdanggal 10 Seplember
2008 dany Turul Termchon hadir kuyaganys bemama David ML Tobing, SHMKn,,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2008 |

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana UU No. 40 Tahup 2007
tentang Ferseroan Terbafas bahws pemesksaan permohonan sebaggimana. yang
disebutkan dalem UU No. 40 Tahun 2007 iersebz;i adaiah bersifal sumir maks dengan
demikian Permohonan ini tidak temasik kepada perkara yang walib dimediasikan ;

Menimbang, bshwa oleh karens flu pemerksaan diterugkan dengan

» membacakan w'{ai permotionan Pemiohon tersebiud df atas don Pemohon mengaza&azz

liddak ada psrubahan dari permohonannya iersebul

Menimbang, bahwa atas permohunan Pemohon tersebat Termohon telah
pula mengajukan jawabannya terangoal 19 Seplember 2008 yang pada po!wkﬁya

mengemukakan sebaga berkut i
3
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1. Bahwa Pemochon dalam bal ini PT. Bumlpermnai Suryalestad yang diwaklii oleh
Sunny Ng Kim Peh sslaku Prosiden Oireltur tidak memifid kualitas (Legal
Standing} untuk mengajukan Permohonan ini karena Sunny Ng Kim Poh dan
anggota Direks! lainnya dan Anggota Komisars persaroan diangkat berdasarkan
keputusars RUPS Tahunan yang -tidak sah dan RUPE Tahunan vang daser
hukum penyelenggaraannya adalsh cacat hukum dengan penjelasan sebagal

berkut :

a. Keputusan RUPS Tahunan pefsefman tertanggal  15-08-2007 vyang
memuiuskan mengangkat anggota direksi dimana Sunny Ng Kim Poh duduk
sebagal Presiden Direkiur dan mengangkat anggota komisaris perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Akla Notars Nomor 6 dibuat dihadapan
Notaris Haji Padindungan Lumben Tobing, Sarjana Hukum sdalah keputusan

RUPS yang tidak sah karens .

EE—

a.1. Berleniangan dengan Pasal 10.1, yang berbunyi "Direks) terdisi atag 7

: {tuiuh) orang anggota, maliputi 4 {(empat) orany anggota warga Negara
asing dan 3 ({figa) orang anggota warga Negara Indonesia, dehgan
susiunan sebagal berikul : a} seorang Fresiden Direldur ; B) 1 {(satu)
crang wekil Pregiden Direkiur, dan ¢} 5 (iirrf’a} orang direkiur,
sedangkan dalam keputusan RUPS Tahunan tersebut hanya terdi:zi dasi
4 (empat)y orang direksi dan seluruhnya sdalah warga Negarg asing
fidak ada secrangpfzn direksi yanyg berkewarganegaraan indonesia |

2.2. Bertentangan dengen pasal 13.1. yang herbunyi “Dewan komisaris
terdiri atag 7 {juh) orang anggota, meliputi 4 {empatl) orang anggote
warga Negara asing dan 3 (lige) orang anggola warga Negara
indonesia, dengan susunan sebagai berikut  : &) secrang Presiden
Komisaris ; b} 1 {salu) orang wakil Presiden Komisaris, dan ¢} 5 {fima) -
orang Komisaris, sedangkan dalam keputusan RUPS Tahunan tersebut
hanya terdirt daui 4 {empat} orang dan seluruhnya sdalah warga Negara
asing tidak ada seorangpun warga Negara Indonesia ;

a.3. Bshwa keputusan HLUPS Tahunan yang mengangkat anggota direksi
dan anggota Komisaris yang baru adaiah merupakan sustu keputusan
yang mengubah anggaran dasar persercan yaitu mengubah pasal 28
tentang susanan ’anggota direksi dan damz’;f komisaris, bahwa menunit

pasal 75 ,}I;ls N
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pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1888 Jo. Pasal 88 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Persercan Terbetas Jo. Pasal 28
Anggaran Dasar Persercan menyatakan bahwa kuorum kehadiran
untuk mengubah anggaran dasar adaish 2/3 {dua pertiga) bagian dari
jumish seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ftelah
dikeluarkan dan pengambilan kepulusan sah apabila disetujui oleh
paling sedikit 2/3 {(dua pertiga) bagian dari jumiah seiurul suara yang
diksluarkan, fakisnys Keputusan RUPS Tghunan tersebut hanya
dihadiri oleh pemegang saham sebssar 56% demikian Juga keputusan
tersebut hanya diselujui oleh psmegang seham sebessr 58% dengan
demikian keputusan RUPS Tahunan tersebuf adalah tidak sah |

h, Bahwa RUPS Tahunan tertanggal 15-06-2007 tersebut dilaksanakan
berdasarkan Penetapan Pengadifan Negerl Jakarta Pusat Nomor
B8/Pdt P2G07/PNLJKT.PST fertanggal 18 Mei 2007, dimena terhadap
Penetapan farsebut Termohen telah mengajukan upaye hukum sebelum
RUPS Tahunan fersebut dilsksanskan yaity upasya hukum dengan
mengajukan gugatan perbuaten melawan hukum di Pengedilan Negeri
Jakarta Pusat dimana salah sati pelitumnya adalah menyatakan batal dan
tidak beorkeRKuatan hukur penetapan Nomor @ §8/PdLF2007PN.UKT PST
tersebut dimana proses gugatan perbuaten melawan hukum tersebut pada
saat ini berada dalem tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

¢. Bahwa adapun yang menjadi keberé!an Termohon terhadap Peretapan No.
BB/PALPR2007IPNJKY.PST tersebut sebagaimana diuraikan dalam gégatafz
perbuatan melawan hukum tersebuf yaitu © 1) bohwa penetapan lersebut
diputuskan berdasarkan bukti-bukdl palsu dan hasil rekayasa dari Pemohon
dalam permohonan tersebut (Tenaga Lestari (M) Snd Bhd/Turut Tsnﬁcban
dalam perkara inij dengan Prasiden Direktur Perseroan ’Tuan,'k Syed Abu
Bakar | 2} Termohon (PT. Sadin Multiagro Sentosa) dan Komisaris
Perseroan tidak pamah dipanggil dan didengar keterangannya dalam pekéra
permohonan penetapan Nomor @ 88/PALF/2007/PN.JKT.PST tersebut, hal ini
pertentangan dengan Yurisprudensi / Pendapat Mahkamah Agung tentang
permohonan yang diaju!::an berdasarkan pasal 67 Undang-Undang No. 1
Tahun 1935 sebagaimana cisampaikan dalam surainya Ketua Muda Bidang
Perdata Mehkamah Agung RI Nomor : 01/Tuada PdVli2007 tetanggsl 16

Janugri 2007 ;

¢, Bahwa(t'. 116
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d. Bahwa dengan telah digjukannya upaya hukum oleh T&moho{ﬁ melalgs
gugatan perbuatan melawan hukum, maka Penetapan - Nomor '
B8/PdLPI2007/PN.JKT.PST tersebut belum berkekualan hukum tetap
sampal dengan putusan atas gugstan perbuatan melawan hukum tersebut
mempercleh keputusan vang telah berkekuatan hukum tefap, dengan
derikian  RUPS  Tahunan yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan
Nomer 88/Pdt PI2007/PNJKT.PST tersebut adalah tidak sah dan secara
oformatis  pula keputusan vyang disabkan daiem RUPS  Tahunan
tersebut adaiah fidak sah pula afay setidak-fidaknya dengan mengacu
kepada Yursprudensi/ Pendapat Mahkamah Agung RI sebagaimana telah
divrgikan distas maka Penetapan Nomor @ SB/PALPR007PNIKT PST
tarsebut tidak mengikat bagi Temmohon dan sscam olomatis pula
keputusan vang disahkan daiam RUPS Tahunan fersshbut qua tidak

rengkat bagi Tarmohon |

e, Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas
maka Pemohonan Pemohon haruslah dinyatskan tidak dapat diterima ;

. Bahwa yang dimaksud dengan Kuorum daiam pasal 80, pasal 88 dan pasal 88
Undang-tndang No. 40 Tahun 2007 adalah kuorum kehadiran dalarm RUPS,
sedangkan kuonum pengambilan kaputtmén datam RUPS tidak dikenal dan tidak
diatur, vang diatur adalah kelentuan tentang persyaratan pehgambilan
kepulusan yang sah dalam RUPE, diatur dalam pasal 87, 88 dan 89 ;

Bahwa permohonan sebagaimana dirmaksud dalam pasal 88 ayat {8) Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 fidak dapat di#afsirkan lain adalah permohanan
penatapan kuorum kehadiran untuk RUPS ketiga hal ini sejalan dengan alasan
permohonsn Pemohon mengajukan permohonan il yaitu dengan alasan
kuorum kehadiran pada RUPS pertama dan kedua tidak tercapal |

Bahwa dalam pasal 86 ayat (5) secard imilative telah distur bahwa penstapan
pengadilan hanyalah dalam hal menetapkan kuorum uniuk RUPS ketiga saja,
oleh karena #u petitum permchonan Pemohon point 3, point 4, dan point 5
adaizh tidak berdasar bukum oleh karena itu harusleh dinyatakan ditolak |

. Bahwa sebagal bahan renungan dan pertimbangan bagt Bapak +skint yang
ternormat dalam mengambil kepulusan dslam perkara ini periu Terrﬂcr?n

sampaikan hal-hal sebagai benkut :

- Bahwa .. 717
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Bahwa Perseroan PT. Bumipermal Suryaiestad adalah perusahaan PMA
Joint Venfure antara Tenaga Lestari (M) Sdn Bhd {Turut Termohon] selaku
pemegang saham sehesar 56% dan PT. Sadin Multiagro Sentosa
{Termohon) selaku pemegany saham sebesar 44% ;

Bahwa yang mamirnpin operasional perusahaan adalah Presiden Direktur
yvang dalam hal inl adalah oreng yang ditunjuk oleh pemegang saham
mavyoritas, sedangkan anggota direkst dan anggota komisaris dar pemegang
saham Indonesia tidak memiiki kewenangan apapun dalam parseroan
fersebut ; :

Bahwa sejak tahun 2007 alas ﬁdanya dugaan penyelswengan keuangan
perusahaan yang dilakukan oleh Presiden Dirgkiur, maka Tenmohon selaku
pemegang saham sudah bendang kali meminta kepada perseroan dan juga
telah meminta keprtda Tenaga Lestan (M) Sdn Bhd agar dilakukan audit
nvestigasi terhadap perseroan askan fetapl balk persercan maupun
pemegang saham mayoritas menolak usulan dard Termohon fersebut |
Bahwa atas penolakan audit tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal
110 Undang-Undang No. 1 Tahun 1988, Temmohon telah mengajukan
pempohonan pemeriksann terhadap persercan dan ataz  psomohonan
tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Jo. Kasasi Mahkamah Agung Jo. PK Mahkamah Agung felah mengabulkan
Permononan Termohon lersebut dan menunjuk auditor independent untuk
mengaudis  perseroan  tersebut,  akan  fefepi meskipun Penetapan
Pomerikeaan Perusshaan tersebyt felah  berkekuaian hukum  istap,
perseroan tetep idak bersedia diaugit dima_na setiap auditor datang pihak
perseroan selalu menggembok pinfu perusahaan den fidak mengilinkan
auditor untuk masuk ke dalam kantor perusahaan, bal Inl memunjukkan
arcgansi dan kelidakloatan perseroan terhadap hukum yang bedaky di
Indonesia ; :

Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini, Termohon selaka pemilik
saham sebesar 44% ftidak parnah mendapatken deviden dari perseroan
tersebut, demikian juga tentang kondisi hulang perseroan lerthadap May
Bank Mataysia dimana sebagai jaminan hutang tersebut adaiah saham dar
Termohon dengan cara gadal;, Termohon tidak pemnab mendapat informasi
dari perusahaan berapa sebenarmya sisa hutang perusahaan yang inelur;a

dibayar ; ‘
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Bahwa keputusan RUPS Tahunan terdanggal 15-06-2007 tersebut semakin
menuniukkan arogansi dan itikad buruk dari Tenaga Lestad (M) Sdn Bhd yaitu
1} Direksi yang lama befum mamperanggung jawsbkan keuangan perusahaan
sejak tahun 2003 sfd 2007 akan tetapi direksi lama felah diganti dengan direksi
yang bars, 2) snggota direksi dan anggois Komisanis yang sehanssnya diis]
oleh omang Indonesia secara sengaja dibuat lowong sehinggs Termohon tidak

; memifiki akses Iagl ke perserocan ;

- Bahws unluk mengatasi permasasighan yeng teradi antars Temmohon di saly
pihak dengan Pemchon dan Tunft Termohoa disstu pihak, maka Termohon
sesual Undang-Undang Perseroan telah menawarken kepads persercan 2gar
membel saham Termchon sesual dengan hargs pasar aken tetapt Pemchon

gan Turut Termchon menolak ;
Bahwa punoak dad sogens! dad Pemohon dan Tunit Termohon, yaitu

melaporkan Presiden Direltur dari Termchon kepada Kepolisian Daerah
Bangka Belitung dengan iuduhan pencuran dokumen perusahaan ;

- Bahwa berdasarkan kronologis singkat permasalahan anlare Temmohon
dengan Permohan dan Turut Temachon tersebid di atas, maka Joint Venture
didatam perseroan tersehbut sudah tidak memungkinkan lagt eniuk diteruskan,
dan wistuk menpakhin kerjasama afau joird ventuze tersebut menusal undang-
undang No. 40 tahurs 2007 &dslah melskii pambubaran perseroan,  dleh.
karerm v permohonan Pemochon éengan fjuan untuk reenibah éngggmn
dasar persercan guna menghindad psmbubaran sudah tidak relevan fagh,
kargns Termohon sendini yang akan mengajukan pemmohonan pembubaran
perserean dengan alasan unlk menghindan Kerugian vang iehin besar vang
akan diafaml oleh Termohon apabila perseroan ind tetay dialankan

Menimbang, bahwa sias pemmohonan Pemohon, maeka Tungt Termohon ugs
elsh mengajukan jawabannva terfanggs! 19 September 2608 yang pada pokoknya

mengemukakan sebagal bedkut

1. Bahwa Turul Termohon adalah pemegang saham dan PT. Bumipermai
Suryalesian ("Perserpan”) {in casu Pemchon) sebanyak 1.242.411 (satu juta dua
ratus empal puluh sembilan ribu empat ratus sebelas} saham, alau selurubinys
mewakii 868% {ima puluh anam persen) darn jumiah lal modal yang telah

diternpatkan dan dambi bagian dalam Persercan |
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2. Bahwa berdesarken panggian Aapal Umum Pemegang Saham {"RUPS" yang
disampatian oleh Pemohon, Turdt Tenmohon menghadin Rapat Umum Pemegang
Seham Luar Biasa Pgroeroan yang disglenggarakan pada tanggal 14 Agustus
2008 dengan agencia rapat yailu penyasugian anggaran dasar Perseroan dengan
ketentuan Undang-Urdang No. 40 Tehun 2007 tenlang Persercan Terbatas

RUPS LB Pariama™ ; -

3. Bahwa RUPS LB Perlama hanya dihadil oleh Turut Termohon saja, sedangkan
pemegang saham Perssroan Iginnys yang tidak hadir yaked Termohon ;

4, Bahwa odeh karena Kuonuin kehadiran pada BUPS 1B Pertama hanya sebesar
56% ssdangkan kuorum kehadiran yang harus dipenuhi adalah sebesar 88,6%
- maka kuorum kehadiran pada RUPS LB Pertama lidak tercapai

5 Bahwa Turgt Termohon kemball menerima panggilan RUPS dari Perseroan, Oleh
karena #Hu Turut Termohon menghadid Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biaga Perseroan dengan agenda rapat yeitu penyasuzian anggaran dasar
Persercan dengan kelentuan Undang-Undeng No. 40 Tahun 2007 {entang

Perseroan Terbatas yang disslenggarakan pade tanggal 28 Agusius 2008 (“QL}?S
1.5 Kedun"y ; ¥

#, Bahwa sama separti hainys dengan RUPS (8 Pertama, Termohon tetap.
tidak hadir pada RUFS I8 Kedua sehinggs kuorum RUPE LB Kedua fetan fidak

teepanuh

7. Bahwa meskipun telah diselenggarakan RUPS LB Perlama dan RUPS LB Kedua -
namun wyatanya kuorom rapat tetap fidek lercapal. Oleh karenanya Turut
Termohon memandany perlu distaskannya kuarum vang febih kect agar ?}UPS
LB Keliga yang akan disélenggarakan dapat dilangsungkan dan dapat mengambil

keputusan ; RN
| by
Bardasarkar hal lersebut di atas, Turut Termohon MENYATAKAN TIDAK
KEBERATAN glag permehonsn Pemohon dan mchon kepada vang Mulia Hakim yang
memeriksy permohonan inl agar menetapkan kuorum rapal sahingga Perseroan dapat
manyesuaikan anggaran dasarnya dengan keterfuan Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbalas. f}engan'demikian, Fersercan dapal melaksenakan
keglatarn usahanya sesusl {Sengém peratitan perundang-gndangan yang beriaku ;

Menimbang ... 20
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Memmbang, bahwa Pemohon untuk mengustien daii? permohonannys ielagh

mengaiukan aiat bult surat sebagai berikat

1. Bukl P

2 Badirg

(j} Bt F-3

#. Bukdi P4
B, Bkt -8
8. Bukli -4
7. Bukt P7
8. Bukti P-8
9. Bukti P9
10, Bukti P10
11, Bukti P11
12, Bokli P42

Surat Kelerangen Domisil Porusshaan No. 807/1.824.7/08
langoal 10 Ssplember 2008, yang dikeluarken oieh Pemerintah
Propinst Daergh Khusus lbokols Jekerla, Kolamadyz Jahara
Selatan, Kecamatan Selisbudl, Kelurshan Betisbudi ;

Tands  Baftar  Perusshaan  Persercan lerbatas No.
(#.03,1.01.88232 dengan Agenda Peﬁdaf;aran No. Bo3
RUB.08.08AV/2000 tangoel 13 Agustus 2007, vang dikeluarkan
eleh Pemedndash  Kolsmadys Jeksrla  Sslatan, Suky Dinas

‘Perindustrian dan Perdagangan, yang berlaku sampal dengan

28 Maret 2010,

Akia Pernyataan Tentang Sebagien Keputusan Rapat Umum
Femenang Ssham Tahunan PT. Bumipsnmal Suryalestarl No.
5] tarz:ggai 18 Juni 2007, yvarg dibuat dihadapan H. Padindungan
L. Tobing, SH., Notaris ¢i Jakarta ;
Surat Departermen Hukum dan Mak Asasi Manusia 8l No'mc_‘r :
WE-HT.G1.10-8060 {anggal 21 Juri 2007, Perihal ¢ Penerimaan
Pamberitahuan  Perubahan  Direksi  dan  Komisaris  PT.
Bumipermai Suryalestari ; )
Berita Negara Republik indonesia No, 77, tanggal 26 September
2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Mo. 268 ;

fBeorite Nagara Republik indonesia No.22, tanggal 18 Maret
1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1675 ;
Berta Negara Republik Indonesia No. 79, tanggal 1 Oktober
1896, Tambahan Berfta Negara Republix Indonesia No. 8391 ;
Herita Negara Republilc Indonesia No, 57, tar_ﬁggai 18 Juli 1998,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia NO.6338 ; '
Pasal 157 ayat (3) UU BT

Pasal 19 ayat (1) UU PT;

Surat Ref.hg, 31 1/AS-VE-0S-SM/AD/LVIR008 tertangga‘l 28

Juli 2008 (dalar bahasa Inggris) ;
Tesjemahan  Swral RelNo. 311/AS-YS-05-5M/AD/L/Vi{2008

tertanggal 29 Juli 2008 {dalam bahasa Indonesia) ;

13, Bukti P13 . 7 21
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14

18
17.
18.
i8.
0.
21.
22,
23.

[ 24
25,

@R

Bkt P-13
Bukti P14
Bukti P-15 ¢
Bukli P-16 .
Bkl P17
Bukd P16
Baskti £2-19
Bukhi P20 .
Bukt £-21
Bukli P-22 .
Bukti .23 -

Bukii P24
Bukii p-25 :

4

Surat RefNo. 312/AS-VS-OS-SWADANIF008 tertanggal 29
Juli 2008 {dalam bahasa inggyris)

Terfomahan  Surat RefNo. 312/AS-VS-O8-SMIADALVIF2008
tmtangga%isg juli 2008 {talam bahesa Indonesia)

Tanda  tarma pengiirman  Surgt Rel No. Q1Z/ASVE-0S8-
SM/AD/LAVI/Z008 tertangoal 29 Juli 2008 ; -

Aktz Barita Acare Fapat No. 8 tanggal 14 Agusius 2088, yang
dibuat olsh H. Parfindungan L. Tobing,SH., Notarls ¢f Jakarta ;
Surat Ref, No. B4BASVYS.O8-DMAD/LVINZO08 tertangual 20
Agustus 2008 {dalam bahass Inggris) ; e

Teremaban Surat Ref No.S48/ASVS-08-SM/ADANINZ008
fertanggal 2B Agusius 2008 {dalam bahasa Indenesia) ;

Tandz ferima pengiiman  Surat Ref. No. 348/A3-V8-08-
SMIADILVI/Z008 fertanggal 20 Agustus 2008 ;

Surat Hef. No. J49A5-VS-OS-SMWALJLAINRZ008 lenenggal 20

Agustus 2008 {dalam bahasa Inggris} ;
Teriemahan  Swrat RefNo. 3J40/AS-VE-(S-SMAD/L/VINZ008

terfanggal 20 Agustus 2008 (dalem hahass Indonesia) ;

Alta Berita Acara Rapat No. 22 tanggal 28 Agustus 2008, vang
dibuat pleh H. Parlindungan L. Tobing, $H., Notaris di Jakasta ;
Pengumuman  No, AHUAHGT 0200 tanggal 1@ September
2008, wvang dilandstangani Dieklr  Jenderal Admiistrasi
Hukum Umum Departemen Hukum dan Mak Asasi Manusia Al
Putugan No.213/PdtG/2067/PN.JKILPst ;

Pasai 67 ayat {4} Undang-Undang No Tahun 1885 tentang

Persaroan Torbatas {'UU No. 171898 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dgalil jawabannya Termohon telab
pula mangajukan bukl surat-surat sebagai berikut

Ehakti T-1
Buldi T.2
Suki T3

Bkt T-4

Anguaran Dasar PT Bumipermai Suryalsstart |

Surat Ketua Muda Mahkamah Agung No. D1/ Tuada Poiif2007
Surat Pengadilan Tinggl DKI Jakartle No W 10U/721/2168MK
02NVIN08 | ’ )

Sirat Kuase Hukem Termvhon No. 101ABLAVIIZDOE lerdanggal
12 Agustus 2008, yang ditujukan kepada Agus Soetopo, SH.,, MH.

Adams & (o,
Maenimbang ... f 22
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Menimbang, bahwa unfuk menguatkan dall jawabannya Turut Termahorn
juga tefah mengeajukan bukli surat-surat sebagai berikut :

1. BukiTT1 : Berita Negara Republik Indonesia No. 22, tangaal 16 Maret 1999_
Tambahan Berita Megara Republik indenesia No, 1675 ; -

2. BukliTT-2 - Akta Berla Acarz Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Bumipermal Suryalestar No. & tanpgsl 14 Agustus 2008,
yvang dibuat oleh M. Padindungan L. Tohing, SH., Notars di
Jakarta ;

3. BukiTT-3 - Akita Beria Aczea Rapal Umum Pemegang Ssham Luar Biasa
PT._ngamépemai Surystestan No. 22 lenggsl 28 Agusius 2008,
yeng dibuat oleh H, Padindungar {. Tabing, SH., Notads di
Jakorta ;

4, Bukli'TT4 . Akls Pemyataen Tertang Sshagian Kepuluggn Rapatl Unem
Femegang Spham Tshunan PT. Bumipsrmai Suryalestad No. 6
tangoal 18 Juni 2007, yang dibugl dihadapan M, Pardindungan L
Tohing, 8H., Notaris di Jakaria |

& BuklTT-5 : Surst Departermen Hukum dan Hak Asasi Manusia R Nomor ¢
W7-HT.01.10-9060 fanggal 21 Juni 2007, Perihal : Penarimaan
Pemberitahuan  Perubghan  Direksi  dan  Kamigars PT.
Bumipamal Suryalestar ;

6. BuekiiTT-6 : Alkia Berita Acara Rapat Umumn Pemegang Saham Taburan PT.
Bumipermai Surysiestan No, 4 tanggal 15 Juni 2087, yang dibuat
gleh # Fardindungan L. Tobing, SH., Nolards i Jakarta |

7. BukiTT-7 :  Pasat 67 ayat (4) Undang-Undang Mo 1 Tahun 1885 tentang
Perseroan Terbatas (LU No. /18857 ;

Marimbang, bahwe pada akhimyz Pemohon melalul Kuasanya memohan

paneiapan ;

tterimbang, bahwa hal-hal yang lerdadi di persidangsn yang belum termust
dalam penelapan ini difunjuk padas berlla acara porsidangan yang menupakan saty

kesatuan dengsn penelapan ini |

ral

TENTANG HUKUMNY A

Memmbang, bahwa maksud dan sugn pemotwnen Pemohon adsizh

sebagaimana lersebud di alas

Menimbang /fzs
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Menimbang, bahwa permohonan Pemchon lersebul disangkal oleh
Termohon sehinggs menurut hikum Pemohon  hartsiah  berkewsiiban untuk

membukiikan dald-dalil permohonanaya -

Menimbang, bahwa untuk membuikdikan dalibdai parmohonannya; fmaka
Pemohon lelah mengsjukan surat-gsurat bukti yeny diberi ianda dengan bukdi P-1

sid 1225 N $

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Temohon guna mengguhkan
dalil-dalil sangkalannyz telal pda mengaiiken surat-sural buktinya yang dibaii tarala
dengan surat bukti T-1 sfd T4, sedangkan Turut Termnhon guna meneguhkan dalil-
dalil jawabannya felnh pula mengajukan surat-surat bukil yang dibes arela dengan

sura! bukli TT-1 SR TT-7;

Menimbang, bahwa memperhdikan permohonan  Pemochon  maka
permohonan Pemochon lersebul pads pokoknya adalah agar Fengadian Neged
menalapkan kucrum kehadiran uriuk dapat diselenggarekannya Rapat Umum
Pemegang Saham Lhar Blasa (RUPS-LB) PT, Bumipermai Suryalestan (Pemohon]
adalah sskursngrRurangnya 50% + 1 (lima puluh persen plus saty) dadd jumlah seiurch
saham yang dikeluarkan Pefseroan dengan hak suare yang sah atau diwakili dalam
RUPS-LB lersebut guna menyesuvaikan Anggaran Dasamva dengan Ul No. 40 Tahun
2007 tertang Persaan Terbatas ;

Menimbang:, bshwa disamping #u, Pemohon juga meminla agar Pengadilan-
Meged menetapkan tzaiwa keputussen dalsmn Rapal Umum Pemegang Saham Luar
Biasa MT. Bumiperm_' i Suryalesiar tersebut ciapaz diambil berdasarkan suara sefujy
dari sekurafzg»kurang va 50% + 1 {lima pulub persen plus salul dan jumiah suzra
hadir yang dikeluarkan sacara sah dalam Rapat Umum Pemeagang Saham Luar Bigsa
FT. Bumipemai Suryalestart tersebud

l‘f!fmizz;bang. bahwa permghonan Pemphan tersebut  disangkal soieh
Termohon dengen alasan bahwa Pemohon yang dalam hal ini PT. Bumipgmmai
Suryalestar yang diwakili olgh Sunny Ng Kim Poh seiaku Presiden Direktur fidak
memiifii kualitas {Legal Standing) antuk mengajﬁkan Fermahonan ini karena Sunny
Ng Kim Poh dan anggota Direksi fainaya serla Anggola Komisaris perseroan diangkat
berdasarkan kepulusan RUPS Tahunan yang dak sah dar cacal hukum kareng
hertentangan dengan Pasal 10.1. dan Pasal 13.9, Anggaran Dasar Perseroan serta
helurn tercatat dalam Data Base SISMINBANKUM Deparfemen Hukum dan HAM ;

Bahwa .. /24
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14,
15
i8
17.
i8.
18.
26,
21.
22
23,

H 24x
25,

)

£

Bukli P-13 :
Skl P-14 1
Bukt P15
Bukil P-16
Bukli P17 -
Bukt P-18 ¢
Bukli P-18
Bukt P-20 :
Bukti P21
Bukt B-22
Bukli P-23

Bukti P-24 -
Bukip-26

"

Surat Ref.No. F12/AB-VS.OS-SMADANVIE08 {erangnal 28
JSull 2008 {dalam bahasa Inggris) ;

Ter;émahan Surat  RelNo,  3127A8-VB-OS-8MAALA/VHZ00B
tertanggalizg Ul 2008 {daiam bahasa indonesia) ;

Tanda terimz pengitlman Surat Mef No. Fi12/AS-VS-08.
SW/ADAVIFR008 tertanggal 29 Juli 2008 ; -

Alia Berlta Acara Hapat No, 8 tanggal 14 Agustus 2&084 Yang
dibuat sleh H, Perlindungan L, Tobing,8M., Notaris di Jakers
Surat A=k No. 34B/AS-VS-08-SM/ADLAIAZ008 tertanggal 20
Agustus 2808 (dalam bahass ngwls) ; '

Terjemahan Sural Refl No.J4B/AS-VS-OS8-SMIADLAAINR058
fertanggat 20 Agustus 2008 (delam bahasz Indonesiaj ;

Tanda terime psngiiman  Sural Hef. No. 248A8.VS.0S5-
SMAD/LAVII2008 tertangoe! 20 Agustus 2008 ;

Surat Ref, No. 349%/AS-VS-08-SM/ACANVINRE08 tsrianiggal 20
Agustus 2008 (dalam bafasa Inggris) ; :

Terismahan  Surat RefNo. 34%/A5-VS-O8-SMADA/VINR008
tertanggal 20 Agustus 2008 {dalam bahasa Indonssia) |

Alda Berila Acarg Mapat No. 22 tenggal 28 Agustus 2088, yang
dibuat oleh M. Patindungan 1. Tobing, 8H.. Notaris di Jakaria ;
Pengimuman No. ARHUAH.01.02-09 tanggal 10 Seplember
2008, yang ditandatangant Direkiur  Jenderal Administrasi
Hekum Umum Qapérteman Hukum gan Hak Asasi Manusia Fi
Putusan Ne.213/PaLG/Ro07/PN.Je Pst

Pasal 87 ayat (4) Undang-Urdang No.1 Tahun 1885 tentang
Porseroan Torbatas (LA No. /18957 ,

mMenimbeng, babwa iuk mpenguatkan daldl Jswabennya Termohon isigh
pula mengajiskarn buidi surat-surat sabagal beriku! :

Bkt 1.1
Boidi T-2
BukliT.3

Buklti T-4

Anggaran Daser PT Bumipsrmai Suryalestar;

Surst Ketus Muda Mshkamah Agung No, 01/7 aada PEi/2007
Surat Pengadian Tinggt DK! Jakarta NOW.10.U721/2169/MK-
o2VIyes ; : o

Burat Kuasa Hukum Termohon Mo, 1C0ABLAANIR00E terignggal
12 Agustus 2008, yang ditujukan kepada Agus Sastopo, SH., MH,

Adams & Co. ;
Menimbang ... /22
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$#enimmbang, tehwa uniuk menguatkan dafl jawabannya Turut Tennchon
jega telah mengajukan bukti surat-surat sebagai benkit -

¥

1. BuktiTT=-1 : Berila Negars Republk Indornesia No, 22, {anéga? 15 Maret 1298,
Tambahan Benta Negara Republik Indonesta No. 16751

2. BukiTT-2 : Akla Hedts Acarg Rapel Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Bumipermai Susvalestari No. 8 tanggel 14 Agusius 2008,
yang dibust cleh M Padindungss L. Tobing, 88, Nolaris. di
Jakarta ;

3. BukiTE3 @ Akla Beriles Acara Fapsi Umum Pemegang Sabam Lugy Biasa
P?,;Sézmipennai Suryaiestan Mo, 22 tangost 28 Agusius 2008,
yang dibual olel M. Padindungan L. Tobing, $H., Nolards di
Jakana ; ’

4. Buis':{i T4 :  Akla Pemyataan Tenizng Sebagian Kepulusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunas PT. Bumipermai Suryalestan No. &
tanggal 18 Juni 2067, vang dibuat dihadapan W, Pagindungan L.
Tobing, SH., Nolars di Jakarda |

i BukTE-5 : Sural Departemen MHukum dan Hak Asasi Manusiz Rl Nomor ¢
W7-HT.01.10-9060 tanggal 21 Juni 2007, Perihal : Penerimasn
Pembertdhvan Perubahan Direksi dan  Komisads  PT.
Bumipermai Survatestar ;

6§ Bukli TT-6 : Akla Gertz Acara Rapat Umum Pemegang Ssham Tahunan PT.
Bumipermai Suryalestari Ne. 4 tanggal 15 Juni 2007, yang dibuat
aleh #. Pardindungan L. Tobing, SH., Nolearis di Jakara ;

7. BuktiTT-7 . Pasal 67 ayal {4} Undang-Undang No. 1 Tahun 1585 tentany
Perseroan Terbatas (“UU No. 17188587,

Menimbang, bahwa pada akhirnys Pemohon melalui kuasanya memohon
neneiasan |

Menimbang, bahwa halha! vang terjadi di persidangan yang betum termuat
dalam penstapan int dilunivk pads berla acars persidangan yang merupakan salu
kasatuan dengan penetapan ini; '

-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan hgven permohonan Eemohon adaiah

sebagaimana tersebul di atas |

Menimbang /..123
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Menimbang, bahwa pemnohonan Pemohon tfersebut disangkal oleh
Termohon sehingga menurut hukum Pemohon haruslah berkewajtban untuk

membuklikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.‘ maka
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukli yang diberi tanda dengan bukti P-1

s/d P-25 ; :

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan
dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda
dengan surat bukfi T-1 s/d T-4, sedangkan Turut Termohon guna meneguhkan dalil-
dalil jawabarinya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan

surat bukti TT-1 s/d TT-7; >

Menimbang, bahwa memperhéfkan permohonan Pemohon maka
permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri
menetapkan kuorum ‘kehadiran untuk dapat diselenggarakannya Rapat Umum
Pernegang Saham Lhar Biasa (RUPS-LB) PT. Elui'hipermai Suryalestari (Pemohon)
adalah sekurang-kurangnya 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dar jumlah seluruh
saham yang dikeluarkaFl Perseroan dengan hak suara yang sah atau divakili dalam
RUPS-LB tersebut guna menyesuaikan Anggaran Dasamya dengan Ul No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang:, bahwa disamping itu, Pemohon juga meminta agar Pengadilan -
Negeri menetapkan It.;,ahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT. Bumipermgi’ Suryalestari {ersebut dapat diambil berdasarkan suara setuju
dari sei(urang-kurang ya 50% + 1 {lima puluh persen plus satu) dar jumlah suara
hadir yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bjasa

FT. Bumipermai Suryalestari tersebut ;

Menin';bang. bahwa permphonan F'em_ohon tersebut disangkal oleh
Termohon dengan alasan bahwa Pemohon yang datam hal ini PT. Bumipermai
Suryalestari yang diwakili oleh Sunny Ng Kim Poh selaku Presiden Direkiur tidak
memiliki kualitas (Lega! Standing) untuk mengajukan Permohonan ini karena Sunny
Ng Kim Poh dan anggota Direksi lainnya serta Anggota Komisaris persercan diangkat
berdasarkan keputusaq,l_ RUPS Tahunan yang tidak sah dan cacat hukum karena
bertentangan dengan Pasal 10.1, dan Pasal 13.1. Anggaran Dasar Persercan serta
belum tercatal dalam Data Base SISMINBANKUM Departemen Hukum dan HAM ;

Bahwa ... /24
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Bahwa RUPS Tahunan fertanggal 15 Juni 2007 fersehbul dilaksanakan
berdagarkan  Penetapan  Pengaditan  Neged  Jakada Pusal Nomor
GB/PALPIZO07IPNJKT PET  tertanggal 16 Mei 2007, dimana Temohon lelah
mongaiukan upays hukum sebelum RUPS Tahunan iersebul dilaksanakan yaity
gengan mengajukan gugaian perbustan melawan hukum di Pengadilan Neger
Jakarta Pusat guna membataikan Penetapan Pengadilan Neged Jakana Fusat No,
GE/POLPRZOOTIPN JKTPST tersebut yang pads saat dalam ishap banding di
Pengadian Tinggi OX! Jakarta ;

Bahwa yang menjadi keberatan Termohon terhadap Penetapan Pengadilan
Negen Jakarta Flsat No. $8/RdLP/2007/PN JKT.PST adglah

i. Beshwa penelapan lesebul diputus berdasarkan buldi-buk(i palsy dan basil
rekayass dad Pemohon Tenaga Lestar (M} Snd Bhd/Tunst Termohon datam

perkans ini ;
2. Bahwa Termohon {PT. Sadin Multiagno Sentess) dan Komisars Perseroan lidak
pemnah dipanggil dan didengar keferangannya dafam pekara penmohionan Nomor ;

68/PCLPI2007/ON JKT.PET. -

Menimbang, bshwa ferhadan sangkalen Temmchon sebagaimana {grsebids di
sas, Pengadian Neger mempestimbangkannya sebagal berikul ;

H : p
Menimbang,. ba?zm.gari surat buké .24, P-3, Jo, 114, P4 Jo. T18 daa T-2
dipesoleh fakla-fakil hukum sebaga berikut ;|

1. Bahwa sangkalan yang dikemukakan oleh Termohon dalem perkara inl telah
dijadikan sebagal posia dan petiturm gugatan Temmchon yang dalarn perkara
perdata No. 213/P4LEGR2007/PNI Pet. vang dalam perkara tersebut  bertindak
sebagai Penggugat, sedangkan Pemchon sekarang sebagai Tergquge! Il dan Tunut
Termehon sekarang sebagai Tergugst |

S
Bahws gugalan tersebut telah dinyatakan ditolak cleh Majelis Hakim Pengadian
Neger Jakaris Puspl dengan putusannya terlanggal 18 Marel 2008

.

Bahwe pada saal ini perkara No, 213/PSLG/Z007/PN.JXLPst. tersebut dalam
upaya hukum banding Fangadilan Tingyl OK! Jakans

f..d

tMenimbang .,./28

L
Foart

Analisa Yuridis..., Ingrid Vera Mour, FH Ul, 2009



B -t

f

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang belum ada pembatalen dan
perubahan fentang kepengurusan, Direkst dan Komisards PT. Bumipermal survalestari
baik berdasarkan  suatu  Keputusan RUP_S‘ ! RHFiSELB PT. Bumipermai
Suryalestari maupun berdasarkan sustu  keputusan - Pengadian yang  felah
berkekuatan huktim yang letan, maka i-(emngumsan, [Bireksl dan Komissts FT,
Sumipermal Suryalesian ssbagaimans yang ada saat ini adalah tetap berfaku dan
Diseksinya dapa! dan berkualitas bertindak uniuk dan alas nama Perseroan
s@bagaimana ketentuan Pasal 88 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Parseran Terbatas

Menimbang, bahwa salanjuinya Peng,ad%ia;‘%gegeﬁ peru memperimbangkan
apakah pesmaohonan Pemohon dalam perkars ind beralasan menund hukum alaukah

ticak ;

. ;
Menimbang, bahwa dad surat bukti P11 s/g P-23, B8 Jo, T-1, TT-2 s/d
TT-3, dipergieh {alda-fakia hukum sebagsi berikut ;

1. Bahwa Pemohion BT, Bumipermai Survalestari dengan suratnya tedanggat 29 Juli
2008 telah mengundang para pemegang sahamny:;a yakni Termohon {pemillk 44%
saham) dan Tdfut Yermohon (pemilil 56% szham) untuk mengadakan RUPSALE
pada fanggal 14 Agusius 2008 dengan agenda Rapst Pemberian Persetujuan
atas perubahan Anggaran Casar Pergsroan sesus dengan UL No. 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Teralas | %
¥

2. Bahwa Pasal 28 ayat {1) Angoaren Dasar Pé;s&;cx&rz gan Pasal 88 ayat (1) UUJ
No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa RUPS' untuk mengubah Anggaran Dasar
dapat dilangsungkan fka dibadin paling sediki 2/3  baglan dad jumlah seluruh
saham dan kepilusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 bagian afau €8,6%
dari jumlah suara ya?ig dikeluarian ;

3. Bahwa ternyata pada RUPS-LB tanggal 14 Agustus 2008 tersebut kuorum
kehadiran pemagang ssham hanyalsh sef:zanyak 58% sehingge Rapat tidak dapat

ditanjutkarn |

. ; 13 .
1 4, Behwa selanjuinya ssbagsimana kelentusyy Anggaran [Dassr Pasal 28 ayal 4
maka Pemohon déngan suratnya tertanggal 20 Agustus 2008 telah mengundang
kembali  sefuruh pemegang ssham  PT. Bumipermai Suryalestard uniuk

mengadakan },'fzﬁ
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mengadakan RUPSLE ke 1i pada tanggal 28 Agusius 2008, fetapl kuomum
kehadiran pemegang saham 23 bagian dad jumieh sefuruh saham PT.
Bumipermai Suryalestad juga fidak terpenuhi karena yang hadir hanyalah Turug
Termahon {pemilk 56% saham), sedangkan Termohon {pemilik 44% saham) tidak
Hadir dalam rapat iersebud ;

5. Bahwa oleh karena flu Pemohon herdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 4 UU No.
49 fmhun 2007 mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Neger Jakarla
Selalan untuk mengadakan RUPS-LB ke Il dengan kuorum kehadiran sekurang-
kurangnya 50% + 1 dad jumiah sejureh ssham yang dierbitkan ofsh PT.
Bumipenmai Suryétestari dengan suara yang ssh dan kepulusan adalah sah jike
disetuiu ng?z seRUISNg-Kusnonya ‘50% + 1 dad jurnish suare yang dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa untuk rapat / RUPS ke M, Pasal 22 ayat 6 Angpacan
Dasar Parssroan menentukan sebagai berkat ; .
“Apabila kuorum yang disvarathan dalem Rapal Umum Pemegang Saham kedus fidak
ercapai maka atas permintaan Persergan, Xuorum akan ditenfukan olsh Kelus

Pengaditan Negert yang wilayahiya meliputi {empat kedudukan hukum persergan” ;

Menimbané, bahwa keteniuan ﬁmégamﬁ tiasar Pemohen tersebut sejalan
pula dengan Pasal 88 ayat 4 1L No, 40 tshun 2007 tentang Perseroan Terbalas vang
antars lain meayebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalsm Pasal 56
ayat (5), ayat (8}, aval (?‘)t ayat (8) dan ayat (9) mutatis mutandis hedaku hagi RUPS

sebagaimana dimaksud ayal {1) ;

Menimbang, bahwa Fasal 88 ayat (8}, 8}, {7}, (8) dan ayat {8} UU No. 40
fahun 2007 tersebud pada pokokaya mengatur hal-hal sebagal berikul

1. Dalam hal kuonm RUPS Kedus dak lercapsi, Persercan dapgt memohon
kepada Ketusm Fengadian Neger yang daerah hukumnys melputi iempsat
keduduken Persercan atas permchonan Perseroan agar ditelapkan kuorum uniuk

RUPS Kedige ;
2. Pemanggiian RUP3Z ke ! harus menysbutkan bahws RUPS Kedua islabh

ditangsungkan den lidak mencapal kusrum dan RUPS ke i akan diangsungkan
dengan kuonsn yang telah ditetapkan oleh Kefua Pangadilan Negens ;

3. Penstapan ... /27
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N i’anala\m“ Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS tersebut bersifat
final dan mampuﬁyai kekuatan hukum tetap;

4. Pemanggilan RUPS Kedum dan Kefiga dilakukan dalam jangka wakiu paling
tambart 7 (ujih} had sebelum RUPS Kedua atau Xetiga dilangsungkan ;

5. RUPS Kedua dari"i(eﬁga dilangsungkan datam jangka waktu paling cepat 10 hant
dan paling lambat 21 har selelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan ;

ﬁéezzimbmg,%aﬁm dengan demikiar ternyala pennohonan Pemohon adalsh

- geisipn don fidek berlenigngan dengan kelentuan Anggaran Daser PT. Bumipsrmal

Suryalestard dan ketentuenXetentuan vang terdapat dalam Undang-Undang -No. 40

Tahun 2007 lentang Perservan Terbatas, apalagi permohonan i diajukan dieh

Pemohon  adalsh untuk merealisasikan amanat dan pedrtah Undang»«{inr?ang
khususnya Fassl ‘iﬁ}ffagat £3Y LU No, ,40 Tahun 2007 tentang Parsercan Terbatas;

Menimbatig, bahwa walaupun demikian Pengadilan Neger peru pula
mempertimbangkan berapa persen kuorum minimal kehadiran pemegang saham
unfuk dapat terselenggaranya RUPSLB Ketiga yang dimahonkan Pemahor fersebut |

Menimbang, bahwa lerhadap hal femsbul Pemohon mohon ditetapkan
kuorum minimal kehadiran pemegang ssham untuk Rapat / RUPS-LE kel adalah
5% + 1 bagien ded jumiah sefuruh ssham dengan hak suars hadie stau diwakil
dalam RUPS.LE temebul dan kuotum pengambian keputusan adaish paling sedid
50% + 1 baglan dar jumiah suarg yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.LE PT.
Bumnipsrmal Suryalestan lersebul ] ’

Menimbang, bahwa "mempematfﬁé; permohonan  Pemohon  tersehut
dinubungkan dengan kelenluah Pasal 22 ayat (6), Pasal 28 ayat {1}, Pasal 25 ayat
{4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 UU No. 40 Tahun 2007 serta untuk
gapainya terlaksana amanat dé‘n periniah Undang-Undang sebagaimana ketentuan
Fasal 187 ayat (3) UL No, 40 Tahun 2007 tentang Parseroan Terbatas karena apabila
amanat dan perintah Undang-Undang tersebut tidak dilaksanakan, maka Perseroan
sebagaimans ketentuan Pasal 157 ayal (4) UU No. 40 fahun 2007 tersebut dapat
dibubarkan ; ) '
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Menimbang, bahwa apabita persemen sebagaimana halnya P, Bumipermai
Suryalestan tersebut dibubarkan maka depat lerjadi kerugian vang labih beser dan
lebih luas yang tidak henya terhadap para pemegang saham yaknii Termohon dan
Turit Termohon tetapi luga terhadap karyawan dan pihak ketiga lainnya yang
mempunyal hubungan keda dan hubungan hukum dengan PT. Bumipernat
Suryglestan (Pemohon;;

Menimbang, bahwa dengan demikian Psugadian Neger bempendapat
terdapat suaty kepentingan yang waar dan Pemochon untuk diselenggaakennya
RUPS-LB PT. Bumipermai Susyalesion tersebul ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebageimans tersebut
di gtas Pengadian MNegeri be:r;aadapai bahwa walar dan paiut mensiapkan kuorum
minimal kehadiran Pemegang Saham PT. Bumipermai Suryslesian  unfuk RUPS
Luar Biasa Kefiga sebesar 56% dad jumish selurul seham dengan hak suars
2l yang hadir atau dwakili dalam RUPS-LB tersebut serta menetapkan pula kuorum
gengambiian kepulusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luyar Biase PT.
Bumipgrmai Suryalestad Ketign adalah paling sedikié 56% dari jumlzh suars
yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS-LB PT. Bumipermal Suryalestar tersebut,
dengan agentia Rapal Pembedan Persefujuan aisg Perubahan Anggaran Dasar
FPersgroan sesusi dengan Uzzdang-Undar;g No. 40 Tahun 2007 ientang Perserosn
Terbatas dan hakhal lainnya yvang berkaitan danéan hal terssind ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 25 ai{at {4} Anggaran Dasar
Persercan dan Passl 88 ayat (4) jo. Pasal .88 ayat (8} UL No. 40 tahun 2007,
maka perdy dilefapkan penyelenggersan RUPS-LE PT. Bumipermal Swye Lestan
f(eﬁga‘ tersebut dengan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambiian  Kepulusan
berdasarkan Penetapan ini diselenggarakan dalam fangka wakle paling cepat 10 har
dan paling fambal 21 had sejak tanggal Penelapan ini atau sejak penelapan ini
terkeluatan hukum talap ; )

fsenimbang, bal‘zwé derzg%n demikian RUPS-LB PT, Bumiparmnai Surysiestar
Ketiga yang diselanggarakan dengan Kuorum Kehadiren dan Kuorum Pengambilan
Keputusan berdasarkan Penelapan inf adalah sah dan maengikat menurst hukum ;

Menimbang. bahwa oleh karena perkara ini benluknya adaiah Permohonan
dan biaya perkara yang imbul harusiah dibebankan kepada Pamohon ;

Menimbang . /728
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Mersimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sshagsimans tersehul
¢ glas, maka permohohan Pemohon tersebut dikabuikan unlok sebahaglan

Mengingsa! dan memperhatikan Pasal 22 ayal 1 ke 8, Posal 25 ayst (1}, Pasyl
25 ayat {4) Anggaran Dasar Pemohon jo. Pasal 88 jo. Pasal 85 aval (3), {6}, (73, (8}
dan ayat {9 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Persercan Terbatas serte keteotuan-

ketenluan Mukum kinnya yang bersangkutan |

MENETAPKAN

. i
1. Meagebulkan Permohonan Pemohon tersebut di aias Yniuk sebahagian ;

2. Menetagkan i(t}erum Kehadiran unfuk dapat diselenggamkannya Rapat Umum
Pamegany Sabam Luar Biasa PT. Bumipemmai Suryalasian Ketiga adalah naling
sedikil 58% (ima puluh enam persen) dar jurpiah salurzh saham dengan bak
suara hadir sfay diwakit dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

tersebut ;

3. Menetapkan Kuorum Pengambilan Keputusan dalam Rapat Umum Permegang
Saham Luar Biasa PT, Bumipermai Suryalestari Ketiga adalah paling sedikifﬁfi“/o
(lima puluh enam persen} dari jurniah suarg yang dJdikefuarkan secara sah datam
Rapal  Umom  Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipemai Suryalestad

tersebut ;

4. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT,
Bumipermai  Suryalestan Ketiga dengan Kuorum  Kehadiran dan  Kuorum
Paagambilan . Kepufusan berdasarkan Peselzpan ind disslenggarakan dalam
jangke wakiu paling cepat 10 {sepuiuh} han dan paling [embat 21 {dua puluh satu)
had sejak tangga! Penetapan ini alau sejak penetapan inl berkekuatan hukum

tetan ;

5. Menyatakan Rapal Umum Pemegang Ssham Luar Biasz PT. Bumipermai
Suryalesian Keliga vang diselenggarakan dengan Kuonun Kehadiran dan Koorum
Cengambiian Kepulusan berdasarkan Penelapan inl adalgh ssh dan mengikal

raenurut hukum |

6. Membehankan bisya perkara kepads Pemohon sebegar Rp. 181,000, {seralus
sembilan pulsh satu fhu ruplah);

Diemikianiah % {30
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Demildaniah ditefapkan pada hari : KAMIS, tanggal 28 Se ber 26
oieh kami HASWANDI, SH.M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakaria Selatan vang -
ditunjuk oleh Ketua Pengadiian Neger Jakarts Selatan untuk memerksa dan
memutus Permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang tarbuka
wrduk umum pada had dan ftangget fu jugs oleh Haldm tersetut dengan dibantu oleh
HESTI FEBRIANTI, SH. Panflera Pengganti serta dengan dihadii Kuasa Pemohon,
dan Kuasa Tunt Termohon, tanpa hadimya Kuasa Tesmohon;
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PANITERA PENGGRANTL, HAKIM tersebut, - |

HESTI FEBRIANTIL, $§H.

Biaya-bigys ;

Redaks: Rp. 5000
Panggitan Rp. 188.000.«
Jumiah Rp. 181.000,-
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